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Pengantar

Feminisme telah menjadi gerakan yang memberikan ruang dan suara bagi perempuan
dan feminis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Buku menjadi salah satu ruang
yang ideal untuk mendokumentasikan perjalanan transformasi ini. Kami sepakat
bahwa saat ini, perkembangan buku-buku dengan narasi feminisme di Indonesia telah
mengalami perkembangan dari masa-masa sebelumnya.

Buku-buku dengan narasi feminisme di Indonesia mulai beragam, dari karya
akademis, esai, biografi, fiksi, hingga buku anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai
kesetaraan gender. Penulis perempuan dan feminis Indonesia bergeliat untuk aktif
menulis dan menerbitkan karya-karya yang menyoroti berbagai isu feminisme seperti
kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender, hak reproduksi, serta peran
perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada masa kini, buku menjadi salah
satu ruang bagi suara-suara perempuan dan feminis yang sebelumnya terpinggirkan
untuk didengar. Namun, seperti halnya dengan setiap gerakan sosial, terdapat juga
tantangan dan resistensi terhadap perkembangan buku-buku dengan narasi
feminisme di Indonesia. Beberapa buku feminis masih menghadapi hambatan dalam
distribusi dan pemasaran, serta penentangan dari kelompok-kelompok yang tidak
sepakat dengan pandangan-pandangan feminis.

Meskipun demikian, kondisi perkembangan buku-buku dengan narasi
feminisme di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berperan penting
dalam mendukung gerakan feminis, memperluas kesadaran akan isu-isu gender, dan
mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil.

LSPR Publishing sebagai penerbit Perguruan Tinggi yang berkomitmen dalam
penyebaran ilmu pengetahuan turut berbangga dan berbahagia dengan hadirnya
kumpulan artikel Transformasi Feminisme Indonesia ini. Buku ini merupakan sebuah
kompilasi yang menggambarkan perjalanan sejarah, perkembangan, dan tantangan
feminisme di Indonesia yang dihimpun dalam buku ini. Dengan hadirnya buku ini, kami
berharap dapat memberikan sudut pandang yang kaya dan beragam tentang peran
feminisme dalam membentuk masyarakat Indonesia.

Melalui karya-karya dalam buku ini, para penulis memberikan analisis
mendalam tentang transformasi feminisme Indonesia dari masa ke masa, melakukan
eksplorasi tentang perjuangan dan pencapaian, mempertanyakan konstruksi sosial
yang membatasi, serta merayakan keberagaman dan inklusi dalam pergerakan
feminis. Buku ini juga menghadirkan berbagai perspektif feminisme yang
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mencerminkan kompleksitas dan kekayaan gerakan di Indonesia. Mulai dari
perspektif akademis hingga tulisan pribadi dan pengalaman langsung, naskah-naskah
dalam buku ini memperkuat kontribusi feminisme dalam diskursus sosial, politik, dan
budaya. Buku ini membahas tidak hanya perspektif feminisme yang muncul dari
dalam negeri, tetapi juga dari orang Indonesia yang berada di luar negeri, menjadikan
pengalaman diaspora sebagai bagian tak terpisahkan dari narasi tentang feminisme
Indonesia.

Kami berharap bahwa buku "Transformasi Feminisme Indonesia" ini akan
menjadi sumber inspirasi dan pemahaman yang berharga bagi pembaca, yang dapat
mendorong refleksi mendalam tentang peran gender dan kesetaraan dalam
masyarakat kita. Melalui pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari buku ini, kami
berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk mengambil bagian aktif dalam
membentuk perubahan yang positif dan inklusif.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam buku ini. Terima kasih kepada tim editorial yang handal
(Mbak Diah Irawaty, Mas Farid Muttagin, Mbak Luviana Ariyanti, dan Mbak Anita
Dhewy); terima kasih juga kepada Pusat Kajian Literasi Kesehatan dan Gender LSPR
(Dr. Lestari Nurhajati) yang telah menginisiasi kerjasama ini. Kami percaya bahwa
tidak ada kerja baik yang sia-sia. Semoga buku "Transformasi Feminisme Indonesia"
ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan gerakan feminis
di Indonesia dan di seluruh dunia. Selamat membaca dan menjelajahi dunia
transformasi feminisme Indonesia!

Xenia Angelica Wijayanto, S.H., M.Si.
Head of LSPR Publishing
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Sambutan

Pembaca Budiman,

Hadirnya buku ini di hadapan Anda merupakan karya kolaborasi yang menarik antara
LETSS Talk, Konde.co dan Pusat Kajian Literasi (Puskalit) Kesehatan dan Gender
LSPR di bidang penerbitan buku. Kemitraan ini menyatukan tiga organisasi kuat yang
memiliki tujuan yang sama: memperkuat beragam suara dan mempromosikan
percakapan yang bermakna. LETSS Talk, yang dikenal karena dedikasinya untuk
mendorong dialog dan memberdayakan individu untuk berbagi cerita mereka,
bergabung dengan Konde.co, sebuah platform terkenal yang memperjuangkan
kesetaraan gender, keadilan sosial, dan hak-hak perempuan. serta didukung
sepenuhnya oleh Puskalit Kesehatan dan Gender LSPR yang sangat peduli pada isu
Komunikasi Kesehatan, juga isu Gender. Bersama-sama, kita bertujuan untuk
menciptakan ruang di mana penulis dari berbagai latar belakang dapat berkumpul
untuk menerbitkan buku yang menarik, yang mendiskusikan norma-norma sosial dan
menginspirasi perubahan.

Pada kolaborasi ini, Puskalit Kesehatan dan Gender LSPR, LETSS Talk dan
Konde.co akan menyediakan platform bagi penulis mapan maupun yang baru untuk
berbagi perspektif dan pengalaman unik mereka. Salah satu tujuan utama dari
kolaborasi ini adalah untuk mempromosikan beragam narasi dan memastikan bahwa
suara-suara yang terpinggirkan didengar. Penerbitan buku yang membahas berbagai
topik, mulai dari feminisme dan kesetaraan gender hingga hak asasi manusia dan
masalah sosial, Puskalit Kesehatan dan Gender LSPR, LETSS Talk dan Konde.co
berusaha untuk menciptakan lanskap literasi yang lebih inklusif.

Selain itu, kolaborasi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di
antara para penulis. Dengan menyatukan para penulis yang berbagi semangat untuk
perubahan sosial. Kita berusaha menumbuhkan lingkungan di mana kolaborasi dan
saling mendukung berkembang. Melalui lokakarya, acara networking, dan forum
online, penulis akan memiliki kesempatan untuk terhubung, bertukar ide, dan belajar
dari satu sama lain. Selain itu, kita juga akan memanfaatkan platform, kehadiran
media sosial, dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa karya-
karya penting ini menjangkau khalayak lebih luas.
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Nantinya diharapkan keberadaan buku ini bisa memicu percakapan yang
bermakna dan menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Sebagai akhir
kata, kolaborasi antara Pusat Kajian Literasi (Puskalit) Kesehatan dan Gender LSPR,
LETSS Talk dan Konde.co di bidang penerbitan buku adalah bukti komitmen bersama
mereka untuk memperkuat beragam suara dan mempromosikan keadilan sosial.
Melalui kemitraan ini, kita menyediakan platform bagi penulis untuk berbagi cerita,
berkontribusi pada dunia yang lebih inklusif dan adil.

Selamat membaca dan berbagi,

Dr. Lestari Nurhajati, M.Si
Ketua Pusat Kajian Literasi Kesehatan dan Gender LSPR
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Prakata Editor

Merekam Feminisme Indonesia
yang Terus Bertransformasi

Diah Irawaty, Farid Muttaqin, Luviana Ariyanti, dan Anita Dhewy

Feminisme dan Nasionalisme: Dinamika di antara Berkah
dan Tragedi Sejarah

Kapan dan bagaimana feminisme mulai berkembang di Indonesia? Dalam konteks
kajian feminisme Indonesia, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan paling
sulit dijawab dan paling memunculkan polemik. Jawaban atas pertanyaan tentang
“genealogi” feminisme Indonesia ini bukan saja tidak tunggal, tapi kontroversial dan
complicated, dipenuhi kompleksitas dan komplikasi. Salah satu faktor paling kuat yang
menghadirkan kompleksitas tersebut adalah kontestasi dan tarik ulur sangat dinamis
di antara banyak kelompok masyarakat di Indonesia terkait momen dan tokoh paling
valid dan legitimate sebagai sumber rujukan utama genealogi feminisme Indonesia.
Siapa dan momen sejarah apa yang paling merepresentasikan sejarah feminisme
Indonesia? Pertanyaan tentang representasi adalah pertanyaan tentang nasionalisme,
yang menghadirkan polemik tentang national belonging, siapa yang paling berhak
mewakili atau menjadi bagian dari nasionalisme Indonesia, yang paling berkontribusi
memerdekakan Indonesia dari kolonialisme, menjadi republik berdaulat,
berperadaban, dan “berkemajuan,” serta mengekspresikan kewargaan (citizenship)
paling ideal di Indonesia.

Di tengah kontestasi dan tarik ulur itu, tidak mudah menemukan tokoh dan
momen sejarah tunggal yang gamblang dan menjadi referensi dan representasi
sejarah feminisme Indonesia. Setiap tokoh dan momen sejarah menjadi samar, hanya
jelas bagi yang menahbiskannya sebagai genealogi dan sejarah feminisme Indonesia.
Yang membuat kabur, bukan karena tokoh dan momen sejarah itu fiktif, imajinatif,
atau dongeng. Tokoh dan momen sejarah itu nyata, sebuah fakta sejarah. Menariknya,
justru karena tokoh dan momen sejarah itu merupakan fakta dan nyata, bukan
dongeng dan fiksi, proses pengaburan itu sering terjadi. Produksi berbagai narasi dan
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interpretasi sejarah oleh kelompok masyarakat yang berbeda-beda yang menjadi
sumber determinan pengaburan tokoh dan fakta sejarah itu, meski di sisi lain,
membuat narasi tentang sentralitas tokoh yang sesuai dengan kepentingan politiknya.

Masing-masing kelompok masyarakat memiliki tokoh dan momen sejarahnya
sendiri untuk mengklaim sebagai masyarakat yang paling menyumbang pada
feminisme Indonesia, yang artinya paling menyumbang pada bangunan nasionalisme.
Kelompok masyarakat itu tak hanya merujuk pada kelompok berdasarkan
kepentingan identitas etnik dan geografi, atau agama --sebagai identitas politik paling
dominan di Indonesia-, tapi kelompok-kelompok yang disegregasi atas dasar pilihan
ideologi politik. Lalu, kita secara berkala menyaksikan situasi sosial yang sangat
dinamis dan, tidak jarang, bergejolak akibat kontestasi atas genealogi dan sejarah
feminisme Indonesia itu. Kartini, satu sisi dirayakan, di sisi lain dikerdilkan. Lalu
muncul nama-nama Ratu Syafiatuddin, Nyai Ahmad Dahlan, Suyatin, SK Trimurti, Cut
Nyak Dien, dan nama-nama lain, termasuk para tokoh lokal, yang dihapuskan dari
sejarah gerakan feminisme versi mainstream. Para tokoh gerakan perempuan
internasionalis dan revolusioner seperti Francisca Fanggidaej (Fanggidaej, Setiawan,
& Nadia, 2006), yang terlibat langsung dalam Konferensi Kalkuta dan Konferensi Asia
Afrika, hingga para tokoh Gerwani adalah di antara elemen sejarah gerakan feminisme
yang namanya disamarkan dan dihilangkan bahkan mengalami “penghancuran”
semenjak Soeharto mendeklarasikan proyek nasionalisme versi Orde Baru dan
menerapkan politik gender Orde Baru. Perempuan-perempuan revolusioner bukan
representasi ideal perempuan dalam nasionalisme Indonesia, sebaliknya, dikategori
sebagai subversi, ancaman, dan enemy of the state yang perlu dilenyapkan dan
dihukum.

Feminisme Indonesia, baik sebagai praxis tentang otonomi perempuan dan
kebebasan berekspresi secara seksual dan gender, maupun sebagai gerakan
pemikiran tentang emansipasi dan anti-opresi terhadap perempuan, mengalami
perjalanan sejarah sangat panjang. Sebagai bagian dari tradisi otonomi perempuan
Asia Tenggara dan Nusantara, Indonesia menyediakan data dan narasi sejarah
tentang partisipasi perempuan di beberapa bidang kehidupan sosial-politik yang
mengindikasikan kuasa, otonomi dan otoritas perempuan dan komunitas gender non-
binary. Dari raja-raja perempuan hingga saudagar menyebar dari Aceh hingga
Sulawesi dan wilayah yang sekarang menjadi Bagian Timur Indonesia (Reid, 1988).
Entitas dan komunitas gender yang beragam seperti Bissu di Sulawesi Selatan dan
para eunuch juga hidup di beberapa wilayah Nusantara pralndonesia, termasuk Aceh.
Serat Centhini, sebuah ensiklopedia kebudayaan Nusantara, terutama Jawa,
menggambarkan perilaku seksual yang “bebas” dengan masyarakat yang toleran atau
welcome dengan perilaku-perilaku itu (Muttaqgin, 2007). Sejak dalam sejarah awalnya,
feminisme Indonesia mengalami perjalanan dinamis yang kaya pengalaman individual
dan sosio-kultural.

Kekayaan figur dan kejadian sejarah Nusantara tentang otonomi perempuan
menjadi keunikan sejarah dan genealogi feminisme Indonesia, meski tidak selalu
menjadi berkah, alih-alih sumber konflik sosial-politik. Tidak hanya penghilangan
nama, kejadian, dan fakta sejarah, konflik yang bersumber pada ketidaktunggalan
referensi sejarah bisa sangat tragis, seperti pada kasus Gerwani yang menjadi bagian
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dari sejarah genosida atas nama anti-komunisme dan anti-Partai Komunis Indonesia
(PKI) (Wieringa, 2010), kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnik
Tionghoa pada saat tragedi Mei 1998, hingga persekusi pada murid-murid Muslimah
yang dianggap tidak menutup aurat dengan benar. Sementara, Kartini yang menjadi
rujukan mainstream bagi sejarah resmi kekuasaan yang menghegemoni perspektif
publik tentang sejarah gerakan feminisme Indonesia juga tidak lepas dari kontestasi
dan resistansi (Irawaty, 2023). Pada satu periode, Kartini menjadi rebutan antara
kelompok politik berorientasi “NKRI harga mati” dengan “Islamis,” hingga Kartini,
bahkan secara ketubuhan, apalagi secara pemikiran, mengalami evolusi, dari sosok
berkebaya dan bersanggul yang “keindonesiaan” menjadi sosok berjilbab karena
narasi Islamisasi (Muttaqin, 2018).

Selain kontestasi pada figur dan event historis, sulitnya menyediakan jawaban
atas pertanyaan tentang sejarah dan genealogi feminisme Indonesia juga karena
sejarah feminisme Indonesia selalu beriringan dengan sejarah sosial-politik
kebangsaan. Feminisme Indonesia tidak hanya berposisi pasif dalam setiap fase
sejarah sosial-politik kebangsaan. Feminisme Indonesia tidak hanya dibentuk oleh,
tapi juga membentuk, nasionalisme dan keindonesiaan yang juga merefleksikan
dinamika, kekayaan, dan kompleksitas pengalaman feminisme Indonesia.
Interseksionalitas feminisme dan nasionalisme tidak berhenti pada periode
perjuangan anti-kolonialisme atau perjuangan neo-kolonialisme, seperti pada masa
Orde Baru, tapi terus berproses hingga pascareformasi, sejak 1998. Tidak hanya
melalui kontestasi atas ketokohan Kartini sebagai figur “NKRI harga mati” atau
representasi “Muslimah feminis,” juga dengan kontekstualisasi figur-figur perempuan
lain, baik di level perjuangan nasional maupun gerakan lokal, sebagai referensi sejarah
feminisme Indonesia.

Kontestasi itu menyimpan ironi yang justru menarik, dan, karenanya, sangat
menuntut studi sejarah feminisme dan nasionalisme yang intensif. Ironi itu, yang
paling menonjol, adalah pendefinisian, pemahaman, dan konseptualisasi feminisme
yang berbeda-beda bahkan saling bertolak belakang. Termasuk yang menolak
feminisme sebagai sebuah ideologi politik, dalam konteks nasionalisme, mereka
menunjukkan sikap paradoks dengan mengartikulasikan hasrat yang kuat untuk
menjadi bagian dari, atau diasosiasikan dengan sejarah gerakan perempuan atau
gerakan emansipasi perempuan. Di antara contoh kasusnya adalah apropriasi Kartini
dengan menerapkan Islamisasi terhadapnya --yang berujung pada reduksi pemikiran-
pemikiran emansipatif Kartini (Chandrakirana, 2023)-- seiring dengan kebangkitan
konservatisme Islam (the conservative turn) yang menguat di era reformasi
(Bruinessen, 2013) dan resistansi Kartini atas nama kolonialisme budaya (cultural
colonialism) melalui politik gender seperti berkembang di Aceh semasa pergolakan
dengan pemerintah Indonesia.

Mereka yang mengusung Islamisasi Kartini dan masyarakat Aceh yang menolak
Kartini, atas dasar “kurang Islam,” dipengaruhi pemikiran kolonialisme -baik
kolonialisme Belanda maupun kolonialisme Indonesia-- dan hanya berjuang melalui
pena (tidak seperti pahlawan Aceh yang gugur di medan perang), dikenal sebagai
kelompok yang menentang feminisme dan gagasan kesetaraan dan keadilan gender.
Tapi, demi perjuangan nasionalisme, mereka tidak segan “mendekatkan dan
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mengasosiasikan diri” dengan perjuangan dan gagasan feminisme. Dinamika ini
mengindikasikan feminisme -—atau gerakan perempuan sebagai istilah yang lebih
populer- lebih sebagai konsep politik daripada akademik yang bisa dipahami sangat
plastis dan fleksibel sesuai kepentingan, kebutuhan, dan konteks politik tertentu. Kita
perlu memahami “dua wajah feminisme,” antara feminisme versi politik --yang tidak
jarang justru dikonstruksi dan diproduksi oleh mereka yang anti-feminisme- dan
feminisme versi gerakan feminisme. Meski tidak selalu berada dalam ruang
pemahaman yang sama atau sekadar identik, bahkan saling berlawanan dan saling
konflik, dalam konteks keindonesiaan, kedua versi feminisme itu bisa berada dalam
ruang sosial yang sama dan saling memengaruhi. Hasilnya, sekali lagi, nasionalisme
yang membentuk wajah feminisme dan feminisme yang membentuk wajah dan
agenda nasionalisme; feminisme terus menghidupkan dan mendinamiskan
keindonesiaan, dan keindonesiaan terus menghidupkan dan mendinamiskan
feminisme. Dalam situasi ini, feminisme, juga nasionalisme, di Indonesia tidak akan
pernah mati; yang ada adalah perjalanan dan pengembaraan panjang untuk terus
bertransformasi, menemukan bentuk dan figur baru atau merekonstruksi bentuk lama
agar lebih relevan dan kontekstual. Gairah pergolakan yang dihasilkan dari gejolak
feminisme dan nasionalisme juga yang, di antaranya, memungkinkan Indonesia tidak
menjadi negara bangkrut (failed state) setelah mengalami banyak krisis, termasuk
yang terakhir di ujung Orde Baru.

Perjalanan sejarah feminisme Indonesia yang tidak selalu stabil menyediakan
fakta tentang feminisme yang selalu mengalami dan terbuka dengan perubahan.
Perjalanan dan transformasi itu tidak jarang menuntut korban ketidakadilan,
diskriminasi, marginalisasi, dan opresi yang tidak sedikit. Tapi, di sisi lain, perubahan-
perubahan itu juga membangkitkan aktor-aktor yang terhapus sejarah serta
menciptakan aktor-aktor baru gerakan feminisme. Merekam dinamika dan perubahan
dalam perjalanan feminisme Indonesia menjadi cara penting untuk mengingat dan
mengakui setiap elemen dalam transformasi feminisme Indonesia, yang juga menjadi
bagian perjalanan nasionalisme Indonesia. Artikel beserta para penulisnya dalam
buku Transformasi Feminisme Indonesia ini juga menjadi bagian dari, sekaligus usaha
mendokumentasikan, berbagai perubahan dalam perjalanan panjang feminisme
Indonesia hingga memasuki periode milenial dengan segala dinamikanya.

Perubahan Sosial-Politik dan Trayek Feminisme yang Zig
Zag

Dalam ceramah pembuka (keynote speech) pada the 15t Annual Kartini Conference on
Indonesian Feminisms (KCIF 2023) yang diadakan secara virtual, 20-23 Juli 2023,
Sylvia Tiwon, profesor di Department of South and Southeast Asian Studies, University
of California Berkeley, Amerika Serikat, membuat ilustrasi tentang feminisme
Indonesia yang selalu mengalami perjalanan, melintasi berbagai trayek dalam sejarah
keindonesiaan. Sebagai metafora perjalanan feminisme Indonesia, Tiwon
menawarkan angkot, alat transportasi publik paling populer dalam masyarakat urban
Indonesia -minimal hingga dekade kedua Abad 21-- yang berjalan dari satu titik ke titik
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selanjutnya, mengantarkan para penumpang ke tujuannya masing-masing. Trayek
atau trajectory mengimajinasikan perjalanan “dari...ke” atau dari “sejarah” ke “tujuan
masa depan” disertai berbagai perkembangan. Perjalanan tidak selalu berangkat dan
berhenti di pemberhentian yang sama, meski melalui trayek yang sama. Tiwon
membuat ilustrasi ini untuk menggambarkan dinamika perjalanan feminisme
Indonesia yang selalu bersinggungan dengan proyek keindonesiaan. Perjalanan
mengarungi trayek feminisme tidak lepas dari mekanisme politik untuk menyeleksi
“penumpang” atau warga negara yang layak diantarkan hingga tujuan dengan
selamat. Bagi Tiwon, memahami perjalanan atau trayek itu menuntut pemahaman
atas tiga hal sekaligus: pemahaman atas feminisme, pemahaman terhadap
nasionalisme, dan pemahaman tentang pengetahuan (di balik feminisme dan
nasionalisme), termasuk siapa yang terlibat dalam produksi, sirkulasi, dan konsumsi
pengetahuan tersebut.

Ibarat perjalanan angkot, perjalanan feminisme Indonesia mengisyaratkan
adanya titik berangkat, tujuan, penumpang, muatan, perangkat aturan, hingga menjadi
persimpangan antara berbagai kepentingan. Tiwon mengajukan pertanyaan, apakah
feminisme Indonesia jika diibaratkan angkot, hanya bisa menjalani trayek yang sudah
ditentukan “otoritas” atau di sana juga tersedia alternatif? Pertanyaan ini membawa
kita menelusuri perjalanan panjang sejarah feminisme atau feminisme dalam sejarah
keindonesiaan. Meski sering kali menjadi target tarik ulur berbagai kelompok
kepentingan, Sylvia Tiwon menegaskan, sangat penting mengakui feminisme
Indonesia yang beragam dan selalu mengalami transformasi dan selalu memunculkan
alternatif. Feminisme Indonesia bukan sebuah gagasan dan praksis tunggal yang
stagnan atau ajeg. Feminisme Indonesia, baik dari segi gagasan pengetahuan dan
pemikiran maupun praktis aktivisme, seperti angkot, terus melaju dari satu trayek ke
trayek lainnya. Berhenti sesaat, dan tak pernah berhenti selamanya. Dalam perjalanan
historisnya yang melampaui satu abad —melebihi usia kemerdekaan Indonesia sendiri-
- feminisme Indonesia sebagai sebuah gerakan sosial, integral di dalamnya
pengalaman dan ide yang dinamis dan bergerak dalam sebuah perjalanan terus
menerus. Di setiap trayek, feminisme Indonesia menurunkan penumpang dan
menaikkan penumpang lainnya; feminisme Indonesia tidak pernah dan tidak akan
pernah diisi oleh gagasan dan praksis yang statis dan selalu sama, ia bisa mengalami
“putar balik” atau melakukan zig zag dan manuver lain, yang, sekali lagi, menghasilkan
alternatif dan keragaman. Perjalanan feminisme “dari..ke” tidak hanya melewati rute
tetap yang sudah ditentukan, tapi berisi banyak imajinasi terkait dengan tujuan
nasionalisme.

Feminisme yang terus bertransformasi adalah feminisme yang membawa
semangat zaman, dengan terus terlibat memikirkan perubahan demi menyediakan
jawaban atas berbagai persoalan sosial yang kontekstual. Tiwon menekankan
pentingnya sinergi antara feminisme di level pengetahuan dengan feminisme di level
praksis, karena “nature” feminisme yang memang bukan sekadar pengetahuan
teoretis di menara gading, tapi praksis aktivisme perubahan sosial. Feminisme saat
ini dihadapkan pada tantangan berhadapan dengan berbagai paradoks (living with
paradoxes) yang menuntut positionality secara kritis dan berkesadaran dalam dealing
with paradoxes. Kita sulit menghindari situasi di mana kebebasan (freedom) dan opresi
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berada pada waktu bersamaan atau tujuan mencapai kebebasan yang dipenuhi
dengan cara-cara opresif. Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, bahkan feminisme,
menjadi alat pemberdayaan tapi juga alat penundukan, alat liberasi dan di saat
bersamaan menjadi alat kolonialisasi. Kemampuan kontekstualisasi agar mampu
menghadirkan strategi yang relevan dan kontekstual, tidak selalu ideologis, namun
tidak juga hanyut termakan ninabobo pragmatisme dan praktikalisme, adalah bagian
dari (re)positionality di tengah berbagai paradoks itu yang perlu terus dipikirkan
gerakan feminisme Indonesia.

Memikirkan dan menentukan (re)positionality feminisme, aktivis HAM dan
keadilan sosial, Kamala Chandrakirana (2023), mengajukan pertanyaan reflektif
fundamental: Bagaimana feminisme bertarung di zaman yang berubah? Pertanyaan
tersebut menegaskan pentingnya pemahaman dan awareness terhadap berbagai
perubahan sosial di setiap periode sejarah. Dalam bahasa Chandrakirana, persoalan
sosial adalah persoalan manusia sebagai makhluk sosial, produk sebuah zaman
tertentu. Positionality membutuhkan kesadaran zaman atau kesadaran atas
perubahan yang terjadi di suatu era. Saat ini, kita berada di “musim pancaroba,” di
mana perubahan-perubahan terjadi begitu cepat dan massif, seakan tidak ada hal
yang tetap dan stabil. Kesadaran atas perubahan bukan saja pada perubahan-
perubahan “lokal” dan regional, tapi perubahan-perubahan global yang sangat
berpengaruh pada sistem keadilan global, dari perubahan akibat krisis ekologis,
pandemi, perang ekonomi dan perang militer, menguatnya otoritarianisme, dan lain-
lain, yang menggambarkan polycrisis di mana krisis-kriris yang tidak tunggal saling
berkelindan dengan dampak yang sangat dahsyat (Chandrakirana, 2023).

Tidak jarang, krisis tersebut menghadirkan gugatan baru terhadap feminisme
beserta gagasan tentang keadilan dan kesetaraan gender. Seiring dengan
menguatnya gerakan ekstrem kanan (far right), konsep gender, yang merupakan salah
satu temuan akademik feminisme sangat penting dan menjadi konsep sangat stabil
untuk memahami ketimpangan relasi kuasa, sedang mengalami gugatan kuat, justru
dianggap sebagai konsep yang melawan konsepsi keadilan berdasarkan common
sense. Karenanya, menjadi penting untuk mengaitkan perubahan sosial-politik dengan
proses intelektual-akademis terkait dengan produksi dan reproduksi pengetahuan
feminis yang terus-menerus. Gerakan feminisme akan bisa menjawab berbagai
gugatan hanya jika proses intelektual-akademik, baik di dalam maupun di luar
lembaga-lembaga akademik formal, bisa terus dilakukan, menguatkan positionality,
dan mengimbangi perubahan zaman yang massif.

Chandrakirana menawarkan jalan penting membangun kesadaran perubahan
sekaligus pilihan positionality itu, yaitu kemampuan melakukan analisis secara tajam
dan membangun imajinasi tentang masa depan yang emansipatif dan
memerdekakan. Selain itu, elemen gerakan feminisme perlu menguatkan pemahaman
dan pengakuan atas keragaman feminisme, yang bukan bagaikan taman bunga yang
harmonis, tapi hutan belantara dengan akar dan cabang yang berbeda-beda.
Pengakuan ini meniscayakan jalan yang tidak tunggal untuk sampai pada tujuan
keadilan dan pembebasan dan menuntut dialog terus menerus. Terakhir, dalam
menghadapi pancaroba perubahan dengan berbagai kontradiksi itu, Chandrakirana
menyampaikan gagasan untuk “membangun kekuatan sosial politik dari kemenangan-
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kemenangan lokal (dan individual),” sebuah strategi yang juga disebutnya sebagai
gerakan transnasional yang mengakar. Nyatanya, cerita kemenangan lokal melakukan
perubahan sosial menjadi narasi penting dan kaya dari perjalanan dan perubahan
feminisme Indonesia.

Kemenangan lokal membawa kita ke titik perlawanan keseharian. Sementara
kita terus menguatkan “analisis kritis dan imajinasi masa depan,” kita tak bisa
meninggalkan persoalan-persoalan keseharian, baik dalam konteks pengalaman
opresif maupun pengalaman agensi. Bagi Kristi Poerwandari (2023), sebagai ilustrasi
bagaimana feminisme perlu terlibat (engaged) dengan persoalan keseharian, saat
membicarakan feminisme, kita perlu membicarakan diri kita sendiri, sebagai subjek
yang mengalami, menciptakan, dan terimbas perubahan. Feminisme perlu menyentuh
dimensi psikologis dari perubahan sosial. Sementara dari segi risiko, dimensi
psikologis menjadi salah satu bagian paling terimbas perubahan-perubahan di era
internet saat ini, fokus pada dimensi psikologis justru melemah dan, bisa jadi,
dianggap kurang “politis.” Internet, Poerwandari menyampaikan, misalnya,
menyediakan ruang untuk kebebasan berekspresi, di sisi lain menggerus sikap empati
dan kepedulian dan, di saat bersamaan, memediasi bentuk baru kekerasan berbasis
gender dan kekerasan seksual, yaitu dalam bentuk kekerasan berbasis gender dan
kekerasan seksual online bahkan menjadi alat persekusi. Bagi feminisme, internet
menjadi domain penuh kontradiksi; satu sisi menjadi ruang bagi pengembangan
gerakan melalui digital politics, di sisi lain memberi kesempatan kelompok kontra-
feminisme melakukan serangan ofensif dan stigmatik. Realitas paradoks dan anomali
seperti ini menyentuh secara langsung dimensi personal dan psikologis kelompok-
kelompok rentan dan termarginal yang berdampak pada gangguan kesehatan mental.
Dampak interaksi virtual tidak berhenti secara virtual, tapi dirasakan secara fisik dan
mental dalam keseharian. Situasi ini juga menggambarkan bagaimana --dalam
konteks feminisme-- persoalan ideologis bersinggungan langsung dengan persoalan-
persoalan personal sehari-hari.

Poerwandari (2023) mengajukan gagasan kontekstualisasi feminisme di era
internet dengan lebih banyak terlibat dalam persoalan-persoalan psikologis dan
mental. Menurutnya, dalam diri dan subjek yang sudah “selesai,” yang bebas dari
gangguan kesehatan mental, pikiran dan gagasan tentang konsolidasi gerakan akan
lebih mudah dibangun. Meski interaksi sosial berbasis internet sangat dominan,
menurutnya, feminisme perlu menyeimbangkan advokasi berbasis internet dengan
kerja-kerja lapangan, termasuk bersentuhan langsung dengan para korban kekerasan
berbasis gender dan kekerasan seksual dengan segala pengalaman traumatisnya.

Perubahan sosial-politik memberi tantangan sekaligus kesempatan baru bagi
gerakan feminisme, termasuk feminisme Indonesia. Kesadaran dan pemahaman atas
berbagai perubahan menjadi fondasi yang mendorong berbagai alternatif strategi
gerakan. Perubahan sosial-politik perlu menginspirasi berbagai transformasi dalam
gerakan feminisme, termasuk di level pengetahuan dan berpengetahuan. Feminisme
perlu membangun agenda khusus kontekstualisasi pembaruan pengetahuan
feminisme agar feminisme tidak hanya mampu bernegosiasi dengan perubahan, tapi
bisa memberi jawaban-jawaban feminis terhadap beragam perubahan tersebut. Di
level ini, feminisme akan memberi sumbangan penting bagi arah perjalanan sekaligus
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tujuan-tujuan masyarakat yang diimpikan berdasarkan feminisme (imagined feminist
communities).

Tentang Buku Transformasi Feminisme Indonesia

Pada 20-23 Juli 2023, Consortium for Plural and Inclusive Indonesian Feminisms yang
terdiri dari LETSS Talk (Let's Talk about SEX and SEXUALITIES), Konde.co, dan
Padepokan Perempuan GAIA mengorganisir the 15t Annual Kartini Conference on
Indonesian Feminisms (KCIF 2023) secara virtual. Konferensi ini diniatkan sebagai
upaya membangun tradisi baru feminisme Indonesia. Yaitu, feminisme yang menolak
batas antara akademisi dan aktivis; feminisme yang dipenuhi kegairahan dalam
memproduksi, mendokumentasi, dan menyirkulasi pengetahuan-pengetahuan
feminisme yang kaya; feminisme yang kritis pada berbagai persoalan ketidakadilan,
memiliki kemampuan analitis untuk memahami persoalan hingga ke “akar-akarnya”
yang kompleks sekaligus kesediaan untuk berdialog; feminisme yang tidak berpusat
pada satu otoritas tertentu; dan, terutama, feminisme yang mengakui sekaligus
merayakan dinamika, keragaman, dan keterbukaan --feminisme yang plural dan
inklusif.

Buku Transformasi Feminisme Indonesia: Pluralitas, Inklusivitas, dan
Interseksionalitas ini dihasilkan dari proses aktivisme akademik yang dilakukan secara
online melalui kegiatan konferensi virtual, KCIF 2023. Artikel dalam buku ini
merupakan beberapa papers yang dipresentasikan oleh para panelis dalam berbagai
sesi panel KCIF 2023. Keragaman tema dan isu yang dikaji tulisan-tulisan dalam buku
ini merepresentasikan keragaman tema yang dibahas dalam konferensi tersebut,
sekaligus, dalam pandangan kami, menggambarkan pluralitas, inklusivitas, dan
interseksionalitas sebagai tiga aspek krusial dalam transformasi kajian dan agenda
feminisme di Indonesia hingga saat ini. Dari konferensi (virtual) ke publikasi buku
menjadi tawaran praktik berpengetahuan feminis: diawali dengan kajian berbagai isu
feminisme dan refleksi atas pengalaman aktivisme dan advokasi, menjadi bahan
diskusi dan perdebatan dalam konferensi, lalu dimaterialisasi dalam bentuk buku yang
diharapkan mendorong proses berpengetahuan selanjutnya.

Meski tidak selalu menjadi produk sebuah konferensi akademik, publikasi buku
kompilasi papers menjadi usaha penting, baik secara khusus untuk
mendokumentasikan pengetahuan yang dihasilkan dari dan disirkulasi dalam
kegiatan ini, maupun lebih jauh untuk menguatkan tradisi akademik dalam gerakan
feminisme di Indonesia. Penyelenggara KCIF dan editor memutuskan untuk
menerbitkan papers dalam bentuk buku, berharap publikasi ini akan berdampak lebih
luas melalui readership yang menjangkau publik lebih luas, melampaui “suasana”
konferensi yang terbatas, hanya pada lingkup “peserta konferensi” jika dipublikasi
dalam bentuk prosiding. Dengan sistematika berbentuk buku, kompilasi papers ini
juga menjadi cara membangun narasi tentang perkembangan tematik dan isu-isu
kunci kajian dan agenda feminisme Indonesia kontemporer. Tidak kalah penting,
publikasi buku yang dihasilkan dari proses berpengetahuan virtual atau online
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa proses berpengetahuan online (digital
learning) juga bisa diandalkan sebagai mekanisme berpengetahuan yang intensif,
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bukan sekadar tren temporer, dan bisa menjadi bagian dari usaha memproduksi
pengetahuan yang “serius.”

Setelah melalui review dan editing, artikel dari para kontributor disistematisasi
dalam delapan tema pokok, dari metodologi pengetahuan feminis, transformasi
gender dan keluarga, keragaman gender dan seksual, otoritas tubuh dan keadilan
reproduksi, feminisme dan krisis ekologis, perkembangan media dan problem
ketidakadilan gender dan kekerasan seksual, hingga tema-tema interseksionalitas,
termasuk isu yang terkait dengan buruh perempuan dan isu terkait dengan persons
with disability. Tema pokok ini menjadi gambaran perkembangan isu-isu kunci (key
issues) dalam perkembangan aktivisme dan keilmuan (scholarship) feminisme di
Indonesia. Beberapa tema merupakan the emerging issues dalam feminisme
Indonesia kontemporer. Tiap tema pokok berisi beberapa artikel dengan perspektif
dan pendekatan yang beragam dalam melihat isu-isu kunci tersebut. Dalam tema
metodologi pengetahuan feminis, misalnya, metodologi pengetahuan feminis
didiskusikan dari beberapa aspek, termasuk metodologi feminis untuk mengkaji
sejarah, kritik atas metodologi kolonial, Eurocentric, dan elitis, hingga praktik
berpengetahuan inklusif yang mengakui dan memberi ruang pada pengetahuan dan
berpengetahuan yang berperspektif indigenous, disabilitas, dan korban.

Transformasi relasi dan peran gender dan keluarga baru (new families) berisi
kajian-kajian relatif kaya dan variatif, dari transformasi gender akibat mobilitas dan
migrasi transnasional dan long-distance motherhood, patriarki dan norma keadilan
gender dalam konteks masyarakat lokal, hingga fenomena childfree. Topik pokok lain
merekam kritik terhadap feminisme Indonesia yang cis-gender; berbagai persoalan
dalam pemenuhan hak atas keadilan reproduksi (reproductive justice) termasuk akses
terhadap aborsi aman; pengalaman terkait keragaman gender dan seksual yang tidak
hanya berisi kepahitan pengalaman opresi, diskriminasi, dan kekerasan, tapi
pengalaman subjectivity dan negosiasi yang menyenangkan dan membebaskan;
keperluan untuk menguatkan keterlibatan feminisme dalam melawan krisis ekologis;
patriarkisme baru dalam berbagai bentuk komodifikasi; fenomena baru seiring
berkembangnya interaksi sosial berbasis internet, baik dalam bentuk yang positif
berupa digital feminist politics hingga yang meresahkan, semisal kekerasan berbasis
gender dan kekerasan seksual online; dan isu-isu khusus yang menuntut kebijakan
lebih berperspektif gender dari negara, semisal penanganan perempuan dalam
gerakan terorisme, ketidakadilan terhadap buruh perempuan akibat Undang-Undang
Omnibus Law, dan perlindungan terhadap pekerja dengan disabilitas. Beberapa artikel
membahas gerakan-gerakan perempuan dan feminisme komunitas dan akar rumput
yang menjadi contoh “kemenangan-kemenangan lokal” (Chandrakirana, 2023) yang
terus mendinamiskan dan menghidupkan gerakan feminisme Indonesia.

Artikel-artikel dalam buku ini menyediakan kebaruan (novelty), baik dari segi tema
maupun pendekatan (analytical framework) dalam mendiskusikan tema-tema
tersebut, yang terkait dengan perkembangan aktivisme dan keilmuan feminisme
Indonesia saat ini. Penerapan pendekatan-pendekatan analitis dan konseptual baru
atau lebih “up-to-date” menjadi perkembangan penting terkait kajian dan riset isu-isu
gender, seksualitas, dan feminisme yang semakin intensif dan inklusif dan akses
terhadap sumber-sumber pengetahuan yang lebih terbuka. Dengan demikian, bisa
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disebut, buku ini menjadi rekaman dan dokumentasi krusial bagi perkembangan
aktivisme dan keilmuan feminisme Indonesia.

Karena buku ini merupakan hasil dari proses konferensi, maka sumber utama
materi tulisan “sebatas” pada papers yang dipresentasikan dalam konferensi tersebut.
Artinya, tema-tema kunci dan pendekatan melihat tema tersebut melalui berbagai
tulisan dalam buku ini masih menyisakan aspek lain keragaman dan kekayaan isu-isu
feminisme Indonesia, yang tidak didiskusikan dalam KCIF 2023, yang diorganisir
berdasarkan kiriman abstrak secara terbuka. Sebagai contoh, meski dalam KCIF 2023
ada beberapa presenter yang menyampaikan presentasi dengan topik yang terkait
dengan feminisme Islam, namun panelis tersebut tidak mengirimkan papersnya untuk
publikasi buku ini. Walhasil, feminisme Islam tidak secara khusus menjadi bagian
tema kunci dalam buku ini, meskipun kita sungguh memahami dalam konteks
feminisme Indonesia kontemporer, feminisme Islam menunjukkan perkembangan
sangat dinamis, tidak hanya dari segi produksi pengetahuan, tapi dari segi ekspansi
aktivisme sosial yang membantu feminisme semakin masuk di ruang-ruang
keislaman.

Feminisme Islam merupakan subyek kajian yang selalu penting untuk melihat
relasi Islam dan feminisme dan perkembangan feminisme dalam masyarakat Muslim,
menjawab pertanyaan dan pergulatan yang tak pernah berakhir, seperti apakah
feminisme selaras (compatible) atau berseberangan (contradictory) dengan Islam,
bagaimana komunitas Muslim terlibat dalam kontestasi, negosiasi, dan adaptasi
dengan gagasan-gagasan feminisme yang terus berkembang dan bertansformasi,
dan, seperti ditunjukkan penelitian Rinaldo (2013), sejauhmana negosiasi dengan
feminisme menunjukkan serta menghasilkan identitas dan praktik keislaman yang
tidak seragam dalam masyarakat Muslim Indonesia. Jika pada periode 1990-an, kita
menyaksikan “gender masuk pesantren” hingga menguat pada gagasan dan aktivisme
tafsir berperspektif gender dan tafsir feminis yang menjadi salah satu kontribusi
terbesar feminisme Islam Indonesia, kini feminisme Islam dihadapkan pada
pergulatan atas isu-isu keragaman gender dan seksual yang menuntut feminisme
Islam Indonesia terus berproses untuk membangun dan menentukan sikap dan cara
pandang atas salah satu tema kunci yang berkembang kuat di era keterbukaan dan
kebebasan saat ini. Membahas transformasi feminisme Indonesia tidak mungkin
meninggalkan dan mengeksklusi dinamika dalam feminisme Islam. Kami berharap,
keterbatasan buku ini tidak menyurutkan usaha membangun narasi tentang
transformasi feminisme Indonesia yang sangat dinamis dan plural, justru mendorong
langkah-langkah lebih komprehensif agar semua elemen dan segmen dalam
perjalanan sejarah feminisme Indonesia bisa ditampilkan sekaligus mendapat
pengakuan secara inklusif.

Kesehatan mental, seperti disampaikan Kristi Poerwandari (2023), juga perlu
menjadi isu pokok feminisme kontemporer di Indonesia. Menelusuri kesalingterkaitan
antara patriarkisme, heteronormativisme, dan kesehatan mental perlu menjadi kajian
khusus sehingga feminisme Indonesia memiliki jawaban lebih komprehensif yang
berperspektif feminis dan berperspektif gender, baik di level teoretis maupun praktis,
terhadap isu-isu kesehatan mental. Kelompok gender dan seksual minoritas dan
termarginal memiliki risiko dan kerentanan yang besar dari gangguan kesehatan
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mental. Meski sudah mulai berkembang, gerakan feminisme Indonesia perlu
menguatkan perspektif bahwa kesehatan mental adalah isu feminisme.

Merekam transformasi feminisme Indonesia tidak bisa mengabaikan
pengalaman-pengalaman pergulatan di level keseharian yang menampilkan cerita
kehidupan orang-orang yang bukan saja dihilangkan, tapi sama sekali tidak terekam
dalam sejarah atau people without history, dalam konsep Eric Wolf (2010).
Pengalaman mereka adalah pengalaman signifikan tentang feminisme yang menubuh
(embodied feminism) --dan sangat mungkin lebih otentik-- dalam kehidupan sehari-
hari, yang terefleksi dalam berbagai relasi di berbagai ruang dan domain. Misalnya,
para korban kekerasan dalam rumah tangga yang tak berhenti mencari keadilan, baik
secara hukum maupun sosial, di tengah perjuangan untuk sekadar bertahan hidup dari
keserbakekurangan, para transpuan yang melakukan pekerjaan penuh risiko, para
LGBTIQ yang terus bertahan di tengah kriminalisasi dan ancaman persekusi, atau para
lelaki yang merelakan para istri menjadi pekerja migran dan bersedia terlibat dalam
pengasuhan, dan kisah hidup lain yang masih sangat banyak. Pengalaman mereka
sering kali terlewatkan karena kita hanya mengakui pengalaman yang direkam secara
tertulis (written record) --padahal pengalaman mereka merupakan sebuah bentuk
agency dan otonomi dalam meresistansi dan bernegosiasi dengan berbagai bentuk
sistem ketidakadilan-- salah satu inti (core) feminisme. Pengalaman-pengalaman itu
sesungguhnya yang turut menghadirkan feminisme. Dalam istilah Sylvia Tiwon (2023),
feminisme Indonesia yang plural dan inklusif perlu mengakui tubuh-tubuh dan
pengalaman ketubuhan dan seksualitas yang beragam. Merekam transformasi tubuh-
tubuh dari “orang-orang tanpa sejarah” perlu menjadi agenda khusus produksi
pengetahuan feminisme Indonesia. Merekam pengalaman yang beragam menjadi
fondasi membangun aliansi strategis yang melampaui “safe space” (Tiwon, 2023), di
mana, atas nama taktik gerakan, gerakan feminisme hanya memberi tempat pada
identitas cisgender dan relasi gender heteroseksual yang dualistik. Di luar itu,
merekam feminisme yang terus bertransformasi melalui buku ini menjadi cara
mengasah kesadaran dan awareness akan perubahan, seperti ditegaskan Kamala
Chandrakirana (2023).

Tim editor menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang
berkontribusi pada penerbitan buku ini. Terima kasih secara khusus diperuntukkan
bagi para kontributor yang berkenan mengirimkan tulisan hasil penelitian dan
kajiannya untuk menjadi bagian dari buku ini. Kami juga menyampaikan terima kasih
sebesar-besarnya kepada Pusat Kajian Literasi Kesehatan dan Gender, London School
of Public Relations (LSPR), terutama Dr. Lestari Nurhajati, dan LSPR Publishing -
khususnya mbak Xenia Angelica Wijayanto yang sangat helpful- untuk kesediaannya
bekerja sama dalam publikasi buku ini. Kolaborasi seperti ini perlu menjadi model
kerja-kerja feminisme di Indonesia. Akhirnya, semoga kehadiran buku ini menguatkan
usaha mendokumentasikan feminisme Indonesia sekaligus mendorong kajian dan
teoretisasi lebih intensif yang diharapkan berefek pada produksi dan pembaruan
pengetahuan feminisme Indonesia yang makin kaya dan berkesinambungan. Selamat
membacal!
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Metodologi Feminisme dalam
Penulisan Sejarah

Nadya Karima Melati

Mengguncang Epistemologi Penulisan Sejarah

Hal yang membedakan penulisan sejarah feminis yang menggunakan metode dan
pendekatan feminisme dengan penulisan sejarah perempuan adalah aplikasi teori-
teori feminisme yang telah ditulis para ahli pemikir feminis sebelumnya. Teori-teori
feminis yang beragam menawarkan pijakan epistemologi dalam menganalisis
fenomena sosial yang dilakukan oleh penulis sejarah. Teori-teori feminisme seperti
feminisme liberal, marxis, psikoanalisa, posmodern hingga ekofeminisme berguna
bagi sejarawan untuk memahami dan memaknai kategori-kategori sosial di
masyarakat. Sejarawan membutuhkan teori feminisme untuk melihat kategori dan
konstruksi sosial dengan lebih kritis. Sebuah contoh pembongkaran epistemologi
dengan pijakan feminis (feminist standpoint) dikemukakan seorang feminis Marxis,
Nancy C. M. Hartsock, dalam The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a
Specifically Feminist Historical Materialism (1980). Pijakan feminis menjadi dasar awal
pembentukan asumsi hubungan gender dalam pembagian tugas kerja yang
berdasarkan sifat dan identitas feminin dan maskulin. Dasar-dasar asumsi pembagian
tugas dalam kategori gender akan menjadi landasan untuk memahami konstruksi
sosial dalam masyarakat yang terdiri dari perempuan, laki-laki, dan gender lainnya.
Para sejarawan masa kini perlu mengasah sensitivitas gender dengan melihat
posisi diri dan identitasnya dalam pemilihan topik penelitian. Pengakuan atas
subjektivitas personal akan membuka potensi bias-bias yang selama ini dimiliki.
Subjektivitas pemilihan tokoh di sini harus diakui dan dirayakan sebagai proses
kognitif dalam pemilihan topik sehingga relasi antara penulis dengan subjek dapat
terlihat. Pengaruh pendidikan dalam bentuk bias-bias kolonial dan patriarki mungkin
juga masih kuat dalam menulis kajian sejarah. Sering kali, sejarawan yang tidak
mengadaptasi sensitivitas gender terjebak dalam penulisan sejarah perempuan
esensialis atau cenderung meromantisasi peran maskulin perempuan dalam
perjuangan kemerdekaan. Kerja-kerja perempuan yang dirayakan pada masa Revolusi
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Indonesia adalah perempuan-perempuan yang berjuang di garis depan, angkat senjata
dan sebagainya. Padahal, kerja-kerja perempuan dalam bidang domestik seperti
menjadi guru di tengah-tengah masa perang seperti yang dilakukan Sujatin
Kartowijono, menulis artikel dan mencetak selebaran seperti S.K Trimurti juga
terhitung sebagai usaha-usaha dalam mempertahankan kemerdekaan.

Ada pula bias yang dihasilkan oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bias
ini adalah pandangan binaritas yang terbangun sejak kongres penulisan sejarah
Desember 1957. Upaya pembentukan jati diri bangsa menghadirkan konsep
pahlawan-musuh seperti membalik dua sisi mata koin. Tokoh-tokoh seperti Christina
Martha Tiahahu atau Pangeran Diponogoro yang menolak Portugis dan Belanda
menjadi pahlawan Indonesia dan kolonial sebagai musuh.” Penolakan kolonialisme
harusnya tidak hitam-putih dan berusaha menolak konsepsi biner antara pahlawan-
musuh. Keutamaan dari penulisan anti-kolonialisme adalah untuk memperlihatkan
suatu gagasan utuh tentang negara bangsa yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh
bangsanya sendiri menggunakan analisis kelas, gender, dan ras tanpa terjebak dalam
hitam putih identitas. Hal yang harus dicamkan adalah kolonialisme tidak hadir
sebagai satu entitas bangsa Eropa melainkan sebuah sistem penindasan yang terjadi
seperti perbudakan, pekerja paksa. dan kuli kontrak. Eropa sebagai pihak kolonial
berperan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem kerja tersebut
dan mengambil keuntungan. Sistem kolonialisme tidak bisa berjalan tanpa adanya
dukungan dari elit priyayi yang mengekstraksi tenaga rakyatnya sendiri. Oleh karena
itu, penulisan sejarah feminis harus menolak binaritas antara pahlawan-musuh dan
memperluas konsepsi tentang aktor dan agensi dalam sebuah peristiwa sejarah di
dalam sebuah sistem sosial masyarakat tertentu, alih-alih terjebak pada konsepsi
biner. Pengakuan atas pijakan identitas dan pengakuan bias-bias ini yang harus
dihindari, dan melihat identitas perempuan sebagai kategori dengan relasinya dengan
aspek-aspek sosial lain seperti kelas dan periodisasi zaman.

Metodologi Sejarah Feminis

Apakah dengan mengetahui bahwa perempuan terlibat dalam Revolusi Prancis, maka
pengetahuan masyarakat tentang Revolusi Prancis akan berubah? Demikian
pertanyaan Natalie Davies (1975) dalam artikelnya tentang transisi sejarah
perempuan dalam sejarah Eropa. Pernyataan tersebut menjadi pelatuk bagi sejarawan
feminis yang terbiasa dengan esensialis-deskriptif yang nyaman dengan
mendeskripsikan kehadiran suatu fenomena sejarah tanpa menginterpretasikan dan
menjelaskan sebab-akibat identitas gender dalam sebuah peristiwa di masa lalu
(Scott, 2011). Dalam Gender as a Useful Category of Historical Analysis, Scott (2011)
mewanti-wanti para sejarawan untuk menggunakan teori-teori feminisme, gender, dan
seksualitas sebagai alat bantu ilmu sosial dalam menulis sejarah. Dengan melihat
gender sebagai kategori dalam periodisasi sejarah umat manusia, sebenarnya sudah

1 Konsepsi tentang negara-bangsa Indonesia baru mulai berkembang pada zaman pergerakan pasca-politik
etis abad ke-20, sementara perlawanan Christina Martha Tiahahu dan Diponogoro terjadi pada abad ke-
18. Besar kemungkinan, Christina Martha Tiahahu dan Diponogoro tidak mengenal konsep negara-bangsa
modern dan tidak melakukan perlawanan atas nama bangsa Indonesia.
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banyak karya tulis feminis Indonesia yang berkualitas dan mumpuni untuk menjadi
sumber rujukan karya penulisan feminisme dan karya-karya tersebut tidak selalu
berasal dari disiplin ilmu sejarah.

Penulis menggunakan gender sebagai kategori yang telah dibuat oleh Joan W.
Scott dan membuat relevansi bagaimana menggunakan gender sebagai kategori
dalam contoh karya-karya akademik peneliti feminisme di Indonesia. Scott mengambil
contoh tiga macam metode penulisan sejarah dengan menjadikan gender sebagai alat
analisis dalam tiga tipe penulisan sejarah gender. Pertama, penulisan sejarah gender
yang berasal dari murni tradisi feminis yang bertujuan untuk menganalisis asal muasal
patriarki. Kedua, penulisan sejarah dengan tradisi Marxis yang mencari akomodasi di
dalam feminis kritik. Ketiga perpaduan penulisan sejarah feminis yang berasal dari
tradisi post-strukturalisme Prancis dan objek-relasi teoris ala Anglo-American.
Karakteristik penulisan sejarah gender sebagaimana dikemukakan oleh Scott, apabila
dilihat secara saksama, akan muncul dalam karya-karya penulis feminis di Indonesia.

Contoh pertama adalah penulisan sejarah gender yang berasal dari murni tradisi
feminis yang bertujuan untuk membongkar dan menganalisis asal-usul dari patriarki
telah dilakukan oleh Gadis Arivia dalam bukunya Filsafat Berprespektif Feminis (2003).
Buku ini menjelaskan sejarah dominasi pengetahuan filsafat Indonesia yang
dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Barat yang tidak lepas dari tradisi seksis dan
misoginis para filsuf yang dirujuk. Di sini, Gadis Arivia menjabarkan praktik-praktik
misoginis dari para filsuf dan dampaknya apabila pemikiran misoginis filsuf tidak
dikritisi akan berdampak pada mahasiswa secara tidak langsung. Karena dengan
tidak sengaja, pemikiran misoginis akan ditransfer kepada siapapun yang belajar
filsafat Eropa. Analisis terhadap asal-usul patriarki dan pemikiran misoginis akan
menjelaskan masa kini dan masa depan, mengapa perempuan tertindas dan gender
sebagai kategori yang memberikan identitas tertentu pada jenis kelamin manusia
beserta sifat-sifat yang menyertainya.

Sementara itu, penerapan gender sebagai kategori yang berasal dari tradisi
Marxis akan berusaha melihat kerja-kerja perempuan seperti kerja pengasuhan dan
hubungan produksi dan reproduksi di dalam rumah sebagai pusat analisis dalam
penelitiannya (Saptari, 2011).2 Contoh karya sejarah ini adalah tulisan Ratna Saptari,
Menulis tentang sebuah Pemogokan Buruh di Tangerang: Kaitan antara Dimensi Publik
dengan Privat dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (2011). Dalam tulisan
tersebut, Ratna Saptari memperlihatkan dimensi opresi penulisan sejarah pemogokan
buruh dan penulisan soal sejarah buruh yang tidak mengintegrasikan pengalaman
ruang privat sebagai bagian dari proses produksi kerja dan produksi penulisan sejarah.
Karya lain yang terkini adalah artikel Fatimah Fildzah Izzati berjudul Di Balik Toko
Online Ada Kerja Perempuan yang Terabaikan (2019) yang menjelaskan kerentanan
perempuan yang diikat dalam kerja domestik dan membuka toko online selalu dilihat

2 Kritik terhadap data mentah yang bias gender juga disajikan Ruth Indiah Rahayu (2017) dalam artikelnya
tentang Pudjiwati Sajogyo berjudul “Membongkar Asumsi Kerja Perempuan” yang memperlihatkan
bagaimana bias penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap kerja domestik perempuan yang
dianggap sebagai ibu rumah tangga dan memiliki sektor pekerjaan informal sebagai kategori pekerjaan
tambahan. Selengkapnya  https://indoprogress.com/2017/12/pudjiwati-sajogyo-membongkar-asumsi-kerja-
perempuan-versi-bps/
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sebagai ‘pelengkap’ kerja utama suami memberikan lapisan opresi terhadap
perempuan. Analisis pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang dibingkai
dalam spasial dan temporal tertentu menjadikan dua karya Ratna Saptari dan Fatimah
Fildzah Izzati sebagai karya sejarah feminisme.

Penerapan penulisan sejarah feminisme kategori ketiga dihadirkan dalam seri
Ekofeminisme yang ditawarkan oleh Dewi Candraningrum dalam salah satu karyanya
Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narratives of Myth (2014).
Lepas jauh dari tradisi deskripsi tanpa analisis operesi, Dewi Candraningrum yang
berasal dari tradisi feminis posmodern dan postrukturalis memberikan legitimasi dan
merayakan subjektivitas perempuan dan masyarakat adat dalam melawan perusakan
alam. Metodologi terakhir ini membutuhkan tradisi yang komprehensif dari satu
wilayah teorisasi feminisme yang ketat. Pendekatan postrukturalis sebagai gerbang
awal dengan melihat kategori di masyarakat sebagai teks atau representasi bertolak
belakang dari tradisi sejarawan yang dibangun dalam materialisme historis. Namun
demikian, bukan tidak mungkin untuk mengadaptasi pendekatan ini dalam penulisan
sejarah feminis.

Metode Sejarah Feminisme: Kelindan

Setelah mengevaluasi epistemologi dan metode untuk menulis sejarah feminis,
penulis menawarkan satu pendekatan penulisan sejarah yang dalam pandangan
penulis berpotensi besar untuk menghasilkan penulisan sejarah feminis yang kritis.
Metode tersebut adalah metode kelindan yang memosisikan relasi antara
aktor/subjek dengan sejarah global. Metode kelindan dalam penulisan sejarah
feminisme ini ditawarkan oleh Michael Werner dan Benedicte Zimmermann yang
menawarkan melihat hubungan sosial dan sejarah melalui keterlibatan antara objek
historikal non benda dan manusia. Keterlibatan atau kelindanan yang terjadi
memengaruhi masing-masing aktor dalam bertindak dan merespons situasi.

“Entanglement occurs not only between historical objects but can be itself a
category of reflection. The object in question and the perspective on it constitute
each other mutually in a permanent process of interaction. Developments on
one side could be the result of developments on the other” (Werner &
Zimmermann, 2022).

Kelindanan hadir sebagai metode yang melampaui sejarah komparatif dan
sejarah transnasional. Kelindanan memperlihatkan keterlibatan antar aktor dan hal-
hal yang mendasari kebijakan ataupun keputusan seorang aktor berdasarkan hal-hal
yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan prinsip ethics of care sebagai metode
pengambilan keputusan perempuan.® Kelindan juga berfungsi sebagai metode yang
digunakan dalam sejarah global menjadi pintu gerbang untuk memahami dan

8 Ethics of Care diperkenalkan oleh Carol Gilligan dalam In Diffient Voice (1982) tentang bagaimana
perempuan mengambil keputusan dan apa konsepsi yang dianggap adil oleh perempuan berdasarkan
relasi-relasinya dengan orang sekitar. Karya Gilligan menjadi tonggak baru dalam studi feminisme di
seluruh dunia dan salah satu karya puncak feminisme.

PLURALITAS, INKLUSIVITAS, DAN INTERSEKSIONALITAS

JTVS Y04 LON//XM008-3



3TVS 404 LON//X008-3

menyuarakan sejarah minoritas dalam konteks mikro seperti sejarah tentang apa yang
dianggap standar normal di masyarakat. Metode kelindan memaksa penulis untuk
menggugat standar normal yang berguna untuk kajian-kajian seksualitas dan
penulisan sejarah gender minoritas. Faktor-faktor seperti transfer pengetahuan,
budaya dan ideologi memengaruhi sebuah objek (hukum tertulis) atau subjek sejarah
(aktor) diperhitungkan dalam hubungannya dengan sejarah politik nasional,
kolonialisme dan hukum. Hubungan kelindanan antara struktur di masyarakat pada
periode tertentu dan refleksi posisi subjektivitas penulis menjadi kunci untuk melihat
bagaimana gender dan identitas perempuan diformulasi dan dimaknai dalam sejarah.

Pemilihan metode sejarah kelindan atau, dalam bahasa Jerman, Verflechtung,
meletakkan periodisasi gerakan feminisme sebagai relasi hubungan yang kompleks
dengan politik nasional dan global dari kacamata pencapaian hukum dan kelahiran
institusi.* Identitas perempuan Indonesia apabila dilihat dalam periodisasi politik
secara terus-menerus akan memperlihatkan bagaimana perubahan dari konsepsi
esensialisme menuju konstruktivisme. Apabila kita melihat konsepsi dan definisi
perempuan sebagaimana yang dianut organisasi Perwari dan Kowani di tahun 1950-
an dalam upaya membentuk “Ibu Bangsa,” ide esensialisme akan apa itu perempuan
dan hak-haknya akan semakin berkembang hingga masa kini perjuangan perempuan
menuju ide yang lebih konstruktivis tentang isu kekerasan seksual dan diskriminasi
seksual.

Contoh Karya Sejarah Gerakan Perempuan dalam Kelindan
Politik

Perjalanan gerakan perempuan di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum
Indonesia merdeka. Sejarah gerakan perempuan masuk dalam kategori sejarah
modern yang berhubungan dengan pendirian negara-bangsa. Beberapa karya-karya
klasik penulis jadikan rujukan untuk melakukan pembabakan atas gerakan perempuan
di Indonesia sesuai dalam periode politik Indonesia. Pertama adalah periode paruh
awal ke-20 dalam buku Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2010)
oleh Cora de Veerde. la merekam upaya gerakan perempuan dalam periode
kemerdekaan untuk masuk ke dalam Dewan Kota dan memperjuangkan pendidikan
modern. Kedua, periode masa Revolusi yang bisa dirujuk buku Susan Blackburn
berjudul Women and the State in Modern Indonesia (2004). Buku ini menjelaskan
gerakan perempuan periode masa Revolusi dan Orde Lama yang sering kali tertimpa
peristiwa sejarah heroik tentang perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Pada masa
Revolusi dan Orde Lama, gerakan perempuan menuntut untuk diakui sebagai warga
negara sepenuhnya dengan hak untuk memilih dan anti-poligami.

Perjuangan babak politik ketiga di masa Orde Baru dikaji oleh penulis Indonesia
seperti Julia Suryakusuma dalam Ibuisme Negara (2010) yang mengkritik beban

4 Negara Indonesia mengklaim sebagai negara hukum, oleh karena itu pencapaian gerakan perempuan
bisa diukur melalui keberhasilan kebijakan feminisme dalam perundang-undangan atau kebijakan publik.
Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia
adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
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ganda perempuan pekerja. Perjuangan untuk lepas dari politik otoritarian Soeharto
oleh rakyat di akar rumput dan Lembaga Swadaya Masayarakat ditulis oleh Yanti
Muchtar dalam Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru (2016).
Periode gerakan perempuan keempat adalah periode pasca reformasi 2000-an yang
diwarnai oleh konflik di daerah. Sementara ini, pengetahuan penulis tentang periode
ini disuplai oleh Jurnal Perempuan khususnya pada edisi 110 “Perempuan dan Inisiatif
Keadilan” (2021) yang merekam gerakan-gerakan perempuan di daerah konflik dari
Aceh sampai Papua untuk mengetahui gerakan perempuan pada masa reformasi
yang berpusat pada penyelesaian konflik pascareformasi. Periode gerakan
perempuan kelima adalah gerakan perempuan kontemporer yang berpusat pada isu
seksualitas dan pengakuan terhadap transpuan sebagai bagian dari identitas
perempuan. Saat ini, Jurnal Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sedang
bersama-sama membentuk dan merekam sejarahnya.

Dengan melakukan periodisasi berdasarkan karya klasik penulisan sejarah
gerakan perempuan secara saksama, kita akan menemukan pergeseran akan
konstruksi perempuan dalam jangka waktu yang panjang dari gerakan untuk
mengakui perjuangan politik perempuan dalam hari ibu, penolakan perempuan dalam
kekerasan dengan terbentuknya Komnas Perempuan pada 1998. Kelindan gerakan
perempuan terhadap politik global harus diperhitungkan dalam memengaruhi
konsepsi dan arah gerakan perempuan tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan
Saskia Wieringa dalam Sexual Politics in Indonesia (2010) yang memosisikan
perubahan politik anti-komunisme sebagai faktor yang telah memberangus Gerwani,
organisasi perempuan yang amat berjasa pada periode revolusi.

Gerakan Perempuan Tahun 1950: Esensialisme menuju
Konstruktivisme Identitas Perempuan

Penulis memberikan contoh bagaimana aplikasi penulisan sejarah menggunakan
metode feminisme dengan melihat gender sebagai kategori dan hubungannya dalam
politik lokal dan internasional di Indonesia pada periode revolusi. Tahun 1950-an
adalah masa emas gerakan perempuan di Indonesia. Pada masa revolusi, tarik ulur
undang-undang pro-feminis diwarnai gonjang-ganjing negara baru yang belum stabil
secara ekonomi dan politik. Agresi sekutu dan ekonomi yang morat-marit terpaksa
membuat gerakan perempuan fokus untuk menyelesaikan masalah kedaulatan dan
“diminta” untuk menanti tuntutan hak perempuan. Beberapa organisasi perempuan
menurut dan membentuk barisan perempuan yang dibutuhkan dalam bala tentara
maupun diplomasi mendukung kemerdekaan.® Seketika, pascapengakuan Republik
Indonesia oleh Belanda 1949, Soekarno gencar melakukan pencaplokan wilayah dan
menggunakan gerakan perempuan® sebagai pendukung kebijakannya.

5 Beberapa organisasi perempuan dengan ciri militeristik demi mendukung kemerdekaan RI dibentuk
tidak hanya di Jawa, tapi juga Sumatera dengan nama Laskar Muslimat di Bukit Tinggi dan Sabil
Muslimat di Sumatera Tengah. Selengkapnya, lihat Triana Wulandari, 2017, Perempuan dalam Gerakan
Kebangsaan, Tim Redaksi Penerbit.

6 Soekarno dekat dengan gerakan perempuan Gerwani yang sering kali dianggap sayap dari Partai
Komunis Indonesia (PKI). Gerwani yang telah memiliki ide perempuan konstruktivis dan bergerak secara
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Dua tipe organisasi perempuan adalah organisasi perempuan independen
seperti Perwari dan kemudian menjadi Kowani, menganut pandangan ibuisme
esensialis dalam perjuangannya. Di sisi lain ada organisasi perempuan yang menjadi
sayap organisasi lain speerti Aisyiah (Muhammadiyah), Muslimat (NU), Muslimat
(Masyumi), Perempuan Bhayangkari, Wanita Katolik dan lainnya. Tingkatan ideologi
feminisme dan pandangan sebagai perempuan yang menjadi dasar kebijakan dan isu
yang diperjuangkan gerakan organisasi perempuan dipengaruhi pada tingkat
ketergantungan organisasi-organisasi ini terhadap organisasi induk/partner.
Misalnya, bagaimana pada Kongres Pertama, Perempuan Aisyiah sebagai sayap
perempuan Muhammadiyah belum bisa menolak poligami atau bagaimana
Perempuan Bhayangkari ikut berdemonstrasi pada HUT Perwari menolak kebijakan
tanggungan pejabat negeri sipil untuk istri kedua hingga keempat.”

Pernikahan Soekarno dengan Hartini membuat jarak Soekarno terhadap Perwari
yang independen semakin panas. Perwari yang tidak terikat dengan organisasi
maskulin manapun menuntut Undang-Undang Perkawinan disahkan alih-alih
meloloskan peraturan pemerintah tentang pensiun yang diluncurkan tanpa diskusi
dan perspektif feminis dari organisasi-organisasi perempuan. Pendirian yang tegas
dan konsisten membuat organisasi ini harus kehilangan banyak anggotanya karena
dalam pandangan para suami, organisasi Perwari dianggap semakin radikal.®
Puncaknya adalah demonstrasi tanggal 17 Desember 1953 yang dilakukan untuk
memperingati hari kelahiran Perwari. Para perempuan dari berbagai organisasi turun
ke jalan dan berdemonstrasi menuntut kebijakan publik yang berperspektif feminis.®
Soekarno yang berlatar belakang politik Jawa berusaha melakukan rekonsiliasi
ketegangan hubungannya dengan organisasi perempuan dan mengeluarkan Dekrit
Presiden Nomor 316 tahun 1959 tentang penetapan hari ibu sebagai hari gerakan
perempuan. Gerakan perempuan seperti Perwari tidak pernah berdamai dan dengan
beragam organisasi, sayap dan naungan, menuntut kebijakan publik yang
sesungguhnya bukan sekadar kompensasi untuk menjinakkan organisasi
perempuan.’®

politis mengalami dilema ketika harus beraliansi dengan Soekarno yang masih punya pandangan mendua
tentang feminisme dan gerakan perempuan. Selengkapnya tentang 'mansplaining’ pandangan Soekarno
terhadap perempuan tentang gerakan perempuan Indonesia, lihat Soekarno (2013). Sarinah: Kewadjiban
Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia. Bandung: Syabas Book.

" Pada 1952, Pemerintah RI melalui Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 19 yang
mengatur pembagian uang pensiun kepada pegawai negeri yang memiliki lebih dari satu istri. Hal ini
mengakibatkan kemarahan organisasi perempuan yang selama ini gencar melancarkan tuntutan UU
Perkawinan yang adil.

8 Sujatin Kartowijono, 1983: 104.

° Demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan sangat rasional mengingat dalam pendirian negara
Indonesia dan banyak negara-bangsa di dunia luput dalam kebijakan publik yang menyediakan
pengalaman perempuan dalam pembuatannya. Ketika perempuan menuntut kebijakan publik yang adil,
gerakan feminis dituduh sebagai radikal.

10 Organisasi perempuan lintas negara aktif dalam berbagai konferensi internasional demi mencapai tujuan
kebijakan publik dan Undang-Undang Perkawinan berperspektif feminis. Pada 27 Maret sampai 7 April
1961, Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan-utusan ke Asian Regional Conference dan Seminar
Associated Country Women of the World. Lihat selengkapnya, Triana Wulandari (2017, Op Cit.: 207).
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Kesimpulan

Karya-karya penulis sejarah perempuan di Indonesia sangat kaya dan beragam. limu
sejarah sebagai displin ilmu yang sangat bergantung pada sumber tekstual
membutuhkan pandangan yang lebih kritis untuk menulis sejarah pada hari ini. Kritik
terhadap sumber sejarah seperti arsip saja tidak cukup, sejarawan butuh mempelajari
teori-teori feminisme mutakhir dan menambah pengetahuan dari karya-karya feminis
yang tidak selalu berasal dari disiplin ilmu sejarah. Feminisme sebagai ilmu
pengetahuan telah menawarkan analisis penulisan sejarah yang komprehensif mulai
dari pembongkaran epistemologi, tawaran metode penulisan hingga struktur
penulisan. Dalam menulis sejarah feminis, membongkar epistemologi menjadi
tahapan yang utama disusul dengan adaptasi metodologi feminisme. Setelah itu,
beragam metode penulisan sejarah bisa diaplikasikan misalnya metode kelindanan.
Dengan metode kelindanan, dapat terlihat bagaimana keperempuanan sebagai
konstruksi sosial berubah berangsur-angsur dalam periode politik negara Indonesia.
Metode ini bisa melihat secara periodisasi terbatas ataupun dalam jangka waktu yang
panjang. Untuk itu, penulisan sejarah feminisme tidak lagi berkutat pada penulisan
sejarah perempuan yang deskriptif, melainkan penulisan sejarah transformatif yang
bertujuan untuk keadilan dan kesetaraan.
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Pengetahuan Adat Perempuan
Dayak Benawan dalam Produksi
Pengetahuan Feminis

Nikodemus Niko

Pendahuluan

Penelitian ini mengeksplorasi peran dan kontribusi pengetahuan adat yang dimiliki
oleh perempuan Dayak Benawan dalam konteks produksi pengetahuan feminis.
Perempuan Dayak Benawan merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami
wilayah pedalaman Kalimantan, Indonesia. Mereka memiliki sistem pengetahuan adat
yang kaya dan kompleks, yang terbentuk melalui pengalaman turun-temurun dan
interaksi dengan alam serta masyarakat sekitar (McGregor, 2005; Gabriel, 2017).

Sebagian besar dari komunitas etnis Dayak di Kabupaten Sanggau masih
mempraktikkan metode berladang sesuai tradisi mereka. Meskipun demikian, di
beberapa daerah, penduduk perdesaan yang sebelumnya berkecimpung dalam
pertanian padi, beralih ke budidaya kelapa sawit. Sejalan dengan perkembangan
waktu, hutan yang memiliki nilai penting bagi Suku Dayak Benawan sekarang terjepit
oleh perluasan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh individu-individu pemilik
modal. Di masa mendatang, situasi ini akan mengakibatkan potensi kehilangan aspek
budaya yang mengakar (Sunker & Santoso, 2019).

Masyarakat Dayak Benawan masih mengaplikasikan pengetahuan lokal dalam
berladang (Niko, 2018). Pengetahuan lokal ini juga meliputi aspek-aspek kehidupan
sehari-hari, spiritualitas, pengobatan tradisional, pertanian berkelanjutan, dan banyak
lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana pengetahuan
adat perempuan Dayak Benawan dapat berkontribusi terhadap pembentukan dan
pengembangan pengetahuan feminis yang relevan dan inklusif.

Penelitian feminis telah menyoroti pentingnya perspektif perempuan dalam
mengartikulasikan isu-isu gender dan sosial. Namun, banyak penelitian masih
berfokus pada pengalaman perempuan dalam konteks Barat, yang tidak selalu relevan
atau memadai dalam konteks masyarakat adat, seperti masyarakat Dayak Benawan.
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Penelitian ini menjadi relevan karena akan mengungkapkan bagaimana pengetahuan
adat perempuan Dayak Benawan memiliki potensi untuk mengenalkan dimensi baru
dalam diskursus pengetahuan feminis yang lebih inklusif.

Perempuan dalam masyarakat Dayak Benawan memiliki peran sentral dalam
menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi. Mereka memiliki pengetahuan mendalam
tentang tata cara upacara adat, pengobatan tradisional, dan praktik-praktik spiritual
yang menghubungkan mereka dengan alam dan leluhur. Namun, peran dan kontribusi
mereka sering kali terabaikan dalam literatur dan penelitian.

Dalam lingkup hak asasi manusia, penting bagi pengetahuan tradisional yang
dimiliki oleh perempuan untuk diakui dan diberikan penghargaan yang pantas,
mengingat pengetahuan ini mencerminkan nilai-nilai dan praktik-praktik yang
mengakui peran sentral perempuan dalam struktur masyarakat dan pelestarian
lingkungan yang berkelanjutan (Espinosa, 1997; Niko, 2022). Dalam kerangka ini,
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu ditegaskan dalam hal pemenuhan
hak-hak, termasuk hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagai upaya untuk
mencapai keadilan gender yang komprehensif (Friedman, Metelerkamp & Posel,
2011). Penelitian ini memberikan ruang bagi perempuan Dayak Benawan untuk
berbicara tentang pengetahuan mereka dan memahami bagaimana pengetahuan
tersebut dapat membuka wawasan baru dalam kajian feminis.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, seperti wawancara
mendalam dan observasi (Creswell, 2014). Penelitian ini menggali pandangan
perempuan Dayak Benawan tentang gender, kehidupan sehari-hari, peran perempuan
dalam masyarakat, serta bagaimana pengetahuan adat mereka dapat memberi
sumbangan pada konstruksi pengetahuan feminis yang lebih 14olistic dan beragam.
Lokasi penelitian ini yaitu di Kampung Pejalu, Desa Cowet Kecamatan Batang Tarang,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Pembahasan dan Diskusi
Orang Dayak dan Konteks Bahasan

Indonesia sudah mengakui secara konstitusional keberadaan masyarakat adat
melalui Undang-Undang Dasar 1945, 18B ayat 2, yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam Undang-Undang.”

Berdasarkan isi konstitusi negara, dapat diperdebatkan bahwa dalam konteks
masyarakat sipil, setiap komunitas adat di Indonesia memiliki hak untuk hidup
T4erritorial dan melaksanakan kedaulatan atas tanah yang mereka 14errit secara
otonom. Ini mencakup hak-hak perempuan adat untuk mengakses dan
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mengendalikan sumber daya tanah. Kesesuaian ini dengan Konstitusi sejalan dengan
pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan “keadilan 15errit bagi seluruh
rakyat Indonesia.” Penegasan ini sejajar dengan penyediaan akses inklusif bagi semua
perempuan adat untuk berpartisipasi dalam semua aspek pemerintahan negara.

Coomans (1987) mengamati bahwa orang Dayak sendiri dinamai berdasarkan
suku atau sub-suku masing-masing, seperti Kenyah, Kayan, Bahau, Tunjung, dan lain-
lain. Selain itu, nama-nama mereka seringkali ditentukan berdasarkan nama-nama
desa, misalnya Tering, Long Hubung, Melapeh, Benawan, Mali, dan sebagainya. Nama-
nama ini sering kali sejajar dengan nama-nama sungai, mencerminkan lokasi
permukiman mereka saat ini atau masa lalu. Nama-nama ini sering kali membawa
narasi sejarah tentang migrasi masa lalu mereka. Sebagai contoh, sub-suku orang
Bahau yang dikenal sebagai Tering (anak sungai Bahau) yang tinggal di desa Tering
dikategorikan dalam kelompok etnis Kayan.

Penamaan “Benawan” juga berasal dari habitat mereka yang dikenal sebagai
hutan Benawan. Lebih lanjut, Coomans menjelaskan bahwa orang Dayak selalu
mengaitkan nama suku mereka dengan nama sungai yang mengalir melalui tempat
tinggal mereka. Lontaan (1975) mengindikasikan bahwa praktik ini bertanggung
jawab atas banyaknya sub-suku dalam komunitas orang Dayak.

Unsur-unsur budaya yang dibagi di antara sub-suku orang Dayak di Kalimantan
berasal dari jaringan kekerabatan yang terbentuk melalui garis keturunan ayah dan ibu,
yang akhirnya berkembang menjadi asosiasi hukum adat komunal yang ditandai
dengan ikatan genealogis dan 15erritorial. Dalam beberapa kasus, asosiasi ini telah
berkembang menjadi dimensi 15erritorial karena keterikatan kuat mereka dengan
wilayah-wilayah tertentu, yang disebut “benua” (Kalimantan Barat), “lewu” (Katingan,
Kalimantan Tengah), “leppo” (Kenyah, Kalimantan Tengah), dan “Benuaq” (Kalimantan
Timur) (lihat Lontaan, 1975; King, 1978; Sellato, 2002).

Penyebaran orang Dayak di pedalaman Kalimantan sulit dihitung jumlah sub-
sukunya (lihat White et al., 2011). Dayak Benawan merupakan sub-suku dari garis
keturunan Dayak Kalimantan yang lebih luas. Menurut catatan Dewan Adat Dayak
Kecamatan Batang, Kabupaten Sanggau, sub-suku Dayak yang tinggal di Kecamatan
Batang Tarang termasuk dalam garis keturunan Dayak Klemantan. Ini termasuk sub-
suku Dayak Benawan, yang permukimannya terletak di wilayah Desa Cowet. Wilayah
15erritorial komunitas Dayak di Kecamatan Batang Tarang dikenal sebagai Benua
Tarangk, yang mencakup sub-suku seperti Dayak Tarangk, Dayak Tae, Dayak Mali,
Dayak Benawan, dan lain-lain.

Produksi Feminis: Pengetahuan Adat Perempuan Benawan

Falsafah hidup masyarakat Benawan diutarakan sebagai berikut, “Betabe’k ka’ Jubata,
betabe’k ka’ mensia, betabe’k ka’ buah nalang’k,” yang mengartikan penghormatan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap sesama manusia, dan
penghormatan terhadap alam semesta. Ungkapan ini mencerminkan rasa syukur
kepada Tuhan dan alam semesta. “Betabe’k ka’ Jubata” mengandung makna
menghormati Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta bumi dan isinya. Penghormatan
ini terutama ditujukan kepada Tuhan, yang menandakan kedaulatan Tuhan atas
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manusia dan alam semesta. “Betabe’k ka’ mensia” mewakili saling menghormati dan
menghargai sesama manusia tanpa memandang kulit, etnis, agama, atau aspek
lainnya. “Betabe’k ka’ buah nalang’k” berarti sebagai makhluk ciptaan Tuhan, patutlah
kita menghormati alam ciptaan-Nya juga. Ini menunjukkan bahwa suku Dayak
Benawan memiliki penghargaan terhadap alam dan berupaya menjaganya sebaik
mungkin. Menariknya, alam dianggap sebagai bagian integral dalam kehidupan
mereka, memiliki makna sakral dalam kelangsungan hidup generasi saat ini dan
mendatang.

Kehadiran perempuan Benawan menjadi kekuatan yang berperan dalam
menjaga warisan hutan asli nenek moyang mereka. Gaya hidup mereka yang masih
sederhana dan tradisional dalam memanfaatkan hutan sering mengakibatkan
ketidakmampuan dalam berbagai aspek, termasuk kualitas hidup yang rendah dan
akses terbatas pada layanan publik dasar (Niko, 2020). Kehidupan sehari-hari mereka
di hutan menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan tradisi.

Perempuan adat Dayak Benawan merupakan bagian tak terpisahkan dari
masyarakat adat di Kalimantan Barat, di mana sebagian besar di antara mereka
tergolong dalam kategori kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan di perdesaan
disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kepemilikan lahan
yang tidak merata dalam sektor pertanian (Sender, 2002).

Selain lahan yang digunakan, terdapat juga tanah hutan yang dijaga, dilindungi,
dan dirawat oleh masyarakat adat. Hutan asli, atau disebut “pengarangk tongk” dalam
bahasa Benawan, adalah jenis hutan yang dianggap suci dan tidak boleh diolah oleh
manusia. Melanggar larangan ini akan berakibat pada sanksi hukum adat. Hutan asli
ini di Benawan belum dimasukkan dalam kawasan yang mendapatkan perlindungan,
karena belum ada pemetaan geografis dari pemerintah daerah dan pengakuan
terhadap hutan adat Benawan sebagai hutan lindung. Di masa lalu, hutan produksi di
Benawan sangat luas, namun kemudian penebangan untuk membuka ladang
mengakibatkan berkurangnya luas hutan.

Tradisi seperti “motong’k” (menyadap pohon karet) dan “muat umek”
(berladang berpindah) menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak
Benawan dalam menjaga kelangsungan hutan. “Muat ume’k” adalah konsep bercocok
tanam berpindah-pindah dari satu lahan hutan ke lahan hutan lainnya di wilayah hutan
produksi Benawan dan lahan yang dulunya pernah digunakan sebagai ladang puluhan
tahun yang lalu.

Hutan dianggap memiliki nilai suci yang vital bagi kelangsungan hidup orang
Dayak Benawan dan generasi mendatang. Merusak alam dianggap setara dengan
merusak perempuan, karena mata pencaharian perempuan berasal dari hutan.
Pengetahuan perempuan Dayak Benawan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman
mereka terhadap fenomena alam. Johnson (1992) menjelaskan bahwa pengetahuan
adat ini diwariskan dari satu generasi ke generasi lain dalam kelompok adat yang
hidup harmonis dengan alam. Oleh karena itu, pengetahuan adat ini harus menjadi
pijakan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan persyaratan
inklusivitas, keterikatan dengan akar budaya, dan integrasi dalam program intervensi
sejak awal (Briggs, 2013).
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Pengetahuan yang bersumber dari alam ini khususnya berkaitan dengan cara
bercocok tanam di ladang. Sebagai contoh, mereka mengidentifikasi hari yang tepat
untuk menanam padi berdasarkan fase bulan, di mana setengah bulan
mengisyaratkan waktu yang baik untuk penanaman. Pengetahuan adat ini merupakan
warisan unik yang dimiliki oleh komunitas tertentu dalam menjaga kelangsungan
hidup dan mata pencaharian di wilayah spesifik (Werren, 1991).

Selanjutnya, bila di langit menjelang sore terlihat garis merah layaknya tembok
dan awan menyerupai sisik ikan, hal ini menunjukkan pertanda bahwa musim kemarau
akan segera datang. Demikian pula, gejala datangnya musim hujan dapat diperhatikan
ketika akar-akar kayu yang tumbuh di tepi sungai bertunas dan banyak pohon di kebun
karet yang mulai berbunga. Fenomena alam ini memiliki relevansi penting sebagai
pengingat bagi masyarakat Dayak Benawan dalam konteks berladang.

Orang Benawan melakukan kegiatan berladang hanya untuk memenuhi
kebutuhan makan keluarga mereka (subsisten). Setelah selesai berladang, lahan
hutan yang telah dibuka dibiarkan terbengkalai selama 10-15 tahun. Setelah periode
tersebut berakhir, mereka mencari dan membuka lahan baru untuk berladang pada
tahun berikutnya. Dalam praktik berladang ini, peran perempuan menjadi elemen
penting dan dominan dalam membuka lahan, menebang pohon-pohon, membakar
area, hingga proses panen padi. Biasanya, suami ikut membantu dalam proses
penebangan dan pembakaran lahan.

Sebelum membersihkan lahan untuk membuka ladang, berbagai ritual
dilakukan, termasuk ritual berumpan't yang bermakna memberi persembahan kepada
hutan; ritual sebelum membakar lahan; dan ritual sebelum menanam padi. Ritual-ritual
ini mencerminkan penghormatan komunitas Benawan terhadap hutan, karena mereka
meyakini bahwa hutan yang hendak mereka olah mengandung berbagai jenis
makhluk. Begitu juga ketika tanaman padi mulai tumbuh hingga panen tiba,
serangkaian ritual dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap alam semesta.

Dalam setiap ritual yang berkaitan dengan sistem berladang, perempuan
biasanya menjadi pelaku utama dalam merangkaikan rangkaian ritus ini. Mereka yang
menyediakan semua perlengkapan yang diperlukan untuk ritual, sementara
pelaksanaan ritual biasanya melibatkan laki-laki dan perempuan secara bersama-
sama. Ada hubungan psikologis yang kuat antara perempuan dan alam, sehingga
tradisi ritual ini secara tidak langsung turut menjaga keseimbangan ekosistem alam;
melibatkan penghormatan terhadap identitas manusia serta menjaga hubungan
harmonis dengan alam (Shiva, 1986, 2001).

Kehadiran masyarakat Benawan yang memandang hutan sebagai rumah dan
lingkungan yang perlu dijaga dan dijaga dengan baik mengilhami mereka untuk
menjaga hubungan harmonis dengan alam. Tidak jarang warga menghabiskan waktu
semalam suntuk di hutan atau ladang yang jauh dari permukiman untuk menikmati
suasana alam. Mereka sering menginap di ladang ketika tanaman padi telah
menguning. Kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak di tengah hutan
menggambarkan sebuah pengetahuan alam yang melekat pada cara mereka
menghormati lingkungan (lihat juga Soedjito, Vayda, & Colfer, 1984; Balbach, 1988;
Schiller, 2001).
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Perempuan Dayak sangat terlibat dalam aktivitas “muat ume’k” dan “motong’k.”
Mereka bangun lebih awal daripada laki-laki, umumnya saat matahari terbit, untuk
menyalakan api dan membuka jendela (Roth, 1892). Pada pagi hari, perempuan Dayak
Benawan juga bangun untuk mengambil air dari Sungai Pant. Mereka kemudian
menyalakan api di tungku untuk memanaskan air. Sekitar pukul 5.30 pagi, mereka
memberi makan ternak seperti ayam dan babi. Setelah itu, mereka berangkat ke
ladang untuk aktivitas “motong’k.” Selagi menunggu air karet, mereka mengunjungi
ladang yang biasanya berada dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari kebun karet.

Dalam kerangka sistem adat Dayak Benawan, terdapat upaya untuk
mengakomodasi hak-hak perempuan dalam hal pewarisan tanah. Namun, dalam
proses pendataan di tingkat desa, kepala keluarga dianggap sebagai pemilik tanah
yang tercatat secara resmi. Situasi ini mengakibatkan perempuan Dayak Benawan
semakin terkucilkan dalam hal kepemilikan tanah. Keadaan ini juga menghasilkan
ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam hal akses dan pengelolaan lahan.
Ini berarti bahwa perempuan hanya memiliki wewenang pengelolaan, sedangkan hak
kepemilikan tanah secara de jure berada di tangan kepala keluarga, yang biasanya
adalah seorang laki-laki. Aspek kemiskinan yang dialami oleh perempuan Dayak
Benawan meliputi ketidakmampuan untuk memiliki tanah secara sah dan
keterbatasan dalam mengelola lahan. Tidak adanya kesetaraan gender tercermin
dalam kenyataan bahwa akses laki-laki dan perempuan terhadap kepemilikan tanah
tidak seimbang (Bradshaw et al., 2017; Tyer-Viola & Cesario, 2010).

Dalam konteks saat ini, perempuan Benawan dihadapkan pada tantangan
ekspansi industri kelapa sawit di wilayah mereka. Semakin banyak anggota
masyarakat Benawan yang merambah lahan untuk penanaman kelapa sawit, yang
pada gilirannya membatasi peran perempuan dalam pengelolaan lahan. Hal ini
disebabkan oleh penurunan kesuburan tanah yang digunakan untuk menanam padi,
sehingga tanah menjadi kering dan dikelilingi oleh tanaman kelapa sawit. Di samping
itu, pengetahuan perempuan tentang kesehatan terbatas, sehingga penggunaan
pestisida dan pupuk kimia dalam budidaya kelapa sawit berdampak buruk pada
lingkungan, mencemari sungai dan danau yang ada di wilayah mereka. Dampak ini
berpotensi mencemari ikan yang menjadi sumber pangan, dengan bahan kimia limbah
dari perkebunan kelapa sawit.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit tidak dapat dipisahkan dari motif ekonomi
produktif yang digagas oleh para pemilik modal (Niko, 2023). Walaupun ada dampak
positif seperti potensi peningkatan ekonomi rumah tangga, konsekuensi negatifnya
termasuk kesulitan dalam mempertahankan lingkungan yang sehat, akses terbatas
terhadap kepemilikan tanah, dan ancaman terhadap pengetahuan lokal. Dalam situasi
ini, perempuan semakin terkendala dalam menjalankan pengelolaan lahan dengan
berbasis pengetahuan tradisional mereka sendiri. Prakarsa perkebunan kelapa sawit
tidak hanya mengubah peran perempuan dalam sistem pertanian tradisional,
melainkan juga merusak lingkungan hutan serta mengubah pola perolehan dan
konsumsi pangan lokal (White & White, 2011).
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Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan dalam beberapa aspek kajian
feminis dan studi budaya. Implikasi teoretis dari penelitian ini berkaitan dengan
konsep pengetahuan, feminisme, dan interkulturalitas. Penelitian ini menghasilkan
kontribusi teoretis terhadap pemahaman tentang pengetahuan. Konsep pengetahuan
sering kali diartikan dalam konteks modern dan ilmiah, namun hasil penelitian ini
mengenalkan dimensi lain dari pengetahuan yang bersumber dari tradisi dan budaya.
Implikasinya adalah memperluas gagasan tentang apa yang dianggap sebagai
pengetahuan yang berharga dan memperkaya perdebatan tentang pluralisme
pengetahuan.

Kemudian, penelitian ini memperkaya teori feminis dengan mengintegrasikan
perspektif perempuan Dayak Benawan. Banyak teori feminis berasal dari pengalaman
perempuan di konteks Barat, dan penelitian ini memberikan perspektif dari kelompok
perempuan yang memiliki latar belakang budaya (di Indonesia) yang cukup berbeda.
Implikasinya adalah lebih memahami keragaman pengalaman perempuan dan
bagaimana konsep gender dapat dilihat dari berbagai perspektif budaya. Lebih lanjut,
studi ini menyoroti cara di mana pengetahuan adat perempuan Dayak Benawan dapat
berdialog dengan pengetahuan feminis yang lebih luas. Implikasinya adalah dapat
membangun pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengetahuan dan
budaya dapat saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam konteks yang lebih
global.

Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang pengetahuan adat
perempuan Dayak Benawan, tetapi juga menghasilkan implikasi teoretis yang
signifikan dalam berbagai bidang studi. Dengan mengintegrasikan perspektif
perempuan dari budaya yang berbeda, penelitian ini membantu mengatasi
keterbatasan dalam teori feminis yang cenderung terpusat pada pengalaman Barat.
Hal ini dapat membuka jalan untuk kolaborasi dan pemikiran lintas budaya yang lebih
dalam dalam rangka menciptakan pengetahuan yang lebih inklusif dan representatif.

Penutup

Berdasarkan bahasan penelitian ini, telah dibahas koneksi yang mendalam antara
pengetahuan adat perempuan Dayak Benawan dan upaya pembentukan pengetahuan
feminis. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana pengetahuan adat perempuan
Dayak Benawan tidak hanya memiliki nilai budaya dan lingkungan, tetapi juga
memberikan kontribusi signifikan terhadap perdebatan global tentang feminisme,
akses perempuan terhadap lahan, dan keseimbangan ekologis.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa falsafah hidup orang Benawan, yang
mencakup penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan
alam semesta, telah menjadi pijakan penting dalam pengembangan pengetahuan adat
perempuan. Penghargaan terhadap alam dan ketergantungan pada ekosistemnya
membentuk kerangka kerja yang mendasari pengetahuan mereka tentang berladang,
pengelolaan tanah, dan keseimbangan ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa
pengetahuan adat perempuan Dayak Benawan tidak hanya mencakup aspek budaya
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dan spiritual, tetapi juga memiliki relevansi mendalam dalam konteks feminis dan
keberlanjutan.

Temuan lainnya mengungkapkan bahwa perempuan Dayak Benawan memiliki
peran sentral dalam sistem pertanian berladang berpindah mereka. Aktivitas
perempuan dalam membuka lahan, merawat tanaman, hingga mengelola sumber
daya alam menggambarkan keterlibatan yang kuat dalam menjaga keseimbangan
ekosistem. Lebih dari itu, pengetahuan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi
mengilhami perempuan untuk menjalankan ritual yang menghormati alam,
mendorong hubungan harmonis dengan lingkungan, dan memelihara keberlanjutan.

Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi tantangan dan ancaman yang
dihadapi perempuan Dayak Benawan, terutama dalam konteks perubahan sosial dan
ekonomi. Munculnya ekspansi industri kelapa sawit telah mengganggu pola pertanian
tradisional mereka dan merusak lingkungan alam. Ketergantungan pada pohon kelapa
sawit sebagai sumber ekonomi baru telah menyebabkan pengurangan akses
perempuan terhadap tanah dan pengetahuan lokal mereka tentang keseimbangan
ekologis. Ini mencerminkan tantangan lebih luas yang dihadapi oleh masyarakat adat
di berbagai belahan dunia ketika berhadapan dengan ekspansi industri modern.

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan antara
pengetahuan adat perempuan Dayak Benawan dengan konsep feminis dan
keberlanjutan ekologis. Temuan ini memperkaya diskursus feminisme dengan
perspektif yang berasal dari pengalaman lokal dan pengetahuan adat. Pada saat yang
sama, penelitian ini menyoroti perlunya perlindungan terhadap pengetahuan adat dan
hak-hak perempuan dalam konteks perubahan sosial dan lingkungan yang cepat.
Upaya untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan adat dan mempromosikan akses
perempuan terhadap sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam merumuskan
kebijakan dan tindakan masa depan.
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Produksi Ideologi Gender di Aceh
dan Eksperimentasi Aktivisme
Etnografi Feminis

Farid Muttagin

Anti-Gender, Produksi Gender, Politik Lokal, dan Aceh

Untuk penulisan disertasi di Departemen Antropologi, Binghamton University (State
University of New York), New York, Amerika Serikat, penulis mengangkat tema
produksi ideologi gender dan gendered nationalism, mengobservasi terbentuknya
keragaman dan perbedaan norma dan ideologi gender di sebuah masyarakat. Dalam
disertasi ini, penulis mengkaji bagaimana masyarakat lokal, baik elit maupun publik
(commoner), terlibat dalam produksi dan formulasi ideologi gender dan gendered
nationalism. Memahami nasionalisme sebagai ideologi dan proyek bergender
(McClintock, 1993; Yuval-Davis, 1997), norma gender seperti apa yang menjadi fondasi
dan prinsip nasionalisme bergender tersebut? Penulis tertarik memahami dan
mengobservasi dinamika sejarah masyarakat (historical anthropology) di balik
perbedaan pandangan dan “ideologi” tentang gender, yang menghadirkan
kompleksitas dan komplikasi dalam memahami keadilan gender (gender justice).
Penulis tertarik terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan, sejauhmana universalisasi dan
standarisasi sebuah konsep dan ideologi keadilan gender valid dan legitimate, tanpa
mempertimbangkan perbedaan konteks historis dan kultural? Jika sejarah perlu
dipertimbangkan dalam memahami atau mengakui sebuah konsepsi keadilan gender,
sejarah siapakah yang dianggap paling valid dan legitimate sebagai rujukan bagi
universalisasi konsep keadilan gender?

Penelitian ini menegaskan posisi sentral dan fundamental gender dalam sebuah
masyarakat. Gender menjadi driving force perubahan sosial, sekaligus pusat
kontestasi, negosiasi, dan adaptasi kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat
untuk membuat kategori dan mengidentifikasi siapa yang paling layak dan ideal
merepresentasikan dan menjadi bagian masyarakat tersebut. Gender diterapkan
melalui penubuhan (embodiment) dalam kehidupan sejari-hari, maupun kebijakan
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secara struktural. Gender juga menjadi alat komparasi dengan masyarakat lainnya,
dan --dalam perbandingan itu-menjadi salah satu referensi untuk mengklaim diri (self-
claim) sebagai masyarakat yang lebih atau paling beradab (civilized), modern, maju
(advanced), berkembang (progress), bermoral, atau humanis, menjadi standar bagi
masyarakat dan bangsa lainnya, dan, sebaliknya, yang lain adalah primitif, barbar,
ketinggalan dan tersandera waktu (frozen in time), kolonial, opresif, dan pelaku
kekerasan. Gender merupakan ideologi nasionalisme yang selalu memerlukan politik
gender -untuk mempertahankan dan mereproduksi ideologi tersebut—- yang
diterapkan baik dalam interaksi internal atau eksternal dalam pergaulan antar-bangsa.

Produksi ideologi gender perlu dibayangkan dan diasumsikan sebagai proses
produksi pengetahuan dan teori gender. Poin ini perlu digarisbawahi karena resistansi
massif kelompok “anti-gender” berbasis gerakan politik sayap kanan (right wing) dan
gerakan keagamaan konservatif, terutama di bawah Gereja Katolik, telah mereduksi
makna ideologi gender hanya sekadar “alat politik.” Bagi kelompok “anti-gender,”
ideologi gender adalah genderism (Kovats, 2018), melulu gerakan politik kelompok kiri
(leftist) yang percaya pada konstruksi sosial jenis kelamin, sebuah aksi sekularisasi,
menyingkirkan peran Tuhan dalam teori penciptaan jenis kelamin biologis (Hamlin,
2020). Alih-alih sebagai perayaan dan komitmen keragaman (diversity) dan kebebasan
(freedom), ideologi gender dihadirkan dan diasosiasikan sebagai gerakan cultural
Marxism atau anarkisme budaya, yang anti-agama dan melawan akal sehat atau
common sense. Kelompok politik sayap kanan dan Gereja Katolik semakin khawatir
karena ideologi gender bukan saja sebuah bentuk pengingkaran dan penyingkiran
Tuhan dan Gereja, tapi juga menantang norma jenis kelamin yang didasarkan pada
iman ketuhanan, yang hanya percaya pada dua bentuk jenis kelamin secara mutlak
dan statis --tidak bisa diubah apalagi atas dasar kebebasan memilih (freedom of
choice). Menolak ideologi gender dengan “memaksakan” dualisme jenis kelamin atas
dasar ketentuan biologis (biological determinism) atau ketentuan alam adalah upaya
menghadirkan kembali Tuhan. Menurut Connell (2005: 46), propaganda ketentuan
biologis dihadirkan setelah agama kehilangan daya dan kuasa “menolak” ideologi
gender yang semakin populer. Dalam pidato yang disampaikan pada Hari Remaja
Dunia, 16 Juli 2016, di Polandia, Paus Franciskus menyampaikan,

“Di Eropa, Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan beberapa negara Asia, sedang
terjadi penjajahan ideologis yang nyata. Salah satunya --saya sebut langsung--
adalah [ideologi] gender. Anak-anak... diajari di sekolah, jika mereka bebas
memilih jenis kelaminnya. Mengapa mereka mengajarkan hal seperti itu?
Karena buku-buku [di sekolah itu] dipersiapkan oleh orang-orang dan lembaga-
lembaga [PBB] yang memberi dana. Penjajahan ideologi ini didukung oleh
negara-negara kuat. Benar-benar perkembangan yang mengkhawatirkan! Dalam
sebuah perbincangan saya dengan Paus Benedictus, beliau menyampaikan,
‘Yang Mulia, kita sedang menghadapi zaman pembangkangan (the age of sin)
terhadap Tuhan dan Pencipta.” Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan;
Tuhan menciptakan semesta sedemikan rupa.. dan kita umat manusia
[menentang-Nya] dengan memercayai hal sebaliknya. Tuhan memberikan kita
sumber daya alam ‘mentah,” agar kita bisa mengolah sebuah budaya; lalu,
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dengan budaya itu, kita membangun berbagai hal yang membawa kita kembali
mundur!” (Hamlin, 2020: 1004 mengutip Bracke & Paternotte, 2016: 143).

Di beberapa negara, resistansi terhadap ideologi gender telah menjadi elemen
penting kontestasi dan konflik politik kontemporer. Tidak hanya menjadi faktor
penentu elektabilitas, tapi juga menjadi referensi bagi politics of grievances dan politics
of resentment, perasaan tersingkirkan, terabaikan, teraniaya, tereksklusi, dan
terdiskriminasi dari proses sosial-politik dan menjadi dasar untuk menuntut
pengakuan, baik dari publik maupun dari negara (Fukuyama, 2018). Di negara yang
oleh Paus Franciskus di atas disebut sebagai negara kuat, menariknya, dalam situasi
perang gender (gender war), tidak hanya warga dengan gender minoritas yang percaya
pada pluralitas dan fluiditas gender, tapi juga kelompok politik anti-gender alias
pendukung biological determinism harga mati yang merasa terdiskriminasi. Di Amerika
Serikat —-negara yang menjadi representasi dan standar liberalisme--, misalnya, dipicu
gerakan woke (woke movement) yang semakin populer karena komodifikasi, baik
melalui pop culture atau korporasi, pendukung anti-gender dari kalangan sayap kanan
dan konservatif merasa perkembangan sosial-politik itu sedang mengeksklusi mereka
dari ruang publik dan layanan umum (public services) atau mengopresi ideologi jenis
kelamin mereka. Gerakan woke yang memiliki akar sejarah panjang pada perlawanan
rasisme di kalangan warga Kulit Hitam America (Black Americans), sejak 1930
(Neiman, 2023), dalam politik anti-gender direduksi sekadar sebagai “kebablasan
gender” yang anarkis, menghilangkan kepentingan perjuangan keadilan. Dinamika
politik seperti inilah yang mengubah arah diskursus ideologi gender melulu dalam
konteks perang dan kontestasi politik, yang memarginalkan ruang eksplorasi
akademik, termasuk untuk memahami mereka yang menolak gagasan dan konsep
gender dan memilih ideologi jenis kelamin, sesungguhnya tidak bisa lepas dari
“konstruksi gender.” Seperti disebut Hamlin (2020), ideologi politik yang terlalu
dimaknai politik -menurutnya, lebih pas ditulis dengan “ideologi politik” (dengan tanda
kutip)- mengabaikan genealogi akademiknya yang berakar pada tradisi keilmuan
feminis sejak lama.

Mengkontekstualisasi  produksi ideologi gender sebagai proses
berpengetahuan, kajian ini diniatkan untuk “mengembalikan” diskursus ideologi
gender dalam tradisi keilmuan feminis. Dengan memahami produksi ideologi gender
sebagai proses berpengetahuan, pembentukan ideologi gender menjadi menarik dan
penting karena tidak sekadar proses politik tapi, dari kajian produksi pengetahuan,
terutama dalam konteks produksi pengetahuan feminis. Penelitian ini mendasari
pemahaman kontekstual itu dengan mengobservasi, bagaimana masyarakat lokal
melalui kontestasi dan adaptasi dalam konteks politik lokal menunjukkan kapasitas
dan, terutama, kesadaran epistemologis untuk terlibat dalam produksi pengetahuan
dan teori tentang gender. Masyarakat lokal bukan saja mempraktikkan (practicing)
gender secara turun temurun, tapi membangun berbagai legitimasi historis, akademik,
hingga sosial-politik bagi praktis dan pandangannya tentang gender. Lebih jauh,
produksi pengetahuan yang contingent dengan praktis gender menjadi proses yang
lebih kompleks ketika dikaitkan dengan politik gender, yang juga terjadi di tingkat lokal,
untuk mengolah dan menerapkan gender sebagai proyek nasionalisme, baik sebagai
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identitas, evaluasi kewargaan (belonging dan citizenship), atau struktur dan sistem
sosial-politik. Practicing and doing gender dilihat sebagai praksis berpengetahuan dan
tindakan epistemologis masih menjadi subyek yang terabaikan, bahkan dalam
perkembangan epistemologi feminis yang inklusif, non-Eurocentric, non-kolonial, dan
pro-indigenous knowledge sekalipun.

Dalam konteks keilmuan feminis (feminist scholarship) non-kolonial, sering kali
kita hanya mengakui dan memahami logika budaya (cultural logics) yang beragam
atas nama multikulturalisme di balik praktik-praktik gender masyakarat lokal.
Misalnya, kita memahami alasan sosial-budaya di balik berbagai kontestasi keadilan
dan keragaman gender yang melibatkan masyarakat lokal. Namun, kita belum
sepenuhnya mengakui proses berpengetahuan yang berkesadaran dan sistematis, di
balik practicing and doing gender itu, di balik berbagai kontestasi terhadap gagasan
keadilan, fluiditas, dan keragaman gender. Kita berasumsi, practicing dan doing gender
yang melibatkan masyarakat lokal adalah tindakan tanpa didasari kesadaran
epistemologis dan akademik. Masih kuat asumsi bahwa masyarakat lokal -apalagi
yang sangat dekat (engaged) dengan tradisi dan budaya --tidak punya kemampuan
dan kesadaran untuk terlibat dalam produksi pengetahuan dan teori berbagai elemen
sosial-budaya keseharian, seperti gender. Di sini, disertasi tersebut mendiskusikan
otoritas pengetahuan dalam produksi teori gender. Siapakah yang punya otoritas
untuk membangun teori gender? Apakah hanya mereka yang selama ini dikategorikan
sebagai teoris gender (gender theorist)? Apakah proses membangun teori gender
perlu menjadi ruang terbuka yang melampaui para gender theorist?

Pertanyaan-pertanyaan di atas berimplikasi pada rekonseptualisasi
pengetahuan dan teori gender, sebagai pengetahuan dan teori tunggal yang berpusat
pada tradisi dan praksis akademik formal atau keragaman pengetahuan dan teori
gender tanpa batasan metodologis dan terutama menyentuh figur dan komunitas di
luar lembaga akademik formal. Implikasi lain adalah perlunya pemahaman baru
tentang pengetahuan dan teori gender hanya sebagai sistem pengetahuan tertulis
yang dihasilkan dari proses riset “scientific” yang ketat atau pengetahuan oral yang
tidak sistematis. Pengakuan kita atas keragaman identitas dan peran gender
seharusnya perlu dibarengi dengan pengakuan atas keragaman akan pengetahuan
dan teori tentang gender itu. Kita perlu memerdekakan diri dari cara pandang yang
menempatkan “pengetahuan” dan “teori” gender non-akademik sebagai pengetahuan
yang tidak valid hanya karena pengetahuan dan teori tersebut tidak tertulis, melibatkan
figur ‘lokal,’ atau menjadi basis bagi praktik dan perilaku yang kita nilai sebagai
diskriminasi gender atau kekerasan berbasis gender.

Dalam tradisi ilmu pengetahuan feminis, resistansi dan sikap kritis atas
tindakan dan pandangan yang berkeadilan gender tidak seharusnya menjadi argumen
untuk menolak atau menghapus pengetahuan-pengetahuan dan teori-teori di balik
tindakan dan perilaku tersebut. Apalagi, jika tradisi berpengetahuan feminis memiliki
agenda melakukan transformasi metodologi, politik, dan praktik pengetahuan dan
keilmuan gender yang berkembang dalam suatu masyarakat, maka langkah dasar dari
upaya ini adalah pengakuan adanya tradisi dan praktik berpengetahuan tersebut. Yang
tidak bisa diabaikan adalah implikasi aktivisme-akademik; dengan tradisi keilmuan
feminis baru ini, peneliti feminis perlu terlibat lebih jauh memfasilitasi pembangunan,
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penulisan, dan pendokumentasian pengetahuan publik tentang gender tersebut. Hal
yang terakhir sudah dipraktikkan dalam kolaborasi riset yang melibatkan feminis
indigenous, seperti di kalangan natif Amerika atau masyarakat Maori.

Filsuf feminis, Judith Butler dalam Gender Trouble (1999) dan Undoing Gender
(2004) menegaskan bahwa semua orang punya teorinya sendiri tentang gender,
karena setiap aksi dan tindakan (performativity) akan menghasilkan gender. Dalam
sebuah talkshow, Butler (2023) menegaskan kembali klaimnya. “Everybody has their
own theory of gender.” Yang menarik, Butler melanjutkan pernyataannya, bahwa
“Mereka punya asumsinya sendiri tentang gender yang dinilainya ‘valid’ dan ‘legitimate’
untuk mengartikulasikan identitas dan kediriannya di tengah masyarakat.” Dalam
interpretasi penulis, Butler memang mengakui keterbukaan dalam produksi teori
gender, namun fondasi dari “teorisasi gender” itu tidak pada level akademik dan
intelektual yang sama antara scholar dan “awam.” Butler mengasumsikan, pada
mereka yang bukan teoris gender, teorisasi gender lebih merupakan upaya dan aksi
politik yang tidak berbasis pengetahuan sistematik. Dengan penelitian tentang
produksi ideologi gender di Aceh, penulis menawarkan hipotesis lain tentang proses
berpengetahuan yang sistemik dan berkesadaran dalam produksi teori gender dalam
sebuah masyarakat meski tidak selalu dibarengi dokumentasi dan penulisan hasil
berpengetahuan tersebut. Penulis memahami gender sebagai interpretasi sosial atas
tubuh biologis laki-laki (male) dan perempuan (female), bagaimana sebuah
masyarakat memahami tubuh dalam spektrum maskulinitas dan femininitas, dan
menerapkan hasil interpretasinya dalam bentuk norma sosial-budaya. Sebagai kerja
interpretasi, maka ia meniscayakan proses berpengetahuan; dan selagi pemahaman
perlunya “maskulinitas dan femininitas” didasarkan pada tubuh, maka proses
interpretasi dan proses berpengetahuan akan selalu berjalan.

Salah satu metodologi untuk memahami proses berpengetahuan itu adalah
kontekstualisasi sejarah masyarakat sebagai sejarah produksi gender (social history
of gender), baik dalam bentuk norma, pengetahuan, ideologi, praktik, relasi, identitas,
atau peran. Dalam konteks Aceh, sejarah itu diisi dengan intensitas dalam
mengonstruksi dan mengkreasi berbagai narasi tentang Aceh yang di dalamnya
memasukkan berbagai aspek terkait gender. Narasi itu bukan tanpa dasar atau
sumber. Aceh merupakan salah satu masyarakat Nusantara yang kaya dengan
sejarah gender. Sejak pra-kolonial, Aceh sudah terlibat dalam interaksi global yang
dinamis, terekspos dengan pengalaman atas keragaman. Bukan saja melalui
perdagangan, interaksi global dan pengalaman keragaman juga dilalui melalui
perkawinan antar ras dan pembentukan keluarga transnasional dan lintas budaya
(Siegel, 1969; Lombard, 1986). Sejarah kejayaan Kesultanan Aceh yang menjadi
sejarah pembentukan sistem sosial-politik masyarakat atau bangsa Aceh
berdasarkan “keislaman dan keacehan” atau nilai-nilai Islam dan adat menjadi rujukan
sejarah sangat kuat bagi nasionalisme Aceh, hingga saat ini. Menariknya, kejayaan
Kesultanan Aceh juga diisi cerita tentang raja-raja perempuan atau sultanah —-bukan
sekadar istri para raja atau permaisuri-- yang mampu mempertahankan kejayaan
kekuasaan Kesultanan Aceh (Khan, 2017).

Sejarah Perang Aceh (The Aceh War) antara bangsa Aceh dengan Belanda
menjadi ujian nasionalisme Aceh berbasis Islam dan adat; untuk pertama kalinya,
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sebagai bangsa ‘utuh’ dengan nasionalisme Islam dan adat, Aceh berhadapan dengan
bangsa asing yang “memusuhi” Islam. Perang Aceh adalah Perang Sabi, jihad fi
sabilillah, ujian komitmen dan kekuatan nasionalisme Islam dan adat dalam melawan
musuh asing yang bukan Islam itu --atau kafir, dalam bahasa frontal yang digunakan
masyarakat Aceh. Yang menarik, dalam konteks gender, Perang Aceh juga
menyediakan cerita yang kaya tentang perjuangan para perempuan Aceh, membawa
bendera dan identitas Islam dan adat. Bukan saja perempuan-perempuan pejuang
yang namanya populer, seperti Cut Nyak Dien, cerita perjuangan perempuan itu diisi
juga banyak profil perempuan lain, perempuan akar rumput, dan para janda yang
menjadi inong balee. Menonjolkan peran perempuan dalam perang bisa disebut
sebagai tipikal narasi sejarah Aceh. Namun, dalam konteks perjuangan dan proyek
nasionalisme, narasi sejarah ini justru merefleksikan “kesadaran gender” dalam
masyarakat Aceh, untuk menerapkan sejarah otonomi dan kuasa perempuan dalam
mengklaim keacehan yang lebih “maju” dari segi kesetaraan gender dibanding
bangsa-bangsa lain di mana Aceh terlibat pergolakan, termasuk dengan Indonesia
sebagai nation-state.

Sejarah gerakan separatisme melawan pemerintah Indonesia juga menjadi fase
sejarah penting dalam konstruksi gender di Aceh. Periode perang melawan
pemerintah Indonesia bukan saja tentang kekerasan dan konflik militer, tapi
digunakan oleh pemerintah Indonesia di bawah Soeharto sebagai sebuah politik
gender, menasionalisasi gender, sebuah upaya mengubah lanskap budaya Aceh untuk
menjadi Indonesia. Pengenalan Kartini sebagai pahlawan emansipasi perempuan
merupakan strategi kebudayaan untuk menyingkirkan para tokoh perempuan Aceh
dalam perjuangan nasionalisme mereka. Tidak hanya pada level figur, menjadikan
Kartini -yang berjuang melalui tulisan dan pemikiran— strategi kebudayaan ini juga
berusaha membangun cara berpikir dan ideologi gender tentang profil ideal
perempuan yang tidak subversif dan tidak membahayakan negara melalui partisipasi
dalam perang dan perjuangan militer, seperti Cut Nyak Dien. Di sini, sekali lagi, pilihan
“fanatik” atas narasi sejarah perempuan lokal diiringi resistansi kuat terhadap
intervensi sejarah perempuan nasional mengindikasikan kesadaran gendered
nationalism yang kokoh. Menurut penulis, tidak seperti dalam banyak studi gendered
nationalism, gender dalam proyek nasionalisme secara dominan digunkanan untuk
melegitimasi pembagian peran gender dalam perjuangan dan proyek nasionalisme
yang, dalam prinsip feminisme, mendiskriminasi dan memarginalkan perempuan
(McClintock, 1993; Yuval-Davis, 1997), dalam konstruksi dan praksis masyarakat
Aceh, gendered nationalism justru dibangun dengan mengglorifikasi peran-peran
krusial perempuan di medan perang dan operasi militer.

Sejarah panjang nasionalisme Aceh hingga saat ini —pascatsunami dan
pascakonflik— menghasilkan ideologi gendered nationalism berdasarkan “keislaman
dan keacehan,” nilai-nilai Islam dan adat yang dibangun, dipraktikkan, dan
diinstitusionalisasi melalui proses sejarah yang panjang, dinamis, dan kompleks.
Ideologi gendered nationalism keislaman dan keacehan diartikulasikan, baik di level
politik formal, melalui produksi ganun atau dalam interaksi sosial sehari-hari. Sebagai
ilustrasi posisi sentral gendered ideology keislaman dan keacehan dalam masyarakat
Aceh kontemporer, berikut kutipan dari dua narasumber penelitian ini.
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“Kami menyambut baik semua lembaga nasional dan internasional dari seluruh
dunia untuk mengenalkan program-program tentang gender dalam proyek
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang mereka lakukan pascatsunami. Tapi,
harus diingat, program-program tentang gender yang mereka lakukan harus
sesuai dengan ‘keislaman dan keacehan’ yang merupakan dasar dan identitas
masyarakat Aceh. Mereka yang datang ke Aceh harus mengikuti dan hormat
terhadap norma dan adat Aceh” (RP, tokoh perempuan Aceh).

“Saya bersyukur, Aceh bisa mencapai perdamaian yang telah diperjuangkan
masyarakat. Tapi, saya merasa resah menyaksikan kenyataan, masa damai
Aceh ini tidak benar-benar menunjukkan Aceh yang sesungguhnya. Aceh belum
benar-benar terbebas dari elemen-elemen budaya non-Aceh; banyak orang
seakan-akan tidak lagi percaya Aceh menyediakan nilai-nilai utama, baik untuk
laki-laki ataupun perempuan, seperti dalam sejarahnya. Aceh adalah bangsa
yang beradab yang sangat mendasarkan kehidupannya pada Islam dan adat-
istiadat” (RP, politisi laki-laki dari salah satu partai lokal).

Berbagai momen sejarah di atas, yang, sekali lagi, berisi cerita yang kaya
tentang pengalaman perempuan, menjadi bahan berharga bagi produksi gender ala
Aceh. Yang penting dicatat, bukan pada sejarah itu gender Aceh dikonstruksi, tapi
pada kemampuan dan kemauan yang intens dalam masyarakat Aceh untuk
membangun dan mengkreasi narasi tentang bangsa Aceh berdasarkan perjalanan
sejarah tersebut. Kemampuan dan kemauan membangun narasi ini yang membuka
jalan bagi produksi pengetahuan dan teori tentang gender ala Aceh, berdasarkan
keislaman dan keacehan atau Islam dan adat. Sebagai sebuah ilustrasi adalah
respons terhadap politik gender melalui nasionalisasi Kartini. Masyarakat Aceh
menyadari kolonialisme budaya di balik nasionalisasi Kartini yang mendorong mereka
membangun narasi dekolonialisasi, dari memilih menolak perayaan “Hari Kartini”
hingga mengembalikan narasi tentang perempuan pejuang (female warrior) atau inong
balee dalam pusat wacana nasionalisme Aceh. Kesadaran nasionalis seperti ini
menjadi keunikan dan kekhasan Aceh, yang tidak ditemui di masyarakat Indonesia
lain, termasuk yang memiliki sejarah perempuan pejuang. Memahami kreasi narasi
dekolonial ini, penulis menangkap aktivitas produksi teori dan pengetahuan gender
dalam masyarakat Aceh untuk melegitimasi tindakan resistansi atas politik gender
yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Penolakan pada Kartini merupakan aksi dan artikulasi anti-kolonialisme yang
tertanam kuat dalam perjuangan nasionalisme Aceh. Penolakan terhadap Kartini
adalah penolakan pada upaya mengubah budaya, tradisi, dan struktur masyarakat
Aceh, di mana otonomi perempuan telah diglorifikasi sejak lama, dalam sejarah
nasionalisme. Jacqueline Siapno (1997: 6) mengilustrasikan,

“Sejak masa kesultanan hingga pascakemerdekaan dan pascarevolusi sosial
Aceh, kita terus menyaksikan perempuan-perempuan tangguh yang berperan
aktif dalam perjuangan nasionalisme. Dalam konstruksi narasi nasionalisme
Aceh, perempuan-perempuan itu --di antaranya Cut Nyak Dhien, Cut Meutia,
Teungku Fakinah, dan Pocut Bahren menjadi pemimpin anti-kolonialisme
melawan Belanda. Dalam masyarakat, kita juga menemukan perempuan-
perempuan yang juga memiliki kuasa. Misalnya, istilah dalam masyarakat Aceh
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untuk menyebut “istri” bukan “ibu rumah tangga” [seperti dikampanyekan
melalui politik gender Orde Baru], tapi “po rumah” yang bermakna pemilik
rumah.”

Narasi di atas menjadi rujukan untuk mengklaim, kesetaraan gender dan
otonomi perempuan di Aceh memiliki akar kuat dalam sejarah kerakyatan, menjadikan
(bangsa) Aceh lebih baik dibanding (bangsa) Indonesia. Produksi narasi nasionalisme
berbasis pada glorifikasi posisi sentral, otonomi, dan kekuasaan, dan ketangguhan
perempuan dalam masyarakat Aceh ditegaskan salah satu pernyataan Tengku Hasan
di Tiro (1984: 72) dalam unfinished diary-nya, ditulis dalam bahasa Inggris, yang
penulis terjemahkan sebagai berikut,

“Salah satu pahlawan Pergolakan Gunung Alimon [saat Perang Aceh] adalah
nenek saya, Potjut Mirah Gambang. Komandan Belanda waktu itu, Colonol H.J.
Schmidt mendapat laporan tentang kejadian tersebut. Setelah pergolakan
berakhir dan mereka yang gugur dikumpulkan, Schmidt menemukan salah
seorang yang terluka parah adalah Potjut Mirah Gambang, tergeletak bersimbah
darah bersama bayinya yang berusia lima bulan. Tengku Abdullah yang
terduduk diam tak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Schmidt menawarkan
segelas air padanya sambil berkata dalam bahasa Aceh, “Maafkan yang Mulia,
sudikah Anda meminum air ini?” Diam... tidak ada jawaban dari Potjut Mirah
Gambang. “Sudikah Anda, jika saya membalut lukamu?” Schmidt kembali
bertanya. Lagi, Potjut Mirah Gambang tak merespons. Namun, perlahan dia
bangun hingga dalam posisi duduk, meski tubuhnya tampak sangat lemah. Lalu,
ia memalingkan wajahnya dari arah Schmidt, dan berkata, “Enyah kau dari
hadapanku, kafir busuk! Jangan coba sentuh aku! Aku tak sudi minum airmu!
Aku tak sudi mendapatkan perawatan dan pengobatan darimu! Kau membunuh
ayahku, ibuku, suamiku, dan semuanya! Kau tak bisa menggantikan semua yang
telah kau rusak! Aku tak sudi belas kasihanmu! Enyahlah!” Potjut Mirah
Gambang kembali terbaring, darah yang terus mengucur, menanti ajal datang.
Schmidt menceritakan, tak ada tanda-tanda rasa sakit, rasa sedih, atau
penyesalan di wajahnya; hanya pancaran kebanggaan dan keikhlasan. Tak lama,
Potjut Mirah Gambang menghembuskan nafas terakhir. Schmidt merasa kagum
dengan Potjut Mirah Gambang dan orang-orang yang lahir darinya atau
perempuan sepertinya. Schmidt menyebutkan, sejarah Aceh dipenuhi nama-
nama besar. Tentang Potjut Mirah Gambang, Schmidt menuliskan, ‘Bon sang ne
peut mentir’ [buah tidak jauh dari pohonnya]. Dia adalah anak perempuan Teuku
Umar dan Cut Njak Dien --keduanya merupakan pahlawan Aceh.”

Analisis dan interpretasi penulis atas penetrasi dan intervensi gender
keindonesiaan melalui Kartini dan respons kritis anti-kolonial masyarakat Aceh di atas
tidak terlepas dari penerapan etnografi feminis untuk mengakui pengetahuan dan
proses berpengetahuan gender yang melibatkan masyarakat lokal (indigenous
peoples) yang merupakan bagian dari proses perjuangan dan proyek nasionalisme
Aceh, di mana Islam dan adat menjadi fondasi penting. Pada saat tinggal di Aceh
selama empat tahun untuk bekerja di UN Women, antara 2008-2012, penulis sangat
sering menyaksikan tindakan yang merepresentasikan penolakan pada nasionalisasi
Kartini itu dengan mengglorifikasi sejarah perempuan pejuang Aceh. Pada saat itu,
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penulis membuat kesimpulan simplistis dan bias, bahwa tindakan resistansi tersebut
lebih dimotivasi romantisme sejarah. Etnografi feminis mengakui pengetahuan dan
proses berpengetahuan natif sekaligus mengakui kompleksitas dan dinamika di balik
proses berpengetahuan tersebut. Etnografi feminis menghindarkan peneliti dari
membuat kesimpulan simplistik dan reduksionis akibat memosisikan peneliti feminis
sebagai aktor utama pengetahuan.

Menekankan Islam -dan adat lokal- dalam produksi ideologi gender menjadi
arena penting memahami salah satu subyek riset yang terus hangat dalam antropologi
feminis dan antroplogi, yaitu relasi yang sering kali tidak stabil dan tidak mudah antara
Islam dan feminisme. Relasi tidak mudah itu berkembang di antaranya akibat sejarah
konfrontasi Islam dengan Barat, yang dinilai melahirkan feminisme. Dalam konteks
Aceh, meski secara dominan relasi tidak mudah yang menunjukkan Islam tidak selalu
compatible dengan feminisme, dan sebaliknya, masyarakat Aceh sesungguhnya
diwarnai dinamika sosial yang tidak monolitik. Perkembangan gerakan feminisme dan
gerakan perempuan lokal di Aceh, yang telah berkembang sejak masa konflik dengan
pemerintah Indonesia dan semakin kuat pascatsunami, menjadi bagian dari dinamika
sosial yang heterogen terkait relasi “Islam dan feminisme.” Melalui gerakan feminisme
lokal, Aceh menunjukkan penerimaan dan keterlibatan Islam secara kuat terhadap
gagasan-gagasan feminisme, menjadi bukti relasi yang “baik-baik saja” antara
keduanya. Tentu saja, selalu ada proses adaptasi yang berjalan tidak hanya satu arah,
menghasilkan “Islam yang feminis, dan feminisme yang Islami” ala Aceh.

Gerakan feminisme lokal di Aceh mengalami perkembangan krusial, di mana
agenda-agenda feminis tidak hanya melibatkan, berbasis, dan berpusat pada LSM
perempuan dan organisasi feminis. Beberapa “program gender” yang dilakukan pada
saat rekonstruksi pascatsunami dan pascakonflik memfasilitasi terbangunnnya
feminisme negara (state feminism) di tingkat lokal. Program-program itu membuka
ruang partisipasi beberapa aparatus pemerintah, tidak hanya di level provinsi, juga di
kabupaten/kota, dalam “program gender,” dari training, workshop, pengorganisasian
perempuan komunitas, hingga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Program gender pada saat rehabilitas pascatsunami dan pascakonflik juga
mendorong partisipasi perempuan lebih kuat dalam politik dan kebijakan publik. Pada
perkembangan terkini, saat penulis melakukan observasi lapangan pada 2021,
feminisme lokal di Aceh menunjukkan karakteristik sangat dinamis dan berwarna
dengan beragam kolaborasi antara elemen feminisme dari LSM dengan institusi
pemerintah -tidak hanya lembaga pemerintah dengan kewenangan tradisional pada
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tapi lembaga lain, seperti Bappeda
dan lembaga parlemen. Kolaborasi ini didorong, sekaligus menjadi mekanisme
strategis, implementasi agenda-agenda feminis dan gerakan perempuan di tengah
sumber daya dana yang berkurang seiring berakhirnya program-program rehabilitasi
dan rekonstruksi pascatsunuami dan pascakonflik. Keterlibatan lembaga-lembaga
dan aparatus pemerintah Aceh di bawah otonomi dan otoritas khusus untuk
mengimplemnetasikan syariat Islam, sekali lagi, menjadi bukti berkembangnya state
feminism di tingkat lokal, sekaligus menunjukkan adaptasi yang terus menerus untuk
menghadirkan relasi Islam dan feminisme yang tidak selalu kontradiktif dan resistan,
tapi compatible. Tentu, keragaman ideologi gender di antara lembaga dan aparatus
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pemerintah tidak bisa diabaikan. Namun, justru menjadi menarik dan penting -
terutama dari konteks politik gender lokal- bagaimana keragamaan ideologi gender
tidak membatasi kolaborasi dalam implementasi agenda-agenda feminis dan gerakan
perempuan.

Di luar aspek produksi pengetahuan dalam produksi ideologi gender yang
melibatkan masyarakat lokal, penelitian ini menemukan dinamika politik gender dalam
konteks politik lokal. Penelitian politik gender di Indonesia sering hanya berfokus pada
politik gender di level “nasional” yang melibatkan the State of Indonesia beserta rezim
dan aparatusnya. Misalnya, Wieringa (2002) dan Suryakusuma (1996), di mana
keduanya menganalisis konsolidasi politik oleh rezim Orde Baru di bawah Soeharto
dengan menerapkan berbagai politisasi gender dan seksualitas, dari stigmatisasi dan
sexual slander terhadap perempuan anggota Gerwani sebagai pelacur binal hingga
konstruksi gender negara yang patriarkal dan heteronormatif. Banyak kajian politik
gender yang sudah dilakukan di Indonesia mengabaikan dinamika politik gender di
tingkat politik lokal. Sangat mungkin, hal ini akibat dari asumsi bahwa, pertama, politik
gender tidak terjadi di level politik lokal karena, sebagai asumsi kedua, masyarakat
lokal tidak cukup punya kapasitas —baik dari segi pengetahuan maupun politik- untuk
menerapkan politik gender.

Salah satu pendekatan poskolonialisme dalam produksi gender di luar
masyarakat Barat menekankan infiltrasi dan pengaruh kolonialisme, neo-kolonialisme,
dan kapitalisme. Dalam hal ini, gender di sebuah masyarakat non-Barat diproduksi
melulu atau secara dominan akibat intervensi kolonialisme Barat. Oyerénké Oyéwumi
misalnya, menegaskan bahwa masyarakat native Yoruba di Nigeria tidak mengenal
apalagi mengaplikasikan (konsep) perempuan dan gender sebagai sebuah sistem
sosial, termasuk untuk membuat kategori-kategori sosial yang berefek pada hierarki
sosial. Gender baru menjadi sistem sosial setelah penetrasi kolonialisme Barat yang
memang menempatkan pertanyaan tentang perempuan (women question) sangat
sentral. Beban poskolonialisme dalam kajian produksi gender, menurut penulis,
mengabaikan dinamika sosial-politik di tingkat lokal dalam produksi gender.
Pendekatan tersebut memosisikan masyarakat lokal sebagai komunitas pasif yang
hanya menerima intervensi kolonialisme Barat dalam produksi atau transformasi
gender di masyarakat non-Barat. Masyarakat lokal adalah komunitas yang aktif, tak
hanya dalam produksi pengetahuan dan teori gender, tapi dalam politik gender
(Muttagin, 2015).

Aceh menjadi sample penting bagi kajian politik gender di level politik lokal.
Konteks sejarah panjang perjuangan dan pergolakan nasionalisme Aceh melahirkan
kesadaran politik yang kuat di kalangan warga Aceh, tak hanya elit tapi juga orang
kebanyakan (commoner). Kesadaran politik ini juga yang mendasari (kemungkinan)
aplikasi politik gender di level lokal. Tak hanya diartikulasikan dalam bentuk
pembuatan peraturan-peraturan lokal atau Qanun, yang dinilai menginstitusionalisasi
ketidakadilan gender dan opresi seksualitas, tapi juga dalam interaksi kehidupan
sehari-hari. Politik gender tidak hanya menjadi representasi nasionalisme resmi di
level politik formal, tapi representasi living nationalism yang melibatkan masyarakat.
Resistansi dan respons kritis terhadap penunggalan Kartini sebagai simbol pahlawan
emansipasi perempuan bisa dilihat sebagai bentuk politik gender dalam konteks
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politik lokal. Satu sisi, resistansi merupakan upaya dekolonialisasi, membersihkan
“elemen-elemen gender” non-Aceh yang dibangun oleh politik gender Orde Baru, dan,
di sisi lain, sebagai usaha membangun ulang struktur nasionalisme Aceh berdasarkan
nilai dan norma gender keislaman dan keacehan, nilai-nilai Islam dan adat lokal.
Situasi ini menunjukkan dinamika politik gender di tingkat lokal, sekaligus menjadi
bukti kapasitas dan pemahaman masyarakat lokal terhadap aspek politik dari gender
dengan menerapkan gender (deploying gender) sebagai alat, strategi, dan tujuan
politik, termasuk berkaitan dengan proyek nasionalisme.

Memahami politik gender lokal yang melibatkan masyarakat lokal di sebuah
wilayah geografis tertentu memerlukan pemahaman tentang wilayah geografis
sebagai lanskap sejarah-budaya bagi konstruksi dan produksi gender (geography of
gender) (Elliston, 2000). Sering kali, keragaman dan perbedaan sebuah masyarakat
dibangun di atas penyikapan atas batas-batas dan pembagian wilayah (space) tanpa
problematisasi, seakan sebuah masyarakat menempati wilayah tersebut secara
alamiah, secara terus menerus. Wilayah mengalami netralisasi, di mana keragaman
dan perbedaan budaya, memori sejarah, dan organisasi sosial seakan melekat
otomatis pada wilayah tersebut, yang diterima tanpa problematisasi (Gupta &
Ferguson, 1992). Wilayah, yang sesungguhnya berfungsi sebagai fondasi organisasi
sosial, justru tidak digunakan sebagai alat analisis. Dalam tradisi feminis geografi,
geografi merupakan tempat dan teritori, di mana budaya dan identitas --termasuk
gender-- dibangun dan disirkulasi. Geografi dan budaya mengalami interkoneksi dan
kesalingterkaitan. Artinya, dalam konteks gender, wilayah geografis membentuk
sistem, norma, pengetahuan, dan praktik gender, dan, sebaliknya, gender juga
membentuk wajah dan karakteristik sosial-politik lanskap geografis sebuah
masyarakat. Analisa geografis terhadap produksi gender membuka pemahaman
terhadap perbedaan norma dan praktik gender antar satu lokasi dengan lokasi lainnya
yang disebabkan oleh batas-batas geografis: dalam satu teritori, antara desa dan kota,
termasuk antara publik dan domestik (Warf, 2010). Lokalitas adalah geografi dan
space bagi produksi, reproduksi, dan transformasi norma dan pattern gender lokal,
yang orientasi dan efeknya tidak hanya lokal, tapi nasional, bahkan global.

Etnografi sebagai Praktik Aktivisme Feminis

Melalui observasi lapangan (participant observation), dengan mendengar khutbah
salat Jumat dan mengikuti salat berjamaah, mendatangi warung kopi yang memang
bejibun, berkunjung ke taman kota, pasar tradisional, mengobrol informal dengan
orang-orang yang penulis temui di berbagai tempat, hingga menghadiri undangan
perayaan maulid Nabi Muhammad- membantu penulis memahami keseharian
(sebagian) kehidupan masyarakat, termasuk yang terkait dengan subyek penelitian
penulis. Wawancara dengan berbagai pihak yang beragam menjadi sumber informasi
sangat kaya dan penting tentang pandangan, pemikiran, dan opini beberapa
representasi masyarakat Aceh terkait dengan situasi sosial-politik -termasuk dalam
konteks implementasi syariat Islam, budaya, ekonomi yang memengaruhi dan
dipengarubhi partisipasi politik dan publik perempuan di Aceh saat ini. Beberapa “jan;ji”
interview yang tidak bisa terpenuhi karena beberapa hal diganti dengan wawancara
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secara online. Di luar keperluan pengumpulan data, penulis meniatkan penelitian
etnografi sebagai cara mempraktikkan dan melakukan eksperimentasi etnografi
feminis (feminist ethnography).

Pertama-tama, penting ditekankan, bahwa yang penulis lakukan adalah
etnografi “zaman now,” yang jelas berbeda sangat jauh dengan etnografi klasik ala
Bronislaw Malinowski, EE Evans-Pitchard, Marcel Mauss, Franz Boas, Margaret Mead,
atau Clifford Geertz. Tidak seperti mereka yang sepenuhnya tinggal bersama
masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya dalam waktu yang cukup lama, penulis
hanya beberapa waktu saja tinggal di Banda Aceh. Meskipun, jika ditotal dengan masa
tinggal penulis saat bekerja di Aceh bersama UN Women, durasi fieldwork ini sudah
mencukupi untuk sebuah etnografi. Tetap saja, meski penulis mendapat keuntungan
dari masa tinggal dulu dengan mendapatkan berbagai data tentang “kehidupan
keseharian (ordinary lives),” masa kerja itu tidak sepenuhnya menjadi kerja etnografis
--meski waktu itu penulis juga rajin membuat catatan (kese)hari(an).

Jika mungkin bisa dibandingkan, proses etnografi yang penulis lakukan akan
lebih mirip dengan model etnografi yang dilakukan mendiang Saba Mahmood —yang
juga bagian dari antropolog kontemporer. Seperti dipaparkan dalam The Politics of
Piety (2005) yang banyak menjadi rujukan analisis karya dan studi antropologi feminis
saat ini, Saba Mahmood sesungguhnya lebih banyak “bermain” pada tataran abstrak -
-tentang kebebasan ala liberalisme Barat- meski dengan dukungan data lapangan
melalui observasinya pada komunitas perempuan jamaah masjid di kota Kairo, Mesir,
yang berafiliasi dengan kelompok Islam fundamentalis dan konservatif. Model
etnografi Saba banyak dipengaruhi Talal Asad --yang merupakan mentornya-- dengan
karya dan studi historical anthropology-nya tentang sekularisme di masyarakat Barat
dan Islam. Meski sering dicap sebagai “pemerkosaan etnografis” karena data
lapangan yang tersedia tidak begitu kaya, karya Saba Mahmood dan Talal Asad, tak
bisa disangkal, memiliki pengaruh kuat dalam lapangan postcolonial anthropology,
antropologi agama, antropologi Islam, hingga feminist anthropology.

Etnografi zaman now yang penulis lakukan dengan metodologi yang dilakukan
ala Saba Mahmood dan Talal Asad sebanding bukan dari segi kualitas, tapi sekadar
dari segi “cara” pengumpulan data lapangan —-yang tidak terlalu lama dan dengan
informan sangat “fokus” serta bagaimana data-data itu akan digunakan sebagai
bahan analisis dan interpretasi sosial-budaya. Seperti Saba Mahmood yang sudah
sejak awal ingin “mempersoalkan ulang” penunggalan dan universalisasi kebebasan
(freedom) ala liberalisme Barat, penulis sudah memulai riset ini dengan keinginan
mempersoalkan lagi universalisasi dan penunggalan konsep-konsep baku dalam
feminisme Barat, seperti freedom, publik, politik, power, partisipasi, negosiasi, liberasi,
dan seterusnya dengan melihat bagaimana konteks lokal dari hal-hal tersebut. Inilah
yang menjadi poin lain yang membedakan etnografi klasik model Boas, Malinowski,
Mauss, Evans-Pritchard, dkk., yang melanglang buana tanpa terlalu dibebani dengan
beragam aspek konseptual, meski tetap dengan tujuan membuktikan beragam pre-
asumsi atau hipotesis.

Kembali ke atas, yang menjadi subyek utama artikel ini, bahwa salah satu niat
penulis melakukan fieldwork adalah mempraktikkan dan mengeksprimentasi
etnografi feminis. Etnografi sendiri merupakan metodologi memahami dinamika dan
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kompleksitas sosial dengan menjadikan data hasil obervasi lapangan sebagai bahan
utama. Etnografi membayangkan dunia sosial yang dinamis, kompleks dan beragam
bahkan di levelnya yang paling kecil --seperti keluarga—- dan mustahil memahaminya
tanpa jalan observasi lapangan. Etnografi feminis selama ini dikontekstualisasi lebih
dominan dalam kerangka produksi dan distribusi pengetahuan, dipahami sebagai
bagian penting dari women writing culture, upaya menghadirkan perspektif dan
pengetahuan perempuan dalam penulisan dan pemikiran tentang kebudayaan. Dalam
produksi pengetahuan kebudayaan yang male-centric, patriarkal, dan misoginik, hanya
ilmuan laki-laki yang dinilai memiliki otoritas dan kemampuan membangun
pengetahuan dan pemahaman tentang kebudayaan. Dalam pandangan yang male-
centrism ini, kebudayaan merupakan hal sangat kompleks dan rumit yang hanya bisa
dipahami oleh ilmuwan laki-laki; perempuan bahkan tidak bisa dijadikan informan
meski menjadi bagian penting dari proses pembentukan norma dan praktik
kebudayaan tersebut. Pada gilirannya, feminist ethnography menjadi upaya queer
writing culture, mengakomodasi suara-suara marginal lain dalam relasi gender,
seksual, ras, dan dalam feminisme itu sendiri.

Women writing culture merupakan kritik antropologi feminis atas writing culture
yang “netral,” yang sesungguhnya hanya ingin menegaskan male-centrism dalam dan
melalui antropologi. Writing culture yang netral bahkan masih terjadi belakangan
seperti direpresentasikan dalam Writing Culture: The Poetics and Politics of
Ethnography (1986) yang diedit dua antropolog kontemporer terkemuka, James
Clifford dan George Marcuse. Karya ini tidak menghiraukan karya-karya antropolog
perempuan dengan dalih, seperti dikatakan Clifford, “their works failed to meet the
requirement of being feminist and textually innovative.” Hampir sepuluh tahun
kemudian, antropolog feminis Ruth Behar dan Deborah Gordon memelopori women
writing culture melalui buku Women Writing Culture (1995) untuk meng-address dan
mengkritik problem marginalisasi perempuan dalam antropologi yang terus
berlangsung dan menegaskan kontribusi antropolog perempuan, signifikansi feminist
anthropology dan ethnography, dan mendorong “pengarusutamaan” karya-karya
antropolog perempuan terutama antropolog feminis di ruang-ruang pembelajaran
antropologi. Beberapa tahun sebelumnya, Mohanty (1991) sudah menyatakan, women
writing secara metodologis sangat krusial dalam menyediakan ruang bagi prempuan
untuk terlibat lebih dalam produksi dan sirkulasi pengetahuan.

Sebagai metodologi, etnografi feminis bukan tanpa kritik dan dianggap dewa
penyelamat sempurna bagi pengetahuan-pengetahuan perempuan tentang
kebudayaan dan realitas sosial. Selain bias “feminis” yang, kebalikan dari male-
centrism, etnografi feminis sering kali mengglorifikasi perempuan sebagai satu-
satunya sumber pengetahuan yang valid dan akurat atas kebudayaan dan realitas
sosial. Kritik juga datang dari antropolog feminis sendiri, seperti Judith Stacey (1988),
yang justru meragukan etnografi feminis terkait kemungkinan bisa menghilangkan sisi
relasi kuasa dalam produksi pengetahuan. Baginya, selalu ada relasi kuasa dalam
setiap produksi pengetahuan, bahkan ketika seorang antroplog feminis melakukan
studi dengan menjadikan perempuan lain sebagai sumber data, informasi, dan
pengetahuan. Relasi antara peneliti dengan informan, relasi atas dasar kelas, relasi
atas dasar latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, bahkan pengalaman-
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pengalaman individual dan personal —seperti pengalaman mobilitas, melakukan
perjalanan ke berbagai wilayah di luar wilayah budayanya akan sangat memengaruhi
produksi pengetahuan dalam etnografi feminis. Pada akhirnya, yang terpenting adalah
menyadari berbagai bias akibat ketimpangan relasi kuasa atas dasar apapun dan
menjadikan produksi pengetahuan sebagai proses terbuka. Apalagi, etnografi feminis
memprioritaskan pengetahuan dan pengalaman personal keseharian --yang dianggap
sumber pengetahuan utama perempuan-- yang justru sering dianggap tidak scientific
atau ilmiah. Stacey (1988) mewanti-wanti, yang paling fundamental adalah etnografi
feminis perlu mengubah cara pandang dualistik yang kaku berdasarkan positivisme
yang memisahkan subjek dan objek, pikiran dan perasaan, pengetahuan dan produser
pengetahuan, dan politik dan personal -yang sering melegitimasi posisi hierarkis
antara antropolog dan informan dan melegitimasi objektivikasi posisi para informan
itu. Itu artinya, tidak akan ada feminist ethnography seutuhnya atau kaffah; yang
mungkin ada hanyalah partial feminist ethnography.

Seperti konsep dasar etnografi feminis, proyek penelitian penulis memang
diniatkan sebagai bagian dari produksi dan distribusi pengetahuan feminis,
pengetahuan-pengetahuan yang mendukung opresi atas dasar ketimpangan dan
ketidakadilan gender. Tidak seperti etnografi feminis klasik yang memusatkan
(centering) sumber pengetahuan pada informan perempuan, penulis memahami
ketidakadilan gender sebagai problem bersama atau problem umat, problem sosial,
karenanya tidak hanya “mengandalkan” pengetahuan satu pihak --dalam hal ini
perempuan- sebagai upaya pemahaman dan perubahan. Salah satu yang menjadi
“eksperimentasi” penulis adalah etnografi feminis ini tidak dilakukan “satu arah”,
seakan-akan penulis hanya sedang meminta informasi dan pengetahuan dari para
informan di lapangan. Penulis menjadikan fieldwork ini sebagai bagian dari giving
back, menawarkan pengetahuan, sharing, dan transfer pengetahuan yang penulis
miliki dan dapatkan selama belajar di Departemen Antropologi, Binghamton
University. Praktiknya tidak selalu dalam forum formal atau semi-formal, tapi yang
terpenting justru melalui interview atau wawancara yang penulis jadikan sebagai
“forum diskusi”, bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, dan betukar dukungan demi
penguatan pengetahuan dan perspektif feminis. Para informan, bahkan yang datang
bukan dengan latar belakang gerakan feminis atau gerakan perempuan, perlu
mendapatkan pengetahuan feminis melalui proses wawancara ini. Tentu tidak dalam
proses pembelajaran yang doktrinal, dogmatis, apalagi memaksa. Menjadikan
wawancara sebagai ruang diskusi artinya benar-benar terjadi interaksi dialogis antara
penulis, sebagai peneliti, dengan para informan.

Sesungguhnya, “model” wawancara yang menjadi ruang diskusi dan tukar
pikiran gagasan dan pemikiran tidak terlepas dari situasi yang dibentuk para informan.
Partisipan wawancara penelitian ini berasal dari kelas sosial menengah yang hampir
tidak memiliki masalah pada kemampuan dan keterampilan menyampaikan pendapat
atau suara. Interaksi dialogis dalam bentuk diskusi menjadi pilihan strategis menggali
informasi sekaligus “menawarkan” pemikiran-pemikiran feminis yang penulis bangun
selama menjadi mahasiswa. Dalam ruang yang lebih interaktif-dialogis ini, penulisan
memiliki kesempatan membangun atau menguatkan pengetahuan dan perspektif
feminis para informan —-bukan didasari judgment pengetahuan dan perspektif para
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informan itu masih lemah atau terbatas. Inilah bentuk eksperimentasi penulis dalam
etnografi feminis: menjadikan interview sebagai ruang diskusi dan transfer
pengetahuan sebagai upaya pengayaan dan penguatan pengetahuan dan perspektif
feminis “partner penelitian” ini.

Mendeklarasi posisi sebagai feminis dalam arti pengusung keadilan gender,
sexual freedom, anti-kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dalam
standarnya yang paling “zero tolerance” menjadi bagian penting dari praktik feminist
ethnography. Di level ini, etnografi feminis tidak lagi melulu soal produksi pengetahuan
dalam bentuk “tahu” tapi lebih pada kesadaran personal dan kesadaran politik. Peneliti
dengan pendekatan etnografi feminis perlu menunjukkan lebih kentara profilnya yang
menolak segala bentuk kekerasan hingga level nol. Bagaimana praktisnya? Penulis
meyakini, ada seribu macam cara untuk mengartikulasikan posisi ini. Yang penting
namun dalam level abstrak adalah komitmen untuk tidak melakukan kekerasan dan
ketidakadilan dalam bentuk apapun saat melakukan fieldwork. Mungkin agak janggal,
bagaimana seorang “feminist ethnographer” bisa terlibat dalam tindakan kekerasan
dan ketidakadilan saat melakukan fieldwork? Nyatanya, kisah-kisah seorang
etnografer terlibat kekerasan dan ketidakadilan, termasuk dalam bentuk pelecehan
seksual, saat mereka melakukan “feminist ethnography” -mendokumentasikan
pengetahuan perempuan atau kelompok gender dan seksual minoritas bukan kisah
yang senyap. Feminist ethnographer, seperti halnya feminis yang lain, juga hidup dalam
realitas sosial dengan berbagai system of injustice and oppression yang mainstream
dan hegemonik, yang dalam tataran tertentu membunuh kesadaran feminis kita.
Menjadi feminis tidak menjamin secara otomatis menjadi manusia yang konsisten
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip feminis, dan lalu bersikap take for granted tanpa
keinginan untuk terus melakukan refleksi diri agar terus awas (aware) dengan nilai-
nilai dan prinsip-prinsip feminis itu.

Etnografi feminis memang perlu menjadi bagian dari upaya memperluas
feminisme: membangun dan menguatkan kesadaran feminis --sekali lagi dalam arti
mengusung keadilan gender, sexual freedom, anti-kekerasan berbasis gender dan
kekerasan seksual dalam standarnya yang paling “zero tolerance” - semua pihak yang
terlibat dan mengetahui kegiatan dan proyek penelitian kita. Tidak hanya para
informan yang menjadi partisipan langsung riset kita, tapi kalangan lebih luas: teman
dan kolega di lokasi riset yang tidak menjadi partisipan langsung, mereka yang
membantu riset kita termasuk research assistant, pemilik dan penjaga warung dan
toko (penulis sering mengobrol dengan pemilik usaha photocopy) yang kebetulan
mengobrol, landlord yang menyewakan tempat tinggal, supir gocar dan gojek, kenalan-
kenalan baru yang ditemui melalui penelitian ini. Beberapa pemilik dan penjaga
warung atau toko terlibat obrolan dengan penulis menanyakan maksud kedatangan
penulis di Aceh, dan bertanya lebih lanjut tema penelitian yang sedang dilakukan
penulis. Dalam eksperimentasi etnografi feminis ini, momen seperti ini perlu menjadi
kesempatan transfer pengetahuan dan perspektif feminis pada “awam.” Tidak jarang,
kita justru meremehkan pengetahuan “awam” dan segan memberi penjelasan tentang
subyek penelitian kita. Di sisi lain, kita sendiri yang merasa “minder” karena
menganggap (hanya) sedang meneliti isu perempuan atau gender, yang dalam
epitemologi misoginis dan malecentric dianggap subyek remeh-temeh. Pada akhirnya,
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seorang feminist ethnographer perlu merasa menyesal jika setelah melakukan
penelitian tidak bisa meninggalkan jejak “memperluas kesadaran feminis” ini dan
justru meninggalkan jejak kekerasan dan ketidakadilan.

Aktivisme Baru Etnografi Feminis

Berhadapan dengan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menjadi subyek
sangat fundamental dalam etnografi feminis, yang sering menghadirkan kerumitan
yang serius. Mengontrol diri untuk tak terlibat melakukan kekerasan saat melakukan
fieldwork, bisa jadi, lebih bisa dilakukan seorang feminist ethnographer yang terlatih
dengan nilai dan prinsip feminisme. Yang paling rumit dan kompleks, karena tidak
jarang fieldwork dilakukan dalam masyarakat yang dianggap menunjukkan pandangan
patriarkal, heteronormativisme, tidak toleran terhadap keragaman gender, dan
melakukan diskriminasi dan kekerasan bersis gender. Lebih rumit lagi karena
etnografi feminis membawa beban pemahaman lintas budaya (cross-cultural
understanding), atas nama multikulturalisme, poskolonialisme, dan dekolonialisasi.
Alih-alih langsung bersikap frontal pada berbagai pandangan patriakal dan
heteronormatif, seorang feminist ethnographer dituntut membangun pemahaman
berdasarkan pengetahuan lokal, logika budaya natif, hingga konteks sejarah sosial di
balik konstruksi pandangan dan perilaku patriarkal dan heteronormatif tersebut.
Feminist ethnographer yang memiliki latar belakang aktivisme feminis yang kuat sering
kali mengalami dilema yang meresahkan, di antara pilihan bersikap kritis dan
“kompromis” terhadap praktik patriarki, heteronormatif, dan ketidakadilan gender
dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya.

Tawaran di atas, yaitu menjadikan fieldwork sebagai transfer pengetahuan
feminisme dan ruang dialog yang memungkinkan transformasi kesadaran dan
pandangan secara dialogis menjadi jalan alternatif bernegosiasi dengan patriarki dan
heteronormativisme lokal. Membangun kolaborasi dengan gerakan feminis natif
menjadi agenda penting yang perlu dibangun. Etnografi feminis, dengan demikian,
perlu menjadi upaya jangka panjang melebihi kerja penelitian, pengumpulan data,
produksi pengetahuan. Kolaborasi melalui arkeologi feminis natif (feminist indigenous
archaeology), salah satunya yang berkembang dalam konteks Indian American bisa
menjadi rujukan pembelajaran membangun agenda aktivisme ini, termasuk melalui
produksi metodologi pengetahuan kritis.

Bagaimana para pengkaji indigenous feminist archaeology membangun
metodologi dan memproduksi pengetahuan feminis kritis, khususnya dalam konteks
indigenous archaeology dalam masyarakat Natif Amerika?

Pertama, yang paling perlu dipahami, metodologi dibangun melalui kerja
kolaborasi yang merupakan agenda lanjutan pascaetnografi dan kajian arkeologis
laiannya. Lalu, sebagai fondasi, para scholar yang dalam kajian ini memahami
antropologi dan arkeologi sebagai disiplin keilmuan yang androsentrik dan
malecentric. Dalam bahasa arkeolog feminis Janet Spector (1993:7), “Bukan saja mata
kuliah dan buku-buku teks arkeologi Natif Amerika lebih berpusat pada objek (object
centered) [yang mengabaikan manusia Natif sebagai sumber pengetahuan]; arkeologi
juga berpusat pada laki-laki (male centered). Jikapun manusia dipertimbangkan dalam
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penelitian arkeologi, hanya laki-laki yang ada di sana.” Arkeologi feminis memiliki dua
agenda utama. Yaitu, pertama, men-challenge perspektif imperialisme dan
etnosentrisme pada arkeologi Barat terutama dalam kajian-kajian tentang gender dan
perempuan Natif Amerika dan, kedua, membersihkan arkeologi Natif (indigenous
archaeology) dari andosentrisme.

Para scholar indigenous archaeology menegaskan pentingnya feminisme
sebagai framework analisis sekaligus politik pengetahuan dalam memahami situasi
gender dan situasi perempuan natif. Dalam pandangan feminis arkeologis Margaret
Conkey (2005:94), sangat penting untuk menguatkan interseksi antara Indigenous dan
feminist archaeologies... agar demi terbangunnya visi transformasi yang lebih kuat
dalam arkeologi dan antropologi. Scholar indigenous feminis, Linda Tuhiwai Smith
(1999:5), menggarisbawahi, kritik dari para scholar feminis mendorong terbangunnya
metodologi dan politik pengetahuan baru yang anti-kolonial. Konsekuensi dari aplikasi
politik feminis dalam kerja arkeologi natif ini adalah dengan menyediakan ruang
belajar yang bisa diakses perempuan-perempuan indigenous seperti dilakukan
arkeolog feminis Miranda Warburton dengan memberikan training arkeologi bagi para
perempuan Natif Amerika dari klan Navajo.

Dengan fondasi ini, proyek metodologi kritis feminis dalam sub-disiplin
indigenous archaeology yang menyertakan epistemologi dan masyarakat natif mulai
dilakukan dengan menjadikan pengalaman dan pengetahuan perempuan natif
sebagai pusat dalam produksi pengetahuan. Sementara, dalam paradigma
antropologi Barat yang androsentrik, pengalaman perempuan Natif sering tidak
dianggap penting (trivialized), diabaikan (ignored), dan dipinggirkan (peripheralized)
(Spector, 2003). Maka, dekolonialisasi metodologi dengan mengintegrasikan
framework feminisme dalam kerja antropologi dan arkeologi ini menyaratkan hadirnya
suara dan perspektif mereka yang terabaikan dalam produksi pengetahuan.
Metodologi kritis feminis ini menuntut empati atau keberpihakan yang kuat pada
mereka yang suaranya dimarginalkan, disumbat, bahkan dihilangkan.

Ruang dan akses atas produksi pengetahuan bagi para perempuan indigenous
dalam masyarakat Natif Amerika ini menegaskan pentingnya inklusivitas dalam
produksi pengetahuan ini. Keterlibatan perempuan natif ini secara langsung
mendesentralisasi peran scholar dan peneliti Barat-Putih-Laki-laki dalam produksi
pengetahuan secara dominan dan eksklusif. Efeknya, pemahaman norma dan praktik
budaya yang berkembang dalam masyarakat natif bukan saja lebih mengandung
perspektif indigenous, tapi juga perspektif perempuan yang selama ini diabaikan dan
disembunyikan.

Salah satu bentuk pengetahuan baru dari metodologi feminis indigenous ini
adalah rekonseptualisasi peran domestik perempuan dalam masyarakat Natif
Amerika berdasarkan perspektif dan konteks natif sendiri. Dalam perspektif ini, peran
domestik perempuan indigenous memiliki nilai politik dan budaya yang sama penting
dengan peran publik yang dilakukan laki-laki. Berbeda dengan konseptualisasi yang
dikonstruksi antropologi etnosentrik yang memandang perbedaan peran gender
sebagai refleksi ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Kita di Indonesia jarang sekali merujuk gerakan pemikiran yang berkembang
dalam masyarakat natif atau indigenous people saat membicarakan metodologi kritis,
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termasuk metodologi feminis kritis. Selain karena studi tentang masyarakat natif
memang jarang dilakukan, sangat mungkin, sikap akademik ini dipengaruhi oleh bias
kita terhadap masyarakat natif seperti halnya bias yang berkembang pada masyarakat
Barat, tentang masyarakat natif yang “terbelakang” dan tidak memiliki kemampuan
intelektual memadai yang memungkinkan terlibat dalam gerakan pemikiran yang
dinilai sebagai kerja kemanusiaan rasional dan scientific. Semoga, tulisan ini bisa
menginspirasi tradisi berpengetahuan baru yang menempatkan sistem pengetahuan
masyarakat indigenous sebagai metodologi penting, terutama dalam rangka
dekolonialisasi pengetahuan, termasuk pengetahuan feminis.

Situasi lebih kompleks yang menuntut model aktivisme baru dihadapi etnografi
feminis kontemporer di tengah perkembangan politik, di mana gender telah menjadi
salah satu subyek utama kontestasi politik, bahkan dalam konteks politik lokal, sangat
penting memikirkan dan membangun model lain aktivisme dalam etnografi feminis.
Seperti disebut di atas, perang gender (gender wars) menjadi faktor penting dalam
perkembangan politik kontemporer yang di antaranya diisi dengan dinamika dan
kompleksitas politik identitas. Sebagai bagian dari politik identitas, perang gender
menghadirkan fenomena the politics of resentment, yang ironisnya, juga ditunjukkan
kalangan mayoritas dan dominan dari segi gender. Perang gender yang membuka
ruang bagi kelompok gender dan seksualitas minoritas, seperti transgender, queer,
dan non-heteroseksual untuk lebih eksis di ruang publik menjadi ancaman bagi
kelompok gender mapan dan pendukung biological determinism. Menjadi kompleks
karena situasi tersebut dijadikan sumber baru bagi opresi dan diskriminasi terhadap
komunitas gender minoritas.

Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, perang gender
mendorong kelompok politik anti-gender menolak partisipasi dan representasi
transgender, queer, dan non-heteroseksual di banyak ruang publik, dari olah raga
profesional hingga pembakaran buku-buku “woke.” Bagaimana dengan di masyarakat
non-Barat, seperti Aceh? Apakah benar terjadi juga perang gender dan politik identitas
atas dasar gender dan seksualitas? Jika ada, apakah perang gender dan politisasi
identitas gender dan seksualitas di Aceh menjadi sumber baru aksi sosial-politik yang
diskriminatif, intoleran, bahkan kekerasan berbasis gender dan seksualitas? Lalu,
bagaimana etnografi feminis memosisikan dan membangun sikap di tengah situasi
tersebut?

Perang gender di Aceh bisa digali dengan menganalisis politik gender sebagai
bagian dari proyek nasionalisme Aceh, seperti didiskusikan di atas. Pembuatan
beberapa Qanun yang di dalamnya meregulasi dan mengontrol gender dan seksualitas
menjadi artikulasi dan representasi paling jelas dari politik dan perang gender di Aceh.
Kriminalisasi terhadap relasi dan orientasi non-hetereseksual juga menjadi penting
ideologi gender dan seksual atas dasar keislaman dan keacehan. Di level politik
informal --salah satunya didorong oleh pengaturan gender dan seksualitas secara
formal-- terlihat, misalnya, dari intensitas patroli dan pengawasan publik terhadap
individu yang dipandang tidak mengikuti dan menghormati norma gender keacehan
dan keislaman. Salah satu contoh kasus, di mana penulis menyaksikan langsung,
adalah pengusiran disertai amarah oleh beberapa laki-laki terhadap turis perempuan
yang tidak dianggap berpakaian “layak” dari area Masjid Raya Baiturrahman. Dengan
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menerapkan prinsip poskolonialisme dan multikulturalisme, penulis memahami sense
of nationalism di balik pengusiran dan amarah dalam tuntutan menghormati tempat
yang disakralkan oleh masyarakat Aceh, yaitu Masjid Raya Baiturrahman. Masyarakat
Aceh memiliki pandangan hidup dan logika budayanya sendiri, yang dibangun melalui
proses pergulatan sejarah panjang, untuk menentukan tempat-tempat tertentu
sebagai tempat suci, mistis, dan sakral yang wajib dihormati, termasuk oleh para
outsiders. Yang mengusik “prinsip feminisme” penulis adalah cara-cara yang
cenderung menunjukkan aksi-aksi kekerasan, bukan dialog, terutama yang
menargetkan tubuh perempuan dalam kasus seperti itu. Pada 2021, saat melakukan
penelitian lapangan, penulis mendapatkan banyak informasi dari para informan dan
aktivis perempuan di sana terkait massifnya kasus-kasus kekerasan berbasis gender
dan kekerasan seksual, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan
seksual terhadap anak yang tidak mendapatkan penegakan hukum yang adil bagi para
korban.

Situasi di atas menghadirkan dilema dalam etnografi feminis, seperti dialami
penulis. Namun, di sisi lain, hal ini juga menginspirasi pemikiran tentang alternatif
aktivisme dalam konteks etnografi feminis, pada saat etnografi ditujukan tidak
sekadar sebagai penelitian untuk mencari data dan produksi pengetahuan, tapi terlibat
langsung (engagement) dalam gerakan penghapusan kekerasan dan ketidakadilan.
Bagaimana menyikapi aksi ketidakadilan dan kekerasan yang menargetkan identitas
gender yang didasarkan pada konstruksi sejarah sosial-budaya dan menjadi bagian
dari menjaga sebuah tradisi?

Penulis menawarkan politik etnografi yang kritis namun menekankan dialog dan
pemahaman sejarah sosial-budaya sebagai jalan menghadapi situasi dilematis -
terutama dilihat dari lensa antropologi feminis. Karena beban poskolonialisme,
antropologi lama sekali dibebani kekhawatiran bersikap kritis secara frontal ketika
berhadapan dengan realitas sosial-budaya yang menunjukkan “ketidakadilan” dalam
masyarakat yang menjadi subjek penelitian —apalagi jika seorang antropolog yang
melakukan penelitian itu tidak menjadi bagian native dari masyarakat tersebut. Penulis
merujuk ide Mary Steedly (1999) sebagai framework dasar membangun
eksperimentasi politik etnografi kritis-dialogis ini. Dalam situasi dilematis seperti itu,
Steedly mengingatkan pentingnya seorang peneliti berhati-hati untuk, satu sisi, tidak
terjebak “esensialisasi kekerasan,” seakan-akan perilaku kekerasan inheren dalam
dan harus selalu menjadi bagian dari budaya sebuah masyarakat. Di sisi lain, peneliti
tidak jatuh pada “kulturalisasi kekerasan” dengan memahami kekerasan sebagai
elemen fundamental sebuah sistem sosial-budaya. Jalan tengahnya, Steedly
menawarkan, adalah “lokalisasi kekerasan”, dengan mempertimbangkan secara detail
setiap aspek di balik cara pandang dan tindakan kekerasan itu: bagaimana ia
diproduksi di sebuah konteks tertentu, ditujukan, direpresentasikan, dan diajarkan
(disciplined), untuk kepentingan tertentu --dan di waktu lain, untuk kepentingan politik
yang lain, justru diabaikan dan disembunyikan.

Framework “lokalisasi kekerasan” ini, bagi penulis, penting dalam kaitan
penggunaan budaya -termasuk agama- sebagai legitimasi pandangan dan aksi
kekerasan berbasis gender, yang memang punya akar budaya disertai dengan
kontestasi politik. Lokalisasi kekerasan mengandaikan pemahaman budaya yang utuh
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terhadap cara pandang dan tindakan kekerasan dan ketidakadilan gender —dibangun
dari etnografi dan observasi lapangan-- seraya membuka dialog lebar dengan
masyarakat lokal -mengakui kapasitas masyarakat lokal dalam produksi ideologi
gender, produksi pengetahuan gender, dan politik gender. Kerangka ini menjadi dasar
bertindak lebih “jernih,” moderat, namun kritis saat berhadapan dengan situasi
dilematis, seperti kasus di atas. Memahami konteks lokal ideologi patriarki dan
heteronormativisme di balik cara pandang dan praktik ketidakadilan gender diperlukan
karena tidak jarang perilaku tersebut didorong logika budaya yang bersifat sangat
lokal. Memahami aspek dan elemen lokal yang membentuk pandangan budaya gender
perlu menjadi bagian dari etnografi feminis.

Dalam wawancara dengan beberapa informan, disebutkan bagaimana
masyarakat Aceh lebih “memprioritaskan” kehormatan (honor) daripada keadilan
(justice) dalam relasi gender, terutama ketika keduanya tidak sejalan. Ini menjadi salah
satu contoh sistem lokal terkait gender. Elemen sosial yang memengaruhi
kehormatan (gender) tidak selalu dalam bentuk keadilan (gender). Pemahaman
interseksionalitas tentang keragaman elemen sosial di balik kontestasi dan tarik
menarik antara kehormatan dan keadilan menjadi subyek etnografi feminis yang
sangat penting dielaborasi, secara kritis dan dialogis. Namun, dalam kaitan aktivisme
feminis, demi penyikapan yang kritis dan dialogis, etnografi feminis perlu keluar dari
beban poskolonialisme dan memiliki posisi dan orientasi lebih jelas untuk
meresistansi cara pandang dan perilaku kekerasan atas nama ideologi gender
tertentu, termasuk yang mungkin dipengaruhi kontestasi antara kehormatan gender
dan keadilan gender.

Penutup

Sebagai catatan penutup singkat, penting untuk mengonseptualisasi gender sebagai
framework dalam mengobservasi pergulatan nasionalisme sebuah masyarakat.
Pendekatan ini akan membawa kita memahami gender sebagai elemen, sentral,
dinamis dan kompleks dalam sebuah masyarakat. Di sisi lain, pendekatan ini menjadi
dasar untuk memahami dan mengakui intensitas yang melibatkan masyarakat,
bahkan masyarakat lokal, dalam produksi gender, sebagai norma, ideologi, praktis,
pengetahuan, dan alat serta tujuan politik. Dinamika sosial ini menyediakan informasi
dan pengetahuan tentang gender yang sangat kaya, hasil kontestasi, resistansi, dan
adaptasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sepanjang perjalanan
sejarah-budaya masyarakat tersebut. Gender bagian dari sejarah sosial sebuah
masyarakat; gender diproduksi melalui dan dibentuk oleh sejarah, dan, sebaliknya,
gender juga memproduksi dan membentuk sejarah. Gender yang berkembang dan
dipraktikkan masyarakat Aceh merupakan hasil sejarah pergulatan panjang dalam
pergulatan nasionalisme Aceh; wajah nasionalisme Aceh, hingga hari ini, tidak
terlepas dari sejarah gender yang mengiringi sejarah sosial masyarakat Aceh. Proses
sosial ini akan berlangsung terus-menerus. Di mana terjadi pergulatan nasionalisme,
gender akan selalu hadir.. gender yang akan terus berubah. Gender akan selalu
mengalami perkembangan dan perubahan, dan, seperti dikatakan Butler (2023),
sebagai elemen masyarakat yang memilih “percaya” pada gender sebagai alat
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memahami persoalan ketidakadilan sosial dan memerjuangkan keadilan, kita tak
boleh berhenti “memikirkan gender.”

Tidak jarang, nasionalisme menghasilkan norma dan praktik gender yang kita
pandang tidak sesuai dengan prinsip-prinisp keadilan berdasarkan lensa dan standar
feminisme --sebuah situasi rumit dan dilematis bagi kita yang percaya pada prinsip
feminisme tentang keadilan gender dan kebebasan seksual. Situasi ini penting untuk
mendorong kita, para pengkaji gender, terus memikirkan agenda dan upaya yang kritis
sekaligus dialogis untuk bernegosiasi dengan situasi rumit dan dilematis. Melalui
penelitian feminisme, termasuk dalam bentuk etnografi, feminis perlu menyediakan
ruang untuk eksperimentasi membangun dan mengembangkan agenda-agenda
aktivisme-intelektual, sebagai bagian dari aktvisme feminis di tengah dinamika politik
identitas yang melibatkan perang gender.
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Pendidikan Seksualitas bagi Anak
Berkebutuhan Khusus

Helma Nuraini

Pendidikan seksualitas masih menjadi hal yang kontroversial di Indonesia. Hal ini
disebabkan berbagai tabu, stigma, dan mitos yang menyertainya, yang pada akhirnya
membentuk berbagai persepsi dan mispersepsi mengenai seks dan seksualitas.
Persoalan seks menjadi tabu untuk diajarkan sehingga dipahami secara salah kaprah
disertai berbagai mitos sebagai hal yang kotor atau menjijikkan namun menimbulkan
rasa penasaran yang kuat.

Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan di
sekolah tidak sepadan dengan pengalaman dan risiko yang dihadapi peserta didik
(Pakasi & Kartikawati dalam Handayani, dkk., 2019). Menurut mereka, pembelajaran
pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi pada jenjang SMA masih
menitikberatkan pada aspek biologis, cenderung menekankan pada bahaya serta
risiko seks pranikah dari sudut pandang moral dan agama dan tidak mengaitkannya
dengan hak remaja serta aspek penting relasi gender.

Permasalahan seksualitas anak dan remaja menjadi semakin kompleks ketika
subjek merupakan individu yang memiliki disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK). Minimnya referensi, wawasan orang tua dan pengajar (Farakhiyah, dkk., 2018),
dan keterbatasan remaja disabilitas/difabel menjadi faktor penyebab tereksklusinya
mereka dari pendidikan seksualitas.

ABK pada dasarnya akan melalui tahapan perkembangan fisik dan psikis
sebagaimana anak pada umumnya. Tugas-tugas perkembangan sebagai tuntutan
sosial dan budaya juga akan dialami oleh ABK. Dalam hal ini, ABK memerlukan
bantuan khusus dan cara belajar spesifik dikarenakan hambatan atau kekhasan yang
dimilikinya. Umumnya, ABK akan dapat menjalani tahapan dan tugas
perkembangannya dalam waktu yang lebih lama, dengan bantuan yang lebih intens
dan cara-cara khas yang tidak dapat disamaratakan dengan pola pembelajaran yang
lebih umum.

Individu umumnya akan mengalami perkembangan seksualitas secara tipikal,
atau sama dengan individu lain seusianya. Di sisi lain, ABK dengan beragam
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kebutuhannya akan mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan
seksualitasnya. Dengan kata lain, perkembangan seksualitas ABK akan atipikal.
Pendidikan seksualitas bagi ABK tidak berpatokan pada usia kronologis yang identik
dengan capaian perkembangan, namun tergantung pada sejauh mana ABK mampu
menyadari, memahami dengan benar, serta menerapkannya dalam kehidupan
kesehariannya. ABK juga perlu belajar untuk mengenali diri, merawat diri, menjalin
relasi dengan orang yang berbeda jenis kelamin sebagai bagian dari pendidikan
seksualitas. ABK juga perlu melindungi diri dari ancaman pelecehan atau kekerasan
seksual yang kerap dialaminya.

ABK rentan mengalami kekerasan seksual. Berdasar data di tahun 2021,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa
telah terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak difabel, 764 korban anak perempuan.
Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual, yaitu 592 kasus (Oktavia,
2023).

Realitasnya, ABK berada pada kelompok yang memiliki kerentanan sebagai
korban pelecehan dan kekerasan seksual. Kerentanan ini berada pada tingkat mikro
hingga makro sistem. Hal ini diperparah dengan keterbatasan informasi tentang
pendidikan seksualitas dan informasi pelaporan kejadian kekerasan (Sinombor,
2021). Beberapa contoh kasus kekerasan seksual pada ABK, yaitu (1) Kasus X,
seorang anak perempuan disabilitas dibawa kabur oleh orang yang dikenalnya dari
media sosial, kemudian diperkosa oleh 3 orang (Jakarta Barat), (2) E seorang
disabilitas intelektual diperkosa ayah angkat hingga mengalami trauma dan menjalani
perawatan di rumah sakit jiwa, dan (3) A, disabilitas intelektual diperkosa ayah, kakak,
dan adik kandungnya (Nurfaizah, 2023).

Seksualitas masih sering disalahpahami, disikapi secara ambigu, ditabukan
sekaligus ditakuti. Dalam lingkup pendidikan formal, pendidikan seksualitas masih
belum mendapatkan tempat dan format yang jelas dalam kurikulum dan
pembelajaran. Seksualitas sebenarnya tidak identik dengan kesehatan reproduksi.
Seksualitas tidak bisa dipahami dalam arti sempit dalam konteks kesehatan
reproduksi saja, melainkan harus dipahami secara komprehensif. Bagi anak-anak dan
ABK, tujuan pendidikan seksualitas mencakup permasalahan pengenalan diri,
menjaga kesehatan fisik dan mental, melindungi diri sendiri mengembangkan
kesadaran gender dan bertujuan pula untuk menjalin relasi sosial yang baik (Nuraini,
2023).

Secara lebih khusus, pendidikan seksualitas bagi ABK menuntut pengajaran
yang lebih inklusif. Tereksklusinya ABK dari pendidikan seksualitas menjadikan
mereka harus belajar dan mencari sendiri informasi tentang seksualitas. Terkadang
kelompok difabel melakukan perilaku seksual tidak sehat dikarenakan kurangnya
kemampuan komunikasi, hambatan akses pengetahuan, dan juga stereotip dan
stigma yang dilekatkan pada ABK dan individu serta kelompok difabel. Dalam hal ini,
isu-isu seksualitas bisa sangat berpeluang besar menjadi keliru dan hubungan seks
sesama difabel bisa terjadi di luar norma-norma sosial yang berlaku (Kusmulyana,
2015). Rudiyana (2019) menjelaskan bahwa ada kelompok difabel (disabilitas) Tuli
yang memiliki pacar lebih dari satu orang, telah menikah tetapi memiliki pasangan di
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luar nikah, dan banyak difabel rungu wicara yang tertular virus HIV atau menderita
AIDS.

Stigma bahwa difabel “aseksual” menjadikan ABK sulit mengakses,
mengomunikasikan, dan mendapat dukungan mengenai seksualitas, bahkan mereka
“dilindungi” dari informasi tentang seksualitas. Di sisi lain, difabel juga mendapat
stigma “hiperseksual,” sehingga pemahaman mengenai seksualitas ABK semakin
rancu. “Masyarakat masih memandang disabilitas sebagai ketidakmampuan dan
distigma negatif, tidak memiliki hasrat seksual atau bahkan memilikinya secara
berlebih,” kata komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, seperti dikutip Nurfaizah
(2023). Orang tua dan guru yang seharusnya menjadi pemeran utama pengajaran
pendidikan seksualitas, mengalami setidaknya dua hambatan, yaitu kurangnya
pengalaman dan pengetahuan tentang seksualitas pada ABK, tidak memiliki
keterampilan mengajarkannya, dan kurangnya media dan sarana yang mendukung.

Di tengah kegalauan pendidikan seksualitas dan ancaman kedaruratan seksual
serta pro-kontra yang terjadi, wacana pendidikan seksualitas inklusif berusaha
mencari jalan bagi implementasi pengajaran seksualitas bagi ABK. Penginklusian ABK
pada wacana seksualitas mutlak perlu dalam rangka pemberian hak memperoleh
pendidikan seksualitas serta kewajiban untuk mengajarkannya.

Artikel ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan hambatan pendidikan
seksualitas untuk ABK, (2) mengeksplorasi praktik dan pengalaman pendidikan
seksualitas yang telah dilakukan guru dan orang tua, dan (3) mengenalkan praktik baik
pendidikan seksualitas untuk ABK yang dilakukan orang tua, guru dan pihak lain dalam
konteks pendidikan non formal.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui
studi literatur dari jurnal dan artikel-artikel terkait tema pendidikan seksualitas pada
ABK. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan gambaran mengenai pendidikan
seksualitas bagi ABK yang dilakukan dalam konteks pendidikan informal di rumah,
pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal yang dapat diakses di
masyarakat, LSM dan di media komunikasi massa seperti di internet.

Hambatan Pendidikan Seksualitas untuk ABK

Pendidikan seksualitas menjadi persoalan tersendiri dalam pembelajaran ABK, baik di
rumah maupun di sekolah. Orang tua belajar secara mandiri melalui trial and error
dalam menyikapi perkembangan dan mengajarkan persoalan seksualitas pada anak
ABKnya. Di sekolah, baik guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau guru di sekolah inklusi
menemui hal serupa, yaitu mengajarkan dengan kemampuan yang mereka miliki
tanpa dukungan keterampilan, media, dan sumber belajar yang memadai.

Secara umum, pendidikan seksualitas belum menemukan format yang tepat
dan tidak terintegrasi dengan pendidikan keseharian di rumah. Fakta bahwa banyak
pelecehan dan kekerasan seksual dialami oleh anak-anak dan ABK, serta maraknya
konten serupa di media massa dan media sosial belum sebanding dengan upaya
institusi pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang menimpa
korban. Secara khusus, hambatan pengajaran pendidikan seksualitas berasal dari
ABK dan lingkungan terdekat serta masyarakat. ABK berada pada posisi tidak setara
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dikarenakan hambatan komunikasi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan life skil
(kecakapan hidup), dan lemahnya dukungan psikososial (Sinombor, 2021). Hal ini
menjadi persoalan tersendiri bagi orang tua dan pendidik untuk mengatasi, sehingga
ABK dapat lebih beradaptasi dengan lingkungannya.

Lingkungan terdekat sebagai significant others memiliki tanggung jawab besar
dalam melindungi, mengajarkan, dan memandirikan ABK dalam hal seksualitasnya.
Seksualitas bukan hanya terbatas pada kesehatan reproduksi, melainkan juga aspek-
aspek penghargaan pada diri, relasi seksual yang setara dengan pasangan hidup,
termasuk kehidupan seksualitas yang sehat, memuaskan dan membahagiakan.

Pengetahuan, norma dan praktik budaya di masyarakat juga menjadi hambatan
besar bagi pendidikan seksualitas. Stigma bahwa difabel “aseksual” menjadikan ABK
sulit mengakses, mengomunikasikan dan mendapat dukungan mengenai seksualitas.
Lebih jauh, bagi perempuan Tuli dan difabel dianggap tidak mampu memenuhi peran
prokreasi dan menjalankan peran menjadi ibu atau istri, bahkan dicurigai akan
melahirkan keturunan yang memiliki disabilitas seperti dirinya (Sinombor, 2021).

Ironisnya, ABK juga mendapat stigma sebagai “hiperseksual.” Di sisi lain,
sebagian kelompok difabel melakukan perilaku seksual tidak sehat, misalnya memiliki
lebih dari satu pasangan. Salah satu penyebab perilaku tersebut adalah kurangnya
kemampuan komunikasi, hambatan akses pengetahuan, dan juga sub budaya
kelompok difabel.

Pada awal tahun 2019, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA)
mendapat informasi Forum Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
Kota Banjarmasin tentang 11 remaja Tuli yang dikeluarkan dari Sekolah Luar Biasa
(SLB) karena hamil. Kehamilannya tidak direncanakan (KTD) karena berbagai
penyebab, seperti pemerkosaan atau hubungan seksual dengan teman atau pacar.
Penyelesaian yang dilakukan keluarga mereka antara lain aborsi paksa, dinikahkan
dengan teman atau pacarnya, dan melahirkan tanpa pasangan (Rudiana, 2019).

Praktik dan Pengalaman Guru dan Orang Tua

Seksualitas ABK sebenarnya sudah dengan sangat jelas diatur oleh PBB melalui
penetapan UNCRPD (United Nation Convention of Rights on Persons with
Disabilities/UNCRPD). Pada pasal 24 ditegaskan tentang hak penyandang disabilitas
untuk mendapatkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Konvensi tersebut
juga telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2011 melalui Undang-Undang (UU) Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Gunderson, dikutip Henley (2017), seorang trainer di Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) penyedia layanan comprehensive sexual health education
programs (program pendidikan kesehatan seksual komprehensif di California,
Amerika Serikat, para guru kurang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan
seksual peserta didik difabel karena mereka lebih berfokus pada aspek kesejahteraan
psikologis murid-muridnya. Perlu dukungan dari berbagai lembaga dinas kesehatan,
dinas pendidikan dan LSM.

Pendidikan seksualitas ABK menuntut orang tua atau pendidik lainnya untuk
melakukan pengajaran dengan cara-cara yang mengakomodasi kemampuan spesifik.
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Hambatan yang dialami guru dan orang tua yaitu kurangnya kesadaran ABK terhadap
perkembangan seksualnya dan keterbatasan bahan ajar. Materi pendidikan
seksualitas yang diberikan orang tua yaitu cara menjaga kebersihan alat kelamin dan
cara mandi. Guru menganggap penting mengajarkan materi kesehatan reproduksi,
masalah kesehatan diri, dan masalah hubungan perempuan dan laki-laki.

Praktik Baik Pendidikan Seksualitas Bagi ABK

Pendidikan seksualitas memerlukan kurikulum terstandar yang dapat disesuaikan
pada situasi dan seting yang berbeda. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah
merekomendasikan kurikulum International Technical Guidance for Sexuality Education
(ITGSE) yang dapat digunakan pada pendidikan formal, informal dan nonformal
(Mediana, 2021). Sebagian dari konsep International Technical Guidance on Sexuality
Education (ITSGE) telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) melalui mengembangkan modul digital Pendidikan Keterampilan
Hidup (PKH). Selain itu, Kemendikbud juga bekerja sama dengan UNICEF dan mitra
lain melalui program “Guru Belajar dan Berbagi.”

Pendidikan seksualitas sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak
1994 hingga 2013 (melalui kurikulum tematik pada mata pelajaran umum seperti
Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan
Pendidikan Agama) dan dimasukkan sebagai muatan diversifikasi kurikulum yang
diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran seperti lImu Pengetahuan Alam (IPA),
Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan (kompas.id, 2020). Praktik bagi
pendidikan seksualitas pada ABK yang ada yaitu Dinas Pendidikan Yogyakarta yang
telah membuat kurikulum tentang kesehatan reproduksi untuk ABK, termasuk
memberikan pendidikan dan latihan Kesehatan Reproduksi (Kespro) rutin bagi guru
Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pendidikan seksualitas layanan kesehatan reproduksi remaja justru lebih
banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu contohnya
adalah UNALA, yang merupakan program layanan kesehatan reproduksi remaja yang
dikembangkan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) dan Yayasan Siklus
Sehat Indonesia. Contoh lain yaitu pengembangan modul pendidikan seksualitas yang
dilakukan oleh Rutgers World Population Fund (WPF) Indonesia. Modul tersebut
disusun berdasarkan tingkat pendidikan atau usia peserta didik. Walaupun tidak
spesifik membahas pendidikan seksualitas ABK, setidaknya modul yang telah disusun
didasarkan sesuai usia perkembangan dan pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak
(TK) dengan modul “Aku dan Kamu”, tingkat SMP dengan judul “SETARA: Semangat
Masa Remaja”, tingkat SMA dan bagi anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan dengan
modul berjudul “SERU: Sumber Edukasi Masa Remajaku”, dan bagi anak SLB A dan B
(Tuna Rungu/Tuli dan Tuna Wicara) dengan judul “Maju” dan “Langkah Pastiku.”

Kesimpulan

Pendidikan seksualitas merupakan hal yang mendesak diajarkan bagi anak. ABK perlu
mendapatkan pendidikan secara inklusi karena kekhasan perilaku, kepribadian, dan
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cara belajar, termasuk risiko kerentanan menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini
juga juga semakin menjadi beban dikarenakan stigma dan tindakan diskriminatif
komunitas ABK. Hambatan yang dialami guru dan orang tua yaitu kurangnya
kesadaran ABK terhadap perkembangan seksualnya, keterbatasan bahan ajar, dan
materi yang kurang. Para orang tua yang memiliki anak ABK melakukan pendidikan
dengan cara menjaga kebersihan alat kelamin dan cara mandi. Guru mengambil peran
penting dalam mengajarkan materi kesehatan reproduksi, masalah kesehatan diri dan
masalah hubungan perempuan dan laki-laki.
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Penulisan Terapeutik dan Strategi
Alternatif Pemulihan bagi
Penyintas

Dian Nafiatul Awaliyah

Pendahuluan

Setelah pengalaman traumatis, korban sering kali menghadapi berbagai tantangan
emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara
mendalam. Pendekatan terapeutik tradisional yang mungkin efektif bagi banyak
individu, tidak sepenuhnya mengatasi aspek-aspek kompleks dan rumit dalam
pemulihan trauma bagi para penyintas atau survivor. Metode inovatif yang melengkapi
terapi yang sudah ada kemudian berkembang, termasuk konsep ruang tulis yang
didedikasikan untuk penyembuhan dan pemulihan korban dan penyintas. Ruang-ruang
ini memberikan korban jalan yang unik untuk ekspresi emosi, refleksi, dan
pertumbuhan.

Tulisan terapeutik, yang ditandai dengan tindakan menuangkan pikiran dan
emosi melalui tulisan, telah diakui sebagai cara yang kuat untuk mempromosikan
proses healing emosional, ketahanan, dan penyembuhan psikologis. Tindakan menulis
memungkinkan individu untuk melakukan eksternalisasi perasaan mereka,
mendapatkan sudut pandang tentang pengalaman mereka, dan membentuk narasi
koheren tentang trauma mereka. Selain itu, tindakan menulis dapat memberikan rasa
agensi dan kontrol, memungkinkan korban untuk mengambil kembali suara dan
identitas mereka di tengah kesulitan.

Psikologi lingkungan berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana ruang
fisik memengaruhi perilaku dan kesejahteraan manusia. Desain dan tata letak ruangan
dapat membangkitkan respons emosional dan memfasilitasi aktivitas tertentu.
Dengan menggabungkan prinsip-prinsip tulisan terapeutik dan psikologi lingkungan,
konsep ruang tulis yang didedikasikan untuk penyembuhan kemudian muncul sebagai
sarana potensial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pemulihan
korban.
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Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi desain dan dampak ruang tulis yang
didedikasikan bagi korban, menyelidiki bagaimana ruang tersebut dapat berkontribusi
pada penyembuhan emosional dan pertumbuhan pribadi. Dengan mengkaji praktik
tulisan terapeutik, pemulihan trauma, dan desain lingkungan, penelitian ini bertujuan
untuk memberikan wawasan tentang efektivitas ruang-ruang semacam itu dalam
mendorong kesejahteraan secara holistik.

Melalui wawancara kualitatif, korban yang telah berinteraksi dengan ruang tulis
penyembuhan berbagi pandangan mereka tentang kualitas fasilitatif ruang tersebut
dan cara-cara di mana ruang tersebut telah memengaruhi perjalanan penyembuhan
mereka. Selain itu, penelitian ini mendalami komponen fisik dan psikologis dari ruang
tulis yang berkontribusi pada potensi penyembuhan trauma korban. Elemen-elemen
seperti tempat duduk yang nyaman, pencahayaan yang menenangkan, privasi, dan
aksesibilitas bahan tulis akan dianalisis dalam hubungannya dengan peran mereka
dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Penggunaan panduan,
teknik jurnalisme, dan praktik reflektif juga dieksplorasi untuk memahami kemampuan
mereka dalam meningkatkan manfaat terapeutik menulis di dalam ruang-ruang ini.

Eksplorasi ruang tulis yang didedikasikan untuk penyembuhan menyajikan
perspektif baru tentang pemulihan korban. Dengan menyatukan dunia tulisan
terapeutik, psikologi lingkungan, dan pemulihan trauma, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan wawasan yang dapat membantu dalam pengembangan dan
implementasi ruang-ruang tulis yang mendukung perjalanan emosional korban
menuju penyembuhan dan pertumbuhan (Ladd & Neufeld Weaver, 2018).

Metode Penelitian

Kerangka kerja penelitian untuk studi ini berdasarkan pada interseksi antara praktik
tulisan terapeutik, psikologi lingkungan, pemulihan trauma, dan pertumbuhan
pascatrauma. Kerangka kerja konseptual menguraikan hubungan antara elemen-
elemen kunci ini dan memandu penyelidikan terhadap efektivitas ruang tulis yang
didedikasikan untuk penyembuhan korban.

Pertama, Praktik Tulisan Terapeutik. Dasar kerangka konsep ini terletak pada
prinsip-prinsip tulisan terapeutik, yang melibatkan ekspresi emosi, pikiran, dan
pengalaman melalui menulis. Praktik ini memfasilitasi pemrosesan emosi,
restrukturisasi kognitif, dan pembentukan narasi koheren. Tulisan terapeutik
memberikan platform bagi korban untuk mengeksternalisasikan perasaan mereka,
mendapatkan sudut pandang tentang trauma mereka, dan terlibat dalam introspeksi
diri (Goelitz, 2020).

Kedua, Psikologi Lingkungan. Kerangka kerja ini mengintegrasikan konsep-
konsep dari psikologi lingkungan, mengakui bahwa lingkungan fisik memengaruhi
tanggapan emosional dan perilaku manusia. Lingkungan penyembuhan dirancang
untuk mempromosikan kesejahteraan dan pemulihan dengan menggabungkan
elemen-elemen seperti pencahayaan alami, tempat duduk yang nyaman, dan privasi.
Aspek-aspek ini berkontribusi pada keamanan emosional, relaksasi, dan atmosfer
yang mendukung untuk aktivitas terapeutik. (Shalka, 2019).
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Ketiga, Pemulihan Trauma. Dalam konsep kerja ini, pemulihan trauma
melibatkan penanganan dampak emosional dan psikologis dari pengalaman
traumatis. Terapi tradisional, meskipun efektif, tidak sepenuhnya mencakup
kompleksitas proses penyembuhan. Ruang tulis yang didedikasikan dan diusulkan
sebagai alat tambahan dapat meningkatkan terapi tradisional dengan menawarkan
korban jalan yang berbeda untuk ekspresi diri, eksplorasi emosi, dan pertumbuhan
pribadi (Apol, 2019).

Keempat, Pertumbuhan Pascatrauma. Konsep pertumbuhan pascatrauma
menekankan potensi perubahan psikologis positif setelah menghadapi keterpurukan.
Terlibat dalam intervensi tulisan yang terstruktur dapat mempromosikan
pertumbuhan pascatrauma dengan memfasilitasi pemrosesan kognitif, pembentukan
makna, dan pertumbuhan pribadi. Intervensi tulisan yang mendorong korban untuk
merenungkan pengalaman traumatis mereka dan menemukan perspektif baru telah
dikaitkan dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan.

Kerangka kerja penelitian untuk studi ini bersumber dari praktik tulisan
terapeutik, psikologi lingkungan, pemulihan trauma, dan pertumbuhan pascatrauma
untuk menyelidiki potensi ruang tulis yang didedikasikan untuk penyembuhan korban.
Dengan mempertimbangkan hubungan antara elemen-elemen ini dan menggunakan
pendekatan penelitian eklektik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi
pemahaman tentang pendekatan inovatif dalam pemulihan trauma dan kesejahteraan
emosional.

Data dikumpulkan melalui wawancara kualitatif, penilaian psikologis yang
distandarisasi, dan pengamatan terhadap ruang tulis. Wawancara mendalam
memberikan wawasan tentang pengalaman dan persepsi peserta, sementara
penilaian psikologis akan mengukur secara kuantitatif perubahan dalam indikator
kesehatan mental dan skor pertumbuhan pascatrauma. Data kualitatif akan diproses
secara analisis tematis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang terkait dengan
pengalaman peserta dengan ruang tulis. Data kuantitatif dianalisis dengan metode
statistik untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam indikator kesehatan
mental sebelum dan setelah berinteraksi dengan ruang tulis. Temuan kualitatif dan
kuantitatif akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang
peran dan dampak ruang tulis yang didedikasikan untuk penyembuhan korban.
Temuan kualitatif akan memperkaya interpretasi hasil kuantitatif. Dengan
mengadopsi desain penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang
efektivitas dan dampak ruang tulis yang didedikasikan untuk penyembuhan korban.

Keterbatasan potensial studi ini termasuk bias pemilihan diri di antara peserta,
variasi dalam desain dan ketersediaan ruang tulis, dan sifat subjektif data yang
dilaporkan sendiri. Pendekatan metode campuran yang digunakan dalam studi ini
akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan dampak ruang
tulis yang didedikasikan untuk penyembuhan korban. Dengan menggabungkan
wawasan kualitatif dengan data kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
kontribusi pada pemahaman tentang pendekatan inovatif dalam pemulihan trauma
dan kesejahteraan psikologis.
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Temuan dan Pembahasan

Model-model penulisan untuk penyembuhan, seperti penulisan terapeutik dan terapi
skrip, telah digunakan sebagai media penyembuhan trauma dan mempromosikan
kesehatan mental. Model-model ini memberikan ruang untuk mengekspresikan dan
mengorganisir  pengalaman traumatis korban melalui penulisan naratif,
memungkinkan mereka mengubah gambar dan emosi menjadi kata-kata dan teks
(Ruini & Mortara, 2022). Penggunaan terapi puisi juga telah dieksplorasi sebagai cara
untuk membantu korban kekerasan dalam hubungan intim mendapatkan sudut
pandang tentang situasi mereka (Sharma, 2020). Ada juga pengalaman pribadi
dengan terapi puisi yang menceritakan tentang kisah meninggalkan hubungan yang
abusive selama 13 tahun yang dijadikan sebagai contoh (Masson, 2020). Selain itu,
tindakan menulis dari pengalaman pribadi, seperti sudut pandang seorang perempuan
Brasil keturunan Afrika, dapat berfungsi sebagai bentuk bertahan dan perlawanan
terhadap ketidakadilan.

Para korban sering mengalami dehumanisasi yang mendalam dan hasil
kesehatan yang buruk ketika trauma, sementara mereka tidak ditangani dengan baik.
Untuk itu, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka merasa dihormati dan
diberdayakan dalam proses penyembuhan dan mencari keadilan selanjutnya. Dengan
sistem peradilan pidana yang kurang dimanfaatkan karena proses re-trauma,
pengawasan profesional penegak hukum, dan tingkat penyelesaian yang tinggi,
keadilan restoratif (RJ) muncul sebagai pilihan yang sepenuhnya berdaya. RJ
menjanjikan korban untuk memperbaiki kesalahan dan mengalami akuntabilitas
(Burns & Sinko, 2023). Berbagai bentuk penulisan ini memberikan ruang penyembuhan
bagi korban untuk memproses dan mengatasi trauma, serta menawarkan saluran
terapeutik untuk ekspresi emosi dan pertumbuhan.

Penulisan terapeutik, sering disebut sebagai penulisan ekspresif atau
jurnalisme, telah banyak diteliti karena potensi manfaat terapinya, terutama dalam
konteks pemulihan trauma. Karya penting Pennebaker tentang penulisan ekspresif
menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman traumatis dapat menyebabkan
peningkatan kesejahteraan psikologis dan fisik. Pendekatan ini memfasilitasi
pemrosesan emosi, restrukturisasi kognitif, dan pembentukan narasi yang koheren,
yang berkontribusi pada penurunan ketidaknyamanan dan peningkatan ketahanan di
antara korban. Beberapa tahun kemudian, ketika korban/penyintas menulis tentang
pengalaman mereka, mereka menghadapi apa yang disebut sebagai penulisan
autobiografi yang tertunda (Concepcion, 2018).

Psikologi lingkungan fokus menyoroti hubungan yang rumit antara
kesejahteraan manusia dan lingkungan fisik. Studi sebelumnya telah menunjukkan
bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat memengaruhi emosi, tingkat
stres, dan proses kognitif. Lingkungan penyembuhan, yang ditandai dengan elemen-
elemen seperti pencahayaan alami, tempat duduk yang nyaman, dan privasi, telah
terbukti berdampak positif pada hasil pemulihan secara medis dan psikologis.
Menulis dapat membantu meredakan kekacauan emosi, stres, dan bahkan rasa sakit
fisik (Hanci-Azizoglu & Alawdat, 2022).
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Penelitian terbaru mulai menjelajahi konsep ruang tulis yang didedikasikan
sebagai pendekatan unik untuk pemulihan trauma. Ruang-ruang ini sengaja dirancang
untuk menyediakan lingkungan yang tenang, aman, dan mendukung bagi korban untuk
terlibat dalam penulisan terapeutik. Temuan awal menunjukkan bahwa ruang-ruang
seperti ini dapat memfasilitasi ekspresi emosi, refleksi diri, dan perasaan kendali, yang
merupakan bagian integral dari proses penyembuhan (Klein, 2019). Namun, diperlukan
bukti empiris lebih lanjut untuk memahami elemen desain tertentu yang dapat
mengoptimalkan efektivitas mereka.

Ada empat tema kunci yang dapat memberikan pemahaman yang lebih adil, etis,
dan bermakna tentang inklusi korban dalam proses organisasi, yaitu menyiapkan diri
dari stres dan paradoks bekerja dengan korban, menilai kemampuan korban,
melibatkan korban dengan cara-cara yang bisa memahami trauma, serta merancang
prosedur dan mekanisme untuk menerima komentar penting dari korban. Fokus pada
kemampuan korban dapat membantu membangun ulang struktur kekuasaan dan
otoritas dalam sebuah organisasi -yang mendukung anti-kekerasan-- dan mengarah
pada pembuatan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif (Lockyer, 2022).

Pertumbuhan pascatrauma (PTG) merujuk pada perubahan psikologis positif
yang dialami individu setelah mengalami kesulitan atau masalah. Studi menunjukkan
bahwa intervensi penulisan terstruktur dapat mempromosikan PTG dengan
memfasilitasi pemrosesan kognitif, pencarian makna, dan pertumbuhan pribadi
(Tedeschi & Calhoun, 2004). Intervensi penulisan yang mendorong korban untuk
merenungkan pengalaman traumatis mereka dan menemukan perspektif baru
berkaitan erat dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan.

Beberapa literatur menekankan potensi sinergi antara menulis sebagai terapi,
psikologi lingkungan, dan pemulihan trauma. Sementara, menulis sebagai bentuk
terapi telah terbukti efektif dalam mengolah emosi dan memupuk ketahanan, integrasi
ruang penyembuhan yang bisa meningkatkan dampak dan fungsinya dengan
menyediakan lingkungan fisik yang memfasilitasi keamanan emosional dan ekspresi
kreatif. Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa aktivitas atau kegiatan bisa
dilakukan melalui strategi bertahan dan sukses seperti berbagi kerentanan dengan
teman sekelas dan guruy, serta berlatih penyembuhan melalui transformasi. Melalui
penyembuhan antargenerasi dengan misalnya meneruskan kesadaran baru mereka
ke generasi berikutnya (Lockhart, 2019).

Penelitian ini secara khusus mendalami desain dan dampak ruang menulis yang
didedikasikan untuk penyembuhan bagi para korban dan penyintas. Penelitian ini
bertujuan untuk menyelidiki prinsip-prinsip desain, pengalaman peserta, dan hasil
terapi yang terkait dengan tema atau isu yang dibahas. Dengan menganalisis
interseksi praktik menulis terapi, desain lingkungan, dan pemulihan trauma, penelitian
ini berupaya untuk memberikan pemahaman tentang peran unik yang dapat
dimainkan oleh ruang-ruang menulis yang didedikasikan dalam mempromosikan
penyembuhan emosional dan pertumbuhan pribadi para korban.

Peserta secara konsisten melaporkan bahwa ruang menulis memberikan
lingkungan yang aman dan bebas penilaian bagi mereka untuk mengungkapkan emosi
mereka secara bebas. Banyak yang menggambarkan pengalaman katarsis, karena
menulis memungkinkan mereka untuk melepaskan perasaan yang tertahan terkait
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dengan pengalaman traumatis mereka. Protokol wawancara tanggapan tertulis
(WRIP) juga memiliki potensi untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi bukti,
serta konsistensi dan pengalaman para korban yang selamat dari pelecehan seksual
(Heydon & Powell, 2018).

Ruang-ruang menulis mendorong peserta untuk terlibat dalam introspeksi diri
dan mencari makna dari trauma mereka. Melalui menulis, mereka dapat menjelajahi
pikiran mereka, mendapatkan wawasan tentang emosi mereka, dan menemukan
perspektif baru tentang pengalaman mereka. Terdapat hubungan antara perbedaan
pengalaman dan hubungan di dalam kelas, termasuk keamanan, penyembuhan
kolektif, dan perlawanan (Gonzalez Noveiri & Dougherty, 2023).

Peserta menyatakan bahwa terlibat dalam penulisan terapi dalam ruang khusus
memberi mereka rasa ke-agenan (agency) dalam proses penyembuhan mereka.
Dengan menulis, akan memungkinkan mereka mendapatkan kembali narasi mereka
dan mengambil peran aktif dalam perjalanan pemulihan mereka. Menyoroti elemen
penceritaan, metafora, lingkungan, dan seni dalam lokakarya, menulis
mempromosikan pengalaman penyembuhan fisik bagi perempuan. Di sini kita bisa
melihat bahwa ada hubungan antara tulisan dengan tubuh, konteks sosial, dan
kekuasaan utamanya terkait tubuh perempuan (Viera, 2021).

Faktor penting lainnya adalah perumahan yang aman dan terjangkau yang
dikaitkan dengan kemampuan penyintas untuk pulih dari trauma masa lalu. Kerangka
teori dan praktik harus mempertimbangkan stabilitas perumahan sebagai komponen
integral dari proses penyembuhan. Kebijakan dan implikasi praktis dalam
mengintegrasikan praktik trauma ke dalam model perumahan (Hetling, dkk., 2018).

Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya ruang menulis khusus
sebagai pendekatan pelengkap terapi tradisional untuk penyembuhan orang yang
selamat dari tindak kejahatan seeprti pelecehan seksual. Integrasi praktik penulisan
terapeutik dan prinsip-prinsip psikologi lingkungan dalam ruang-ruang ini
membuahkan hasil positif. Pentingnya lingkaran belajar, keaslian dan keterhubungan
lintas perbedaan yang menjadi landasan komunitas belajar. Rasa memiliki menjadi
tembok yang menjembatani program pendidikan sebagai ruang penyembuhan
(Pollack & Edwards, 2018).

Temuan kualitatif menyoroti pentingnya desain fisik ruang menulis. Elemen
seperti tempat duduk yang nyaman, pencahayaan yang menenangkan, dan privasi,
berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspresi emosional
dan refleksi diri. Fitur-fitur ini selaras dengan prinsip-prinsip penyembuhan lingkungan
dalam psikologi lingkungan. Ekspresi pengalaman traumatis telah digunakan dalam
banyak cara, seperti menyanyi, seni lukis, dan presentasi bermakna lainnya. Menulis
dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak cara yang digunakan untuk
membahas fenomena kesedihan. Dengan demikian, menulis merupakan tindakan
mengonstruksi karya naratif melalui trauma. Pada dasarnya narasi dan artikel memuat
naskah dan garis besar cerita. Dengan demikian, entri baru tampaknya dipelajari di
bidang humaniora. Yang terakhir ini dikenal sebagai skenario terapeutik. Istilah skrip
terapeutik diartikan sebagai proses menulis dan menulis melalui pengalaman
traumatis dalam modalitas terapeutik. Dengan demikian, salah satu tujuan utama
penulisan tentang kehidupan traumatis adalah untuk menyajikan krisis emosional
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ekstrem tertentu yang tidak dapat diungkapkan atau ditimbulkan oleh karakter penulis
(Sumia & Yasmina, 2020).

Tindakan menulis di ruang khusus ini memungkinkan para penyintas untuk
terlibat dalam proses emosional. Peserta menggambarkan bagaimana ruang tersebut
memberikan ruang yang tidak mengancam untuk menghadapi emosi mereka, yang
menghasilkan katarsis dan rasa lega. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
tentang manfaat terapeutik tulisan ekspresif dalam pemulihan trauma. Proses
pemulihan dapat dilakukan secara berkelompok sebagai sarana untuk
menyembuhkan perubahan; mengubah gosip yang merusak menjadi gosip yang
membangun; kekuatan beradaptasi dan menciptakan makna. Proses perkembangan
selanjutnya adalah mengubah yang terluka menjadi penyembuh; filosofi hidup yang
berubah; kekuatan psikis yang digali dan diregenerasi melalui identitas pendorong
pascatrauma (Walker & Fouch, 2018). Hal ini menunjukkan pengalaman mendalam
dan emosional dari ruang bayangan di mana para penyintas menavigasi lingkungan
kampus melalui lensa ancaman keamanan dan integritas (Monahan-Kreishman &
Ingarfield, 2018). Meski kesulitan tidak dapat dihindari, para peserta menunjukkan
berbagai strategi dan sumber kekuatan melalui navigasi tersebut. Implikasi untuk
penelitian dan praktik pendidikan tinggi disediakan (Shalka, 2021).

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa peserta mengalami perubahan dalam
perspektif dan rasa pertumbuhan pribadi setelah terlibat dengan ruang menulis. Hal
ini sejalan dengan konsep pertumbuhan pascatrauma, karena tindakan menulis
memungkinkan peserta menemukan makna dalam pengalaman mereka dan
menemukan kekuatan yang mungkin tidak mereka sadari jika tidak. Meskipun
penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, ada keterbatasan yang perlu
dipertimbangkan. Ukuran sampel mungkin memengaruhi generalisasi temuan. Selain
itu, sifat data yang dilaporkan sendiri menimbulkan potensi bias. Penelitian di masa
yang akan datang hendaknya dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari
ruang khusus menulis, mempertimbangkan variasi dalam desain ruang, dan mengkaiji
pengalaman kelompok demografi tertentu.

Temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap program pemulihan
trauma, profesional kesehatan mental, dan desainer arsitektur. Memasuki ruang
menulis khusus sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap penyembuhan bagi
korban dan penyintas dapat menawarkan jalan yang inovatif dan memberdayakan
untuk ekspresi dan pertumbuhan emosional. Sifat penyembuhan mengungkapkan tiga
tujuan utama, yakni terhubung kembali dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan
dengan dunia (Sinko & Saint Arnault, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang menulis khusus menjanjikan
sebagai alat yang efektif untuk penyembuhan para korban dan penyintas. Dengan
menggabungkan praktik penulisan terapeutik dengan prinsip-prinsip psikologi
lingkungan, ruang-ruang ini memberikan lingkungan yang mendukung bagi para
penyintas yang mendorong ekspresi emosional, refleksi, dan pertumbuhan.
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Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mengeksplorasi potensi ruang menulis
khusus sebagai sarana untuk mendorong penyembuhan dan pertumbuhan di antara
para penyintas pengalaman traumatis. Melalui metode penelitian campuran yang
komprehensif, termasuk wawancara kualitatif dan penilaian psikologis kuantitatif,
studi ini mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman penting tentang efektivitas
ruang-ruang tersebut.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan yang aman
dan mendukung bagi para penyintas untuk terlibat dalam penulisan terapi. Elemen
desain fisik, seperti tempat duduk yang nyaman, pencahayaan yang menenangkan,
dan privasi, berkontribusi pada suasana yang memfasilitasi proses emosional dan
refleksi diri. Tindakan menulis dalam ruang-ruang ini memungkinkan para penyintas
untuk mengeksternalisasi emosi mereka, mendapatkan wawasan tentang
pengalaman mereka, dan membangun narasi yang berkontribusi pada perjalanan
penyembuhan mereka. Terapi cerita adalah proses menciptakan kisah hidup bersama
untuk mengubah sastra menjadi metode membantu dan menyembuhkan klien. Dalam
arti tertentu, terapis berfungsi sebagai pelatih menulis bagi klien, membekali klien
untuk memecahkan “masalah” mereka melalui pencatatan kehidupan mereka. Terapi
naratif -yang muncul dari konteks posmodern dan dikonstruksi secara sosial,
merupakan pendekatan unik tentang penyembuhan individu, dan tentang menulis
kehidupan, serta sebagai aktivitas yang menciptakan makna dan pola dasar terapi
naratif -memiliki fungsi terapeutik. Penyembuhan dengan menulis pengalaman hidup
(life writing) dapat dilakukan di ruang kelas yang bercirikan keterbukaan dan empati
(Gu, 2018).

Integrasi praktik penulisan terapeutik dengan prinsip psikologi lingkungan telah
terbukti membuahkan hasil positif. Peserta mengalami penurunan gejala depresi,
kecemasan, dan stres, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan psikologis
mereka setelah menggunakan ruang menulis khusus. Selain itu, peserta melaporkan
pertumbuhan pribadi, pemberdayaan, dan rasa ke-agenan (agency) dalam proses
penyembuhan mereka. Dunia akademik dan riset memiliki peran dan kontribusi
penting dalam mengubah kebiasan-kebiasaan yang tidak memberdayakan dan
membangun  kekuatan kebiasaan-kebiasaan sederhana sehari-hari yang
membebaskan (Silva, 2021).

Implikasi penelitian ini menjangkau program-program pemulihan trauma, para
praktisi kesehatan mental, dan para arsitek. Ruang menulis khusus menawarkan
pendekatan untuk melengkapi metode terapi tradisional dengan menyediakan para
penyintas jalan unik untuk berekspresi dan pertumbuhan emosional. Temuan
penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan
faktor psikologis dan lingkungan dalam proses penyembuhan trauma.

Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini, termasuk ukuran sampel yang
relatif kecil dan sifat data yang self-reported. Penelitian lanjutan, diharapkan, dapat
menggali lebih dalam dampak jangka panjang dari ruang khusus menulis,
mengeksplorasi variasi dalam desain ruang, dan mencakup pengalaman berbagai
kelompok demografis.
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Terakhir, penelitian ini  berkontribusi pada pemahaman terhadap
berkembangnya lanskap alternatif bagi pemulihan trauma dengan mengelaborasi
potensi ruang menulis khusus sebagai jalan transformasi. Dengan memahami
interseksi antara penulisan terapeutik, psikologi lingkungan, dan penyembuhan para
penyintas, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan ruang perawatan
yang memberdayakan para korban dan penyintas untuk memulai jalur penyembuhan
emosional, ketahanan diri, dan pertumbuhan serta perkembangan pribadi.
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Perspektif Perempuan Perdesaan
terhadap Peran Ganda: Analisis
Budaya Sibaliparriq dalam
Masyarakat Mandar, Sulawesi
Barat

Sunaniah dan Eva Musdalifa

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi, baik dialami laki-laki maupun
perempuan, di berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dianggap lebih kuat, sedangkan
kaum perempuan identik dengan kelemah-lembutan. Pandangan seperti ini tidak
jarang melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi keduanya. Ketidakadilan
tersebut merambah ke berbagai bidang, terutama dalam bentuk pembatasan kerja
bagi kaum perempuan, karena laki-laki dianggap lebih kompeten dalam bekerja.
Menurut Engels, sebagaimana dikutip Fakih (1997), perbedaan gender antara laki-laki
dan perempuan terjadi melalui sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, intervensi
keagamaan, kultur, bahkan negara. Karena terus berproses dalam masyarakat,
akhirnya lama-kelamaan hal tersebut menjadi sesuatu yang seolah-olah atau
dianggap kodrati dan tidak dapat diubah.

Gender dapat diartikan sebagai berbagai atribut dan tingkah laku yang
dilekatkan pada perempuan dan laki-laki dan dibentuk oleh budaya, yang selanjutnya
memunculkan gagasan apa yang dianggap pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-
laki (Noerdin, 2006). Dalam kehidupan keluarga misalnya, laki-laki berperan sebagai
kepala keluarga dan bertindak sebagai pengambil keputusan, sedangkan perempuan
sebagai peran pendukung. Sama halnya ketika laki-laki maju sebagai pemegang
tampuk kepemimpin di pemerintahan, mereka dianggap pantas. Berbeda halnya
ketika perempuan yang berada di posisi tersebut, seringkali mereka mendapat
penolakan dari berbagai pihak dengan alasan jenis kelaminnya.
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Konsep gender bagi masyarakat dipahami dalam dua hal, yakni maskulinitas
dan femininitas. Maskulinitas selalu dilabelkan pada laki-laki karena dianggap
memiliki fisik dan sifat yang lebih kuat, sebagai pelindung, juga memiliki rasional,
berbeda dengan perempuan yang dianggap memiliki karakter yang berkebalikan dari
laki-laki. Pelabelan femininitas melekat pada perempuan yang sering digambarkan
sebagai sosok yang penyayang, lemah lembut, dan lebih mendahulukan perasaan.
Konsep ini tidak terbentuk begitu saja melainkan hasil konstruksi sosial-budaya yang
telah berakar dan berproses dalam masyarakat yang didapatkan individu dari
lingkungan mereka yang kemudian ditanamkan dalam pikiran sehingga membentuk
sebuah ideologi.

Perbedaan peran gender dalam masyarakat salah satunya termanifestasikan
melalui institusi keluarga. Dalam keluarga, terdapat pembagian kerja berdasarkan
jenis kelamin, di mana anggota keluarga, yakni ayah dan ibu, memiliki tanggung jawab
yang dianggap mutlak dan begitulah adanya. Ayah menempati area pekerja publik
karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan ibu
menempati area domestik karena perempuan, seperti dinyatakan Engineer (2018),
adalah mahluk yang dilekatkan padanya peran-peran terkait sumur, dapur, dan kasur
serta masih tidak memiliki tempat di ruang publik. Konstruksi sosial ini diamini oleh
sebagian masyarakat yang menyatakan secara sinis bahwa seorang ibu hanya
sekadar perempuan yang memiliki tiga peran, yaitu memasak, melahirkan anak, dan
berhias, atau hanya memiliki tugas dapur, sumur, dan kasur (Taslim, 2006).

Pembagian domestik dan publik dalam keluarga selama ini telah ditentukan
berdasarkan jenis kelamin, di mana dunia publik didominasi oleh kaum laki-laki,
sedangkan wilayah domestik identik dengan kaum perempuan. Hal tersebut kemudian
berkembang menjadi adat istiadat dalam masyarakat. Seperti halnya yang terjadi
dalam masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, di mana wilayah domestik masih
dilabelkan pada perempuan sebagai istri maupun ibu. Meskipun sudah banyak dari
mereka yang merambah dan berpartisipasi di ranah publik, aktivitas domestik tetap
menjadi beban dan tanggung jawab utama mereka.

Seiring perkembangan, konsep perempuan yang kaku dan terbatas pada gerak
di wilayah domestik dalam masyarakat Mandar lambat laun mulai berubah.
Perempuan (istri) yang bekerja di ranah publik semakin bertambah. Perempuan saat
ini tidak hanya berperan tunggal, tetapi juga berperan ganda. Dengan kata lain, para
ibu rumah tangga tersebut tidak hanya berperan di area domestik, tetapi juga bekerja
di sektor publik, misalnya mereka bekerja sebagai penjual ikan, pegawai swasta,
penenun, penjahit dan sebagainya.

Meski demikian, dalam konsep ibuisme negara yang berkembang di Indonesia
(Suryakusuma, 1996), kemandirian perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya
sebagai ibu dan istri; perempuan dianggap mahluk sosial yang utuh, jika memainkan
kedua peran tersebut. Pada akhirnya, pergeseran peran perempuan dari tradisional
(peran reproduksi dan mengurus rumah tangga) menjadi modern (berperan di area
publik) membuat perempuan bekerja ekstra yakni penanggung jawab area domestik
dan bekerja di area publik.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya menelaah aktivitas
perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang belum mendapatkan penghargaan
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atas kerja keras mereka sebagai istri, ibu, dan perempuan secara merdeka. Melihat
perkembangan global dan kehidupan modern, pekerjaan perempuan di ranah
domestik sebagai ibu rumah tangga oleh banyak orang masih belum dianggap
sebagai suatu perkerjaan yang sama dengan apa yang dikerjakan di ranah publik.
Meskipun pada akhirnya perempuan punya akses dan kesempatan untuk turut
menjajal pekerjaan di ranah publik, hal tersebut tidak diiringi dengan berkurangnya
aktivitas dan tanggung jawab mereka di ranah domestik. Pada akhirnya, perempuan
mengalami beban kerja yang berlipat ganda.

Penelitian ini berupaya memaparkan perspektif perempuan dalam melihat
peran ganda yang mereka lakukan. Dalam hal ini, peneliti mencoba melanjutkan apa
yang dikaji oleh peneliti lainnya dengan menambahkan poin yang berbeda yang
peneliti dapatkan di lapangan yakni adanya istilah “sibaliparriq” yang menjadi dasar
nilai perempuan (istri dalam rumah tangga) di daerah Polewali Mandar, Sulawesi
Barat, untuk mendukung aktivitas gender yang terjadi dalam keluarga di daerah
tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pemilihan pendekatan
fenomenologi dalam penelitian ini dilakukan karena dianggap mampu
menginterpretasi pengalaman dan makna kehidupan subjek karena dari fenomenologi
bisa mengelola dunia pengalaman eksistensi manusia, horizon kehidupannya, nilai-
nilai kesehariannya, serta kebenaran-kebenaran hidupnya (Main, 2018). Penelitian
fenomenologi bertujan menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman yang
dialami seseorang dalam kehidupan. Fenomena yang digambarkan berdasarkan
keadaan nyata dan sebenarnya sehingga akan mampu memberikan kesan naturalistik
sesuai dengan konsep fenomenologi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 12
orang perempuan berstatus istri yang menjalani peran ganda dalam kehidupan rumah
tangga. Adapuntiga (3) orang lainnya adalah para suami di mana jawaban dari mereka
menjadi informasi tambahan dan bentuk triangulasi atas jawaban dari para istri.
Pemilihan informan mempertimbangkan latar belakang pekerjaan dan pendidikan
yang beragam serta umur pernikahan berbeda-beda. Tujuannya, agar diperoleh
perspektif dan jawaban yang lebih luas dan beragam.

Perempuan dan Peran Ganda

Secara biologis, laki-laki dan perempuan berbeda. Menurut Ritzer (2014), perempuan
adalah makhluk yang tersubordinasi di segala tempat. Dengan artian bahwa
perempuan adalah makhluk yang diposisikan lebih lemah dibandingkan laki-laki,
sehingga perempuan selalu berada di posisi bawah setelah laki-laki. Perbedaan
biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal yang menjadi
penyebab subordinasi terhadap perempuan. Menurut Shulamith Firestone (dalam
Huriani, 2021), sumber kelemahan dari perempuan adalah struktur biologisnya,
termasuk alat-alat reproduksinya sebagai basis material ketertindasan perempuan
dalam masyarakat. Karena perbedaan biologis tersebut juga menjadikan perempuan
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dan laki-laki dalam masyarakat dipandang sebagai status yang tidak setara.
Perempuan yang tidak memiliki fisik yang berotot menjadi alasan dalam masyarakat
meletakkan perempuan pada posisi lemah (inferior). Masyarakat dan budaya
kemudian mengonstruksi perbedaan peran dan tugas laki-laki dan perempuan
berdasarkan struktur biologis tersebut, dan laki-laki mendapatkan privilege untuk
mendominasi perempuan (Budiman, 1985).

Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender seperti ini disebabkan oleh banyak
hal, di antaranya, hasil dari bentukan dan sosialisasi sosial dan kultural. Melalui proses
sosialisasi panjang, perbedaan gender akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan,
seolah-olah bersifat kodrati yang tidak dapat diubah lagi. Akhirnya, perbedaan-
perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Misalnya,
karena kaum perempuan melakukan peran-peran dalam ranah domestik, seperti
mendidik anak dan merawat serta mengelola keindahan rumah tangga, berkembang
pandangan jika peran-peran tersebut merupakan kodrat perempuan. Menurut Simone
de Beauvoir (1975), sejak lahir perempuan diindoktrinasi untuk mudah menangis,
lemah lembut, tidak berdaya, tunduk, penurut, bersifat feminin, tidak boleh melawan,
dan melakukan kegiatan berkaitan dengan dapur, sumur, dan kasur.

Peran dan kerja perempuan (istri) ditentukan berdasarkan peran gender yang
dikonstruksi dalam masyarakat. Masyarakat menempatkan perempuan sebagai
penanggung jawab utama di ranah domestik, sehingga, meskipun nantinya
perempuan berkesempatan untuk bekerja di ranah publik, tanggung jawab tersebut
tidaklah berubah ataupun berkurang. Hal tersebut kemudian menimbulkan posisi
subordinat terhadap kaum perempuan. Manneke Budiman (2013) menyebutkan
bahwa pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebagai sebuah pekerjaan karena
tidak menghasilkan uang dalam dimensi ekonomi sehingga pekerjaan tersebut tidak
termasuk pekerjaan produktif. Karenanya, perempuan yang bekerja di ranah publik
akan terus dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak,
mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan keluarga, serta mereka juga dibebankan
tanggung jawab berbagai persoalan seperti mengelola keuangan keluarga, pendidikan
anak, maupun keharmonisan keluarga.

Perempuan yang memilih bekerja di ranah publik harus melakukan dua hal
sekaligus, yakni menjadi produktif dengan bekerja di ranah publik dan tetap harus
melakukan ‘“kewajiban” mengurus ranah domestik. Hal ini tentunya akan
menimbulkan masalah baru terhadap perempuan, yakni adanya beban kerja yang tidak
proporsional dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak. Dengan kata lain,
hal tersebut melahirkan beban kerja ganda bagi perempuan. Peran ganda ini dapat
diartikan sebagai dua peran atau lebih yang dilakukan seseorang secara bersamaan.
Dalam hal ini, perempuan atau istri melakukan beberapa peran sekaligus secara
bersamaan dalam keluarga, seperti perempuan bertindak atau berperan sebagai istri
bagi suaminya, ibu sebagai anak-anaknya, perempuan sebagai pengurus rumah
tangganya, kemudian perempuan yang memiliki karir di luar pekerjaan domestik
(pekerja publik).
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Konsep Patriarki

Patriarki merupakan suatu ideologi yang dikembangkan dalam masyarakat untuk
menghilangkan peran perempuan dalam relasi sosial, atau bisa juga dikatakan
sebagai suatu simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil, suatu kekuasaan yang
dominan dari sang bapak; suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas dan fertilitas
perempuan; dan suatu gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur lembaga
dan institusi (Huriani, 2021). Menurut Erika (dalam You, 2019), patriarki adalah sistem
di mana keberadaan perempuan dijadikan tidak terlihat dan kurang berpengaruh. Laki-
laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui tradisi, bahasa, adat istiadat,
etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan peran perempuan berada di
bawah posisi laki-laki. Akibatnya, kaum perempuan tidak bebas bergerak sesuai
dengan keinginannya atau bisa dikatakan ruang gerak perempuan dikendalikan oleh
sistem tersebut.

Sibaliparriq

Sibaliparrig merupakan konsep atau falsafah hidup dalam masyarakat Mandar.
Umumnya, konsep ini digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga.
Menurut bahasa, sibaliparriq berasal dari kata si-saling, mebali-membantu, dan parrig-
susah. Jika disimpulkan, sibaliparriqg dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama setiap
anggota keluarga untuk saling membantu menghadapi kesulitan.

Konsep sibaliparriq dapat dikatakan sebagai konsep gender dalam masyarakat
Mandar. Sibaliparriy menempatkan sifat maskulin dan feminin pada posisi yang
setara, yakni punya potensi yang sama untuk berperan dalam rumah tangga. Bodi
(2016) mengungkapkan bahwa sibaliparrig merupakan cerminan konsep amandaran
yang mengandung nilai-nilai tao (ketuhanan), tau (kemanusiaan), dan jauh dari nilai-
nilai keburukan. Menurut Maharani, dkk. (2018), sibaliparriq memiliki empat nilai, yakni
Pallulluareang (persaudaraan), Siasayanggngi (kasih sayang), Siamanaoang pa'mai
(kepedulian), dan Sukku’ mattulung (ikhlas). Keempat nilai tersebut menjadi pegangan
bagi mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Temuan dan Diskusi
Alasan di balik Peran Ganda Perempuan

Informan dalam penelitian ini berasal dari keluarga dengan latar belakang pekerjaan
yang beragam. Pemilihan informan dengan berbagai latar belakang pekerjaan,
sengaja peneliti lakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas atas peran
ganda yang mereka jalani. Temuan dari penelitian menyebutkan alasan para istri
memutuskan untuk melakukan peran ganda, antara lain:

a. Adanya kesadaran pribadi dari istri untuk membantu suami memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga. Kesadaran ini terutama didorong oleh kondisi
ekonomi keluarga yang bisa dikatakan kurang stabil sehingga memerlukan
sumber penghasilan lain selain dari penghasilan suami agar dapur keluarga
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tetap mengepul. Dalam hal ini suami tidak meminta apalagi memaksa istri
untuk bekerja tapi murni atas keinginan sendiri.

b. Alasan lainnya adalah bahwa sebelum menikah, para perempuan tersebut
sudah bekerja dan terbiasa bekerja. Bagi mereka, meninggalkan pekerjaan yang
sudah mereka jalani lebih dulu cukup berat. Ini menjadi salah satu alasan
mereka untuk tetap bertahan pada pekerjaan dan memilih melakukan peran
ganda setelah menikah.

c. Adanya kepuasan tersendiri ketika mempunyai penghasilan sendiri juga
menjadi salah satu alasan para istri memilih melakukan peran ganda. Beban
tanggung jawab yang dirasakan bekerja dalam ranah domestik dan ranah publik
sekaligus tidak menjadi masalah bagi mereka, karena dengan bekerja di ranah
publik mereka dapat menikmati hasil jerih payah dengan memperoleh
penghasilan seperti yang diharapkan. Dengan memiliki penghasilan sendiri,
mereka bisa membeli apa saja yang diinginkan baik untuk kebutuhan pribadi
maupun keluarga tanpa harus membebani suami. Hal ini juga membantu
mengurangi beban moril ketika harus membebani suami dengan pengeluaran
ini dan itu. Meskipun suami bertanggungjawab sepenuhnya atas kebutuhan
rumah tangga, namun para istri juga punya perasaan sungkan kepada suami
jika terlalu banyak membebani, khususnya dalam hal keuangan.

d. Keputusan istri untuk melakoni peran ganda juga tidak terlepas dari keinginan
untuk aktualisasi diri. Dengan bekerja di ranah publik, mereka dapat
mengembangkan keahlian dan menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku
sekolah dan kuliah. Dengan bekerja di ranah publik, mereka punya ruang yang
lebih luas untuk mengaktualisasikan diri yang pada akhirnya akan memengaruhi
perasaan, emosi, dan diri mereka.

Pemaknaan Perempuan atas Peran Ganda

Pada dasarnya, perempuan selalu melihat dirinya dari sudut pandang orang lain
maupun masyarakat. Baik atau buruknya seorang perempuan, ditentukan berdasarkan
bagaimana penilaian orang lain ataupun bagaimana nilai dan norma yang disepakati
dalam masyarakat tersebut. Misalnya, dalam rumah tangga, yang ideal adalah jika
perempuan tersebut adalah seorang istri dan ibu, maka mereka dituntut untuk
mengurus rumah tangga, menjadi pendukung dan menyenangkan suami, mendidik
anak, dan selalu bertindak atas dasar kepentingan keluarga.

Perempuan tidak dipandang sebagai individu yang merdeka atas tubuhnya;
segala bentuk pengekspresian diri direpresi oleh masyarakat patriarkis, sehingga
mereka harus tunduk pada otoritas di luar dirinya dan hal ini yang menjadikan tubuh
mereka seolah-olah adalah sebuah obyek. Situasi sosial ini menjadikan perempuan
tidak berdaya, baik sadar ataupun tidak. Kebanyakan perempuan akhirnya mengamini
hal tersebut, di mana mereka hidup dengan penuh tuntutan-tuntutan secara sosial,
budaya, maupun agama dalam masyarakat. Seperti halnya perempuan di daerah
Mandar, mereka melihat dirinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada
dalam masyarakatnya. Perempuan, khususnya yang sudah berkeluarga, menganggap
dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keluarganya (suami dan anak).
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Segala kepentingan atau tindakan yang ingin dilakukan harus berdasarkan untuk
kepentingan bersama.

Pada akhirnya, perempuan (istri) akan mendefinisikan dirinya berdasarkan apa
yang digambarkan dalam keluarga dan masyarakatnya. Peran dan tuntutan yang
melekat pada dirinya menjadi sesuatu yang memang sudah seharusnya (wajar) untuk
dilakukan, sehingga kebebasan sebagai perempuan yang otonom atas segala aspek
dalam dirinya semakin kabur dan digantikan dengan konstruksi dan stereotype yang
berlaku dalam masyarakat seperti konsep tubuh, kecantikan, sikap, maupun peran
seorang perempuan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, bagi perempuan, pekerjaan yang mereka
lakukan didasarkan atas pertimbangan demi kepentingan keluarga. Para istri lebih
mementingkan kebutuhan, kebahagiaan, dan kenyamanan keluarga di atas diri mereka
sendiri. Bahkan, ketika sedang menikmati “me time” atau healing, mereka tetap
memikirkan keluarga. Jika mereka terlalu lama menghabiskan waktu untuk diri sendiri,
mereka akan selalu memikirkan siapa yang akan mengurus rumah. Di sisi lain, mereka
tetap sadar bahwa me time penting untuk menjaga kewarasan. Beberapa dari mereka
juga menganggap bahwa masa depan anak adalah hal yang utama, sehingga seorang
perempuan (ibu) tidak memiliki hak untuk bersikap egois dan bertidak atas
kepentingan sendiri demi bisa membiayai sekolah anak-anak mereka.

Dalam melaksanakan peran ganda, perempuan punya pemaknaan masing-
masing. Pada dasarnya, perempuan menganggap bahwa peran ganda yang mereka
lakukan bukanlah suatu beban melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan
sepenuh hati. Konstruksi sosial yang terbentuk kuat bahwa tugas utama istri adalah
mengurus rumah tangga membuat perempuan yang menjalani peran ganda punya
tanggung jawab yang lebih berat. Perempuan, sekali pun sibuk bekerja di ranah publik,
tidak boleh melupakan tanggungjawabnya dalam rumah tangga karena mereka
dianggap sebagai penanggung jawab utama yang harus menjamin semua kebutuhan
dalam rumah tangga terpenuhi dan terurus dengan baik.

Bagi para istri, ketika berumah tangga, maka semua pihak yang terlibat dalam
keluarga inti merupakan satu kesatuan yang harus saling menopang. Untuk alasan ini,
para istri meskipun sudah sibuk dengan pekerjaan dalam ranah domestik rumah
tangga, tetap memilih untuk bekerja sebagai upaya untuk membantu memenubhi
kebutuhan keluarga. Hal ini terutama saat ini di mana harga barang kebutuhan yang
terus mengalami peningkatan dan jenis kebutuhan yang terus bertambah. Dasar
pertimbangan perempuan (istri) tidak terlepas dari falsafah atau konsep hidup
berumah tangga yang dalam masyarakat Mandar dikenal dengan istilah sibaliparriq.
Merujuk dari jawaban mereka bahwa keputusan dari para istri dan ibu menjalankan
peran ganda merupakan bentuk sibaliparriq terutama dengan suami. Istri sadar bahwa
perlu ada kerja sama antara pasangan dan anggota keluarga lainnya dalam menjalani
kehidupan berumah tangga. Rumah tangga yang dijalankan harus menjadi tanggung
jawab bersama. Tidak boleh ada pihak yang menanggung tanggung jawab jauh lebih
berat dibanding pihak lain karena itu bertentangan dengan sibaliparriq. Secara lebih
rinci, para istri memaknai peran ganda sebagai bentuk kerja sama antara suami dan
istri terhadap keberlangsungan di kehidupan keluarga. Di sisi lain, upaya tersebut juga
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merupakan bentuk kepedulian istri terhadap keluarga, bentuk kasih sayang terhadap
anak, sebagai upaya berbagi beban dan tanggungjawab dalam keluarga.

Sibaliparriq dan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga

Pada mulanya, konsep ini sangat kental dengan masyarakat nelayan Mandar. Ketika
lelaki sebagai kepala rumah tangga mencari penghidupan dengan melaut, baik dalam
waktu yang sebentar atau berbulan-bulan, perempuan sebagai istri tidak hanya
berdiam diri di rumah. Perempuan, selain bertanggungjawab atas pengurusan anak
selama suami berada di lautan, istri harus menenun kain sutra atau melakukan
pekerjaan lain yang memberikan penghasilan tambahan keluarga (Haruna, 2019).
Setelah suami pulang dari melaut dan membawa hasil tangkapan, istrilah yang
bertugas memasarkannya. Adapun dari sisi suami, misal dalam hal pengasuhan anak
ketika suami sedang berada di rumah, laki-laki, menurut konsep ini, tidak merasa
rendah diri untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak. Alasannya, tugas
mengasuh anak juga menjadi tanggung jawab lelaki.

Sibaliparrig mampu menyeimbangkan perubahan masyarakat yang semakin
modern, terutama bagi perempuan, karena nilainya dipercaya tidak akan dipersoalkan,
jika perempuan bekerja di luar rumah untuk berkarier. Sementara anggapan bahwa
perempuanlah yang bertanggung jawab penuh atas ranah domestik, tidak berlaku di
dalam konsep ini. Dalam budaya sibaliparrig, menunjukkan keadilan gender antara laki-
laki dan perempuan dalam urusan rumah tangga. Baik suami maupun istri, anak
perempuan maupun laki-laki punya kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Istri
punya hak yang sama dengan suami untuk bekerja di ranah publik, begitu juga dengan
suami, punya tanggung jawab yang sama dengan istri untuk mengasuh anak dan
bertanggungjawab dalam urusan kebutuhan rumah tangga.

Adapun wujud sibaliparriq istri terutama yang juga menjalankan peran ganda
didasari oleh pertimbangan berikut:

a. Peran ganda yang dilakukan istri merupakan wujud kepedulian, kasih sayang
dan keikhlasan istri dalam membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini sejalan dengan salah satu nilai sibaliparriq yaitu siasayangngi. Istri yang

menjalankan peran ganda merupakan bentuk kasih sayang istri kepada suami

dan anak-anak. Istri dengan keinginan dan kesadarannya sendiri bekerja
dengan alasan kepedulian dan kasih sayang pada suami yang sudah bekerja
keras memenuhi keluarga. Istri turut serta bekerja atau mendampingi suami
bekerja dengan melakukan pekerjaan yang sama.

b. Istri yang melakukan pekerjaan publik untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di
mana salah satu pertimbangan utamanya untuk memenuhi kebutuhan anak.

Tak jarang istri meninggalkan kesenangan untuk dirinya sendiri hanya agar bisa

memenuhi kebutuhan anak. Istri bekerja keras dalam rumah tangga, memenuhi

kebutuhan keluarga dan di sisi lain juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan dan kebutuhan anak lainnya.
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Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran
ganda yang dilakukan perempuan di Mandar didasarkan oleh budaya sibaliparriq. Para
perempuan dengan kesadaran sendiri memilih untuk melakukan peran ganda, terlibat
di ranah publik tanpa meninggalkan ranah domestik. Dengan terlibat di ranah publik,
mereka bisa membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagai bentuk
kepedulian dan kasih sayang kepada anak.

Sibaliparrig menjadi penting dalam relasi suami istri ataupun antara anak dan
orang tua. Agar sibaliparrig dalam rumah tangga dapat berjalan dengan maksimal,
maka semua pihak dalam keluarga harus turut aktif menjalankan sibaliparriq tersebut.
Untuk itu, perlu kesadaran dan tanggung jawab bersama yang dibangun atas dasar
nilai kepedulian, kasih sayang, keikhlasan, dan persaudaraan untuk mengokohkan
sibaliparriq tersebut.

Sibaliparrig dapat menjadi penetralisir adu dominasi antara patriarki dan
feminisme dalam rumah tangga. Jika selama ini konstruksi budaya patriarki telah
membentuk asumsi kuat di masyarakat bahwa tugas utama istri adalah mengurus
rumah tangga sementara suami tidak, dengan adanya budaya sibaliparriq, paradigma
tersebut bisa dihapuskan karena pada dasarnya urusan rumah tangga adalah tugas
bersama suami dan istri.

Di sisi lain, budaya sibaliparriq yang disalahartikan dengan budaya patriarki akan
memberikan beban kerja yang lebih besar kepada istri jika suami tetap berpikir bahwa
mengurus rumah tangga adalah tugas istri semata. Para suami semestinya sadar
bahwa bekerja sama dengan istri mengurus urusan domestik adalah bentuk
sibaliparriq suami kepada istri. Ketika istri yang dengan kesadaran sibaliparriq merasa
bertanggungjawab untuk bekerja di ranah publik, namun di sisi lain harus mengurus
rumah tangga tanpa keterlibatan suami, maka istri (perempuan) akan menjadi pihak
yang paling banyak menanggung beban kerja. Sibaliparriq yang berjalan dengan
sebagaimana mestinya adalah ketika suami maupun istri sama-sama sadar bahwa
urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, dan jika istri ingin bekerja
di ranah publik harus tetap mengutamakan keluarga. Begitu juga suami, harus
mendukung istri dengan turut terlibat dalam urusan rumah tangga. Ada “kerjasama”
peran yang jelas di antara mereka. Kondisi sebaliknya berlaku jika perempuan menjadi
pencari nafkah utama dalam keluarga dan suami bekerja di dalam rumah mengurusi
kebutuhan keluarga dan mengasuh anak. Keduanya harus sadar akan tanggung jawab
bersama agar tidak ada pihak yang merasa mendominasi maupun didominasi dalam
rumah tangga.
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Pendahuluan

Padi banyak dibudidayakan karena masih menjadi makanan pokok utama masyarakat
Indonesia. Rumah tangga petani yang bergerak di subsektor tanaman padi, menurut
hasil Survei Pertanian antar Sensus (SUTAS) 2018, sejumlah 13.155.108 unit Rumah
Tangga Usaha Pertanian (RTUP). Tanaman padi merupakan subsektor pertanian di
urutan kedua yang paling banyak diusahakan dalam lingkup rumah tangga setelah
subsektor peternakan (13.561.253 RTUP), diikuti subsektor perkebunan
(12.074.520RTUP), dan hortikultura (10.104.683 RTUP) secara berturut-turut di posisi
ketiga dan keempat. Tingginya jumlah RTUP subsektor tanaman padi menunjukkan
skala budidaya padi sebagai usaha rumah tangga yang berasosiasi dengan
karakteristik ekonomi skala kecil lainnya, seperti rendahnya permodalan, penggunaan
tenaga kerja rumah tangga yang tidak dibayar, penggunaan teknologi yang sederhana,
dan produktivitas yang rendah.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen
Profil Pembangunan Kalimantan Barat, tanaman padi dibudidayakan di seluruh
Kabupaten/Kota di Kalbar. Produksi padi terbesar disumbang Kabupaten Sambas

dengan proporsi 18,4 persen, diikuti Kabupaten Landak sebesar 17,8 persen,

Kabupaten Sanggau sebesar 16,28 persen dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 8,61
persen terhadap total produksi padi Kalimantan Barat yakni 1.560.410 ton pada 2018.
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Data ini menunjukkan Kabupaten Sambas masih menjadi penghasil padi yang cukup
penting di provinsi ini.

Sambas sampai saat ini masih menjadi penghasil beras dan hasil pertanian lain,
seperti buah-buahan. Namun, situasi kontradiktif justru tampak dari banyaknya jumlah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kalbar yang berasal dari Sambas. Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pontianak
mencatat, sepanjang 2019, penduduk asal Kalbar yang bekerja sebagai pekerja ke luar
negeri sejumlah 1.352 orang, 1.057 di antaranya adalah TKI asal Sambas. Hal ini
menunjukkan sektor pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, dan
bekerja di luar negeri memiliki daya tarik yang besar bagi masyarakat untuk
meningkatkan penghasilan. Pekerjaan di bidang pertanian subsisten di Indonesia
biasanya dilakukan pekerja rumah tangga tanpa keterampilan khusus. Masyarakat di
daerah perbatasan dengan pendapatan rendah ini tergerak menjadi pekerja migran
pada bidang-bidang pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tertentu (Atem,
2017).

Negara tujuan utama TKI asal Sambas yaitu Malaysia; sejumlah 1.021 orang
yang tercatat bekerja di sana. Jaraknya yang dekat dengan Malaysia serta persamaan
budaya, membuat pilihan bekerja di Malaysia adalah hal biasa bagi masyarakat
Sambas. Untuk perbandingan jenis kelamin, data BP3TKI yang dihimpun Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar mencatat proporsi TKI laki-laki berjumlah dua kali
lipat dibanding TKI perempuan, yaitu 905 laki-laki dan 447 perempuan pada 2019.
Banyaknya penduduk laki-laki yang bermigrasi melintasi batas negara (transnasional)
menyebabkan banyak rumah tangga petani di Sambas yang kehilangan peran kepala
keluarga laki-laki sekaligus tenaga kerja pertanian.

Rendahnya penguasaan lahan oleh petani menjadi penyebab rendahnya
produktivitas pertanian. Luas lahan garapan yang semakin sempit, selain karena alih
fungsilahan ke peruntukan nonpertanian, disebabkan sistem bagi waris lahan ke anak,
yang menyebabkan luasan lahan per Kepala Keluarga petani semakin kecil. Hasil
produksi pertanian yang semakin kecil membuat di desa-desa pertanian mulai
ditinggalkan warganya untuk mencari mata pencaharian di daerah rantau.

Kepergian para petani laki-laki meninggalkan dampak bagi desa yang
ditinggalkan, yaitu kehilangan tenaga kerja yang mengolah lahan. Banyak migran yang
sulit membawa serta keluarga karena ketidakpastian dan kesulitan hidup di daerah
rantau, membuat migran ini meninggalkan keluarganya di desa. Ditinggalkan
penggarapnya, tidak lantas lahan pertanian di perdesaan dijual atau dialihfungsikan,
terlebih bila lahan tersebut masih dapat diolah dan memberikan sumber pangan bagi
keluarga, khususnya tanaman pangan pokok padi.

Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas merupakan daerah
perdesaan bercorak pertanian padi yang mengalami fenomena migrasi laki-laki ke luar
negeri atau migrasi transnasional. Kepergian sebagian warga laki-laki untuk merantau
meninggalkan keluarga dan lahan pertaniannya di desa, telah mengubah kebiasaan
lama dalam sistem pertanian oleh rumah tangga usaha tani.

Menurut Klasifikasi Perkembangan Desa 2020, Desa Tebas Sungai tergolong
desa berkembang. Jumlah penduduk Desa Tebas Sungai tahun 2020 adalah 10.841
jiwa, terdiri dari 5.446 laki-laki dan 5.395 perempuan. Mata pencaharian penduduk
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Desa Tebas Sungai sebagian besar sebagai petani. Lahan pertanian di Desa Tebas
Sungai merupakan lahan pertanian tadah hujan. Menurut penelitian Septiyarini dan
Kusrini (2021: 100), luas lahan pertanian padi yang dimiliki petani rata-rata 0,43 hektar
dengan produktivitas 1,99 - 2,7 ton per ha. Pada musim gadu (musim tanam padi saat
kemarau), ketersediaan air sedikit. Pertanian cenderung berorientasi subsisten.

Mobilitas warga Desa Tebas Sungai untuk keluar masuk Malaysia dipermudah
semenjak beroperasinya Pos Lintas Batas Aruk (Serawak, Malaysia) di Kecamatan
Sajingan Besar, Kabupaten Sambas sejak tahun 2017. Kecamatan Sajingan Besar
berbatasan langsung dengan Serawak di Bagian Utara Kabupaten Sambas (Huruswati
dkk, 2012). Malaysia Pos Lintas Batas Aruk dapat ditempuh sekitar 2 jam dari Tebas,
sehingga jauh lebih mudah bagi masyarakat pergi ke Malaysia dibanding ke
Pontianak. Terbukanya lapangan kerja serta penghasilan yang lebih tinggi dibanding
penghasilan pertanian, membuat pergi menjadi TKI lebih menarik bagi para laki-laki.

Menurut salah seorang informan, TKI yang berasal dari Tebas umumnya bekerja
di kilang (pabrik) kayu olahan atau kelapa sawit. Jarang di antara mereka yang
bersedia bekerja di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga, karena
kesejahteraan dan keamanan hukum bekerja di pabrik lebih terjamin. Penghasilan
bersih yang dapat diperoleh TKI pekerja pabrik pengolahan kayu atau kelapa sawit di
Malaysia bisa mencapai 1000-3000 Ringgit Malaysia per bulan. Di Malaysia, mereka
tinggal di mess perusahaan. Keperluan makan sehari-hari juga disediakan oleh
perusahaan, sehingga penghasilan yang dikirim ke Indonesia dapat menopang
kebutuhan keluarga.

Lahan yang ditinggalkan oleh TKI laki-laki tersebut kemudian dikelola oleh para
istri dan anggota keluarga yang lain. Sebagian besar lahan dikelola oleh perempuan-
perempuan yang juga berperan sebagai kepala rumah tangga selagi kaum laki-laki
merantau menjadi TKI di Malaysia. Beralihya pengelolaan lahan kepada perempuan
menunjukkan adanya otoritas yang mereka miliki atas sumberdaya pertanian.
Sebelum kaum laki-laki bermigrasi, ada jenis-jenis pekerjaan dalam pertanian yang
dibagi berdasar gender; laki-laki dengan tugas tertentu, demikian pula perempuan
memegang jenis pekerjaan tertentu. Peralihan otoritas pengelolaan ini
mengindikasikan perubahan peran gender dalam sistem pertanian, di mana terdapat
perubahan pembagian kerja dalam sistem pertanian sebelum dan sesudah migrasi
transnasional laki-laki di Desa Tebas Sungai Laut. Kini pekerjaan on farm (di lahan)
didominasi perempuan. Fenomena ini dapat ditinjau dalam konteks perubahan sosial
sebagai dampak migrasi bagi daerah asal. Sumbangan penelitian ini adalah
pengembangan kajian migrasi dan dampaknya pada sistem pertanian di daerah asal
dalam perspektif gender.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak migrasi transnasional bagi petani
perempuan di perdesaan, dengan menjelaskan nilai lahan bagi petani perempuan;
sejauh mana pemberdayaan perempuan telah dicapai berdasarkan analisis terhadap
otoritas dan akses sumber daya pertanian oleh petani perempuan; serta dampak
migrasi transnasional laki-laki pada sistem pertanian di lokasi penelitian.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat grounded research
untuk menggali temuan-temuan di lapangan berkaitan dengan kedalaman penjelasan
fokus penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian berorientasi gender atau
penelitian feminis, karena secara eksplisit memasukkan pengalaman perempuan dan
hubungan gender sebagai fokus utama (Saptari & Holzner, 1997).

Analisis kualitatif dilakukan untuk mendapat native’s point of view. Untuk
memperoleh data yang diperlukan, dilakukan wawancara mendalam serta Focus
Group Discussion (FGD) kepada para informan. Informan penelitian yang dipilih
adalah para petani padi perempuan yang memiliki anggota keluarga laki-laki
bermigrasi ke luar negeri sebagai TKI.

Pembahasan
Nilai Lahan bagi Petani Perempuan

Lahan merupakan faktor produksi usaha tani yang sangat penting bagi petani
(Soekarwati, 2001), terutama jika lahan pertanian itu memproduksi bahan pangan
(Grigg & David, 1993). Tanpa lahan, petani tidak dapat memproduksi sumber pangan,
karena tidak memiliki tempat untuk membudidayakan tanaman-tanaman tersebut.
Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi ke penggunaan
nonpertanian mengikuti perkembangan infrastruktur sosial ekonomi guna memenuhi
kebutuhan penduduk yang semakin tinggi jumlahnya (Syaifuddin, dkk., 2013; Haris,
dkk., 2018).

Laju alih fungsi lahan pertanian akan dihambat oleh komitmen petani
mempertahankan lahan pertaniannya karena dianggap memberi nilai manfaat.
Komitmen petani dalam mempertahankan lahannya berkaitan dengan nilai-nilai
sosial-budaya lahan bagi petani. Menurut Sudrajat (2013), beberapa hal yang dapat
mencerminkan nilai-nilai sosial-budaya lahan yaitu lahan pertanian sebagai simbol
kekayaan rumah tangga tani; sebagai status sosial di masyarakat; mengikat hubungan
buruh tani dengan pemilik lahan; lahan pertanian mempererat mengikat hubungan
sosial dalam masyarakat; menjadi kebanggaan petani; sebagai tempat bekerja dan
sumber penghasil pangan.

Nilai lahan dalam penelitian ini merupakan interpretasi terhadap makna atas
seberapa besar arti (value) penting lahan pertanian bagi petani perempuan. Apakah
lahan sebagai tempat modal bercocok tanam atau investasi yang sewaktu-waktu
dapat dijual atau diwariskan. Keberlangsungan usaha tani dipengaruhi nilai dan fungsi
lahan bagi petani. Petanilah yang memutuskan fungsi lahan yang dimiliki sebagai
tempat bercocok tanam atau fungsi-fungsi nonpertanian, seperti harta warisan, aset
yang dapat dijual sewaktu-waktu, peruntukan pemukiman, dan sebagainya. Jika suatu
bidang lahan memiliki kesesuaian cukup baik untuk jenis tanaman tertentu, namun
petani memiliki pertimbangan berbeda mengenai pemanfaatannya, maka tanaman
tersebut tidak dibudidayakan di lahan tersebut. Pertimbangan petani dapat
dipengaruhi kemampuan mengolah lahan dan memelihara tanaman, preferensi fungsi
lahan apakah diperuntukkan bagi pertanian atau nonpertanian, nilai komoditas
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tanaman baik nilai manfaat konsumsi, permintaan pasar maupun harga jualnya,
kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, kebijakan penyerapan panen, berbagai
insentif yang mendorong petani menanam jenis tanaman tertentu, misalnya kebijakan
pengembangan kawasan bagi sentra budidaya suatu jenis tanaman.

Penjelasan di atas memberi gambaran peran otoritas petani dalam aktivitas
pertanian. Petani yang memiliki otoritas atas lahan memiliki keleluasaan memutuskan
penggunaan lahan dan jenis tanaman apa yang ditanam. Sedangkan akses kepada
pengetahuan dan sumberdaya pertanian memberi kekuasaan pada petani untuk
menggunakan pengetahuan dan memanfaatkan sumberdaya yang ia miliki untuk
mengerahkannya bagi proses pemeliharaan tanaman.

Keterlibatan perempuan dalam bidang pertanian tidak dapat diabaikan.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa usaha tani rumah tangga menggunakan
pekerja rumah tangga, maka di dalamnya terdapat keterlibatan perempuan dalam
rangkaian kegiatan pertanian. Namun, keterlibatan perempuan menjadi isu menarik
dalam bahasan gender karena berlakunya pembagian jenis pekerjaan berbasis
gender. Pembagian pekerjaan ini berasal dari budaya patriarki yang mengaitkan ciri
fisik kelamin seseorang dengan unsur-unsur yang secara sosial dilekatkan pada jenis
kelamin tertentu. Hal yang tampak umum misalnya adalah pekerjaan-pekerjaan
domestik yang dilekatkan pada perempuan. Lebih jauh pembedaan ini mendorong
diskriminasi salah satu gender secara sosial dan ekonomi.

Para informan petani perempuan yang peneliti jumpai di Desa Tebas Sungai
mengerjakan lahan pertanian milik keluarga mereka sendiri. Luas lahan yang dimiliki
tidak luas, hanya 1-2 borong (1 borong kurang lebih 1600 m2), sehingga cukup
dikerjakan anggota keluarga sendiri dan tidak membutuhkan tenaga kerja tambahan
yang diupah. Upah tenaga kerja yang dihitung borongan dan masih membayar biaya
merontokkan padi dianggap kurang efisien. Petani yang memiliki tenaga kerja yang
diberi upah adalah petani pemilik lahan dengan mata pencaharian lain, misalnya guru.

Lahan pertanian tersebut menjadi aset keluarga. Ada lahan yang diperoleh
sebagai warisan orang tua, ada pula informan yang membeli sawah dari hasil
mengumpulkan kiriman penghasilan suami yang bekerja sebagai TKI di Malaysia.
Menurut keterangan yang disampaikan informan, remitan (pendapatan pekerja migran
yang dikirimkan ke daerah asal) yang dikirimkan suami yang bekerja di luar negeri
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai kebutuhan pendidikan
anak, merenovasi rumah, serta membeli sawah. Sanira, seorang informan
mengatakan uang kiriman suami yang bekerja TKI di Malaysia dibelikan 1 borong
sawah.

Kepemilikan sawah dianggap penting bagi kaum perempuan petani di Desa
Tebas Sungai. Sawah dipilih sebagai aset karena bernilai produktif. Dengan menanam
padi sendiri, menurut informan tersebut, keluarga tak perlu lagi memikirkan
bagaimana memperoleh beras sebagai makanan pokok. Sementara sayur juga
didapat dengan menanam sendiri, dan pengeluaran untuk membeli lauk (protein
hewani seperti telur dan ikan) tidak memberatkan. Sebagaimana dikatakan Ratna,
“Sawah itu untuk makan. Kalau kita beli beras, seminggu habis sepuluh kilo. Jika
punya sawabh, kita tak perlu lagi memikirkan beras.” Pernyataan ini menunjukkan lahan
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merupakan modal penting rumah tangga petani yang menjamin tersedianya pangan,
terutama bahan makanan pokok yaitu beras.

Bertani merupakan cara hidup masyarakat di Desa Tebas Sungai. Penduduk
yang tidak pergi merantau ke Malaysia, umumnya bertani untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Mereka yang tidak memiliki lahan menyewa sawah milik warga yang lain
dengan mengeluarkan biaya sewa Rp. 250.000.00 tiap kali panen atau dibayar dengan
50-60 kilogram beras hasil panen. Dalam setahun, sawah di Tebas bisa dipanen
hingga 2 kali setahun. Selama ini, proses penanaman padi berlangsung sepanjang
tahun.

Dengan memiliki lahan pertanian sendiri, hasil panen dapat digunakan
sepenuhnya, tanpa khawatir dikurangi bagi hasil dengan pemilik lahan. Selain
dikonsumsi keluarga, beras hasil panen merupakan alat tukar yang masih berlaku di
desa setempat. Beberapa kilogram beras dapat ditukar secara barter untuk membeli
minyak goreng, ikan atau telur ke pedagang di pasar yang sudah dikenal akrab.

Luas lahan yang relatif sempit menghasilkan panen yang jumlahnya tidak
banyak. Satu borong sawah dapat menghasilkan 400-500 kilogram gabah kering.
Dalam setahun, panen padi di Desa Tebas Sungai dapat terjadi dua kali. Gabah yang
diperoleh tidak langsung digiling, melainkan disimpan di rumah. Saat persediaan
beras untuk makan habis, barulah simpanan gabah digiling menjadi beras untuk
konsumsi keluarga sehari-hari.

Uraian ini menggambarkan bahwa lahan memiliki fungsi modal usaha bagi
rumah tangga petani. Pentingnya lahan pertanian bagi keluarga petani adalah dari
kemampuan atau produktivitasnya menghasilkan makanan pokok, yakni beras. Selain
itu, usaha seorang istri TKI menyisihkan uang remitan dari suami sedikit demi sedikit
untuk membeli sebidang sawah menunjukkan lahan merupakan aset prioritas yang
penting dimiliki sebuah keluarga di Desa Tebas Sungai yang bercorak pertanian.
Dengan memiliki lahan, keluarga petani dengan Kepala Keluarga perempuan memiliki
jaminan bahan makanan yang tersedia sepanjang tahun. Jaminan bahwa bahan
makanan pokok selalu tersedia bagi keluarga petani menjelaskan bahwa lahan
pertanian berperan penting bagi ketahanan pangan keluarga petani yang dikepalai
oleh perempuan di Desa Tebas Sungai.

Dalam antropologi, petani yang bercocok tanam dan berternak di daerah
perdesaan, tidak di dalam ruang tertutup (Green House) yang disebut peasant. Peasant
tidak melakukan usaha pertanian dalam arti ekonomi, melainkan mengelola rumah
tangga (Paradifta, 2017). Pertanian yang dikerjakan oleh peasant memberikan jaminan
penghasilan minimum bagi keluarga di perdesaan (Scott, 1981). Dengan
memperhatikan karakteristik pertanian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa para
petani perempuan di Desa Tebas Sungai merupakan peasant. Ciri peasant di sini
tampak pada ciri aktivitas bertani sebagai pengelolaan rumah tangga untuk
menghasilkan bahan pangan keluarga, serta menopang pendapatan yang rendah.
Sebagai bagian dari pekerjaan mengelola rumah tangga, petani perempuan mendapat
peran domestik yang lebih luas dilihat dari ruang aktivitasnya yaitu sawah.
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Otoritas dan Akses Sumberdaya Pertanian oleh Petani
Perempuan

Sumber daya pertanian merupakan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk
mengelola pertanian, termasuk di dalamnya adalah lahan, permodalan, tenaga kerja,
alat sistem pertanian, pengairan, bibit, pupuk, pestisida, pengetahuan dan informasi
tentang cara budidaya yang baik. Akses terhadap sumberdaya pertanian menunjukkan
keterlibatan petani perempuan dalam pengambilan keputusan, serta sejauhmana
kemampuan dan wawasan perempuan diakui. Pengakuan atas kemampuan
perempuan mengelola sumberdaya pertanian ditunjukkan dengan adanya akses
terhadap sumberdaya serta otoritas dalam memanfaatkannya.

Hutajulu (2015: 89), berdasarkan penelitian di Desa Rasau Jaya |, menyatakan
bahwa perempuan terlibat cukup banyak dalam mengelola ekonomi pertanian
keluarga. Keterlibatan perempuan sudah dimulai dari persiapan lahan, penanaman,
perawatan, pemberantasan hama penyakit tanaman sampai panen, pasca panen
seperti perontokan, panen, pembersihan hasil panen, pengangkutan, penyortiran hasil
panen dan pemasaran. Perempuan memiliki keterlibatan yang rendah dalam
pengambilan keputusan atau kebijakan karena kurangnya pengakuan terhadap
kemampuan dan wawasan perempuan. Bertani merupakan budaya masyarakat Desa
Tebas Sungai yang dikerjakan turun temurun. Ibu-ibu petani ini terbiasa turun ke
sawah sejak remaja, sehingga hal-hal apa yang perlu dikerjakan dalam memelihara
padi sudah mereka ketahui.

Kemampuan istri mengelola pendapatan berperan penting bagi kesejahteraan
keluarga dibandingkan seberapa besar penghasilan suami (Hanum, 2017). Berbagai
pilihan yang diambil petani perempuan baik dalam alokasi penggunaan uang remitan
maupun untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan sebagai modal pertanian,
diputuskan atas pertimbangan mereka sendiri sebagai KK pengganti. Demikian pula
pengambilan keputusan dalam pengelolaan pertanian. Karena bertani telah menjadi
budaya masyarakat setempat, para petani perempuan di desa ini sudah dapat
memperkirakan biaya yang diperlukan, misalnya membeli pupuk, pestisida, menyewa
mesin panen, maupun ongkos menggiling padi. Otoritas petani perempuan ini meliputi
hampir semua aspek pertanian padi, mulai dari pemeliharaan hingga pengelolaan
penjualan hasil panen dan pendapatan vyang diperoleh. Penjelasan ini
menggambarkan bahwa petani perempuan di Desa Tebas Sungai diberi akses yang
luas dalam mengakses sumberdaya modal dan lahan, yakni remitan; serta
pemanfaatannya baik untuk kebutuhan hidup keluarga dan rumah tangga maupun
produksi pertanian.

Petani perempuan di Desa Tebas Sungai berhak memutuskan pengelolaan hasil
panen padinya. Kewenangan petani perempuan meliputi kemandirian mereka dalam
menentukan berapa banyak gabah hasil panen yang digiling, berapa banyak yang
dijual, berapa banyak yang disimpan sepenuhnya berada di tangan petani perempuan
karena suami yang berada jauh dan tidak leluasa berkomunikasi dengan keluarga di
kampung halaman setiap saat. Kaum laki-laki TKI umumnya dapat pulang ke
rumahnya satu atau dua kali setahun, sehingga tidak dapat terus mengontrol
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sawahnya. Kaum perempuan yang ditinggal suami, mengambil peran sebagai KK yang
mengelola semua keperluan rumah tangga, termasuk pekerjaan di sawah. Dahuly,
padi dipanen dengan ani-ani (ketam/alat pemotong padi) oleh para perempuan, padi
dirontokkan dari gabah dengan diinjak-injak kaki. Kemudian gabah yang dijemur dan
menjadi gabah kering giling, dibawa ke pabrik menjadi beras.

Saat ini, mesin perontok padi otomatis menghasilkan gabah kering giling. Ketika
perlu menjual beras, gabah kering giling tadi dibawa ke pabrik atau penggilingan padi
untuk membuang kulit arinya sehingga menjadi beras. Untuk setiap kilogram beras
yang dihasilkan, petani membayar 600 Rupiah kepada pengelola kendaraan pemotong
padi yang disebut komben oleh masyarakat setempat. Penggunaan komben sudah
sejak 2018 lalu, sangat meringankan pekerjaan petani perempuan di Desa Tebas
Sungai saat panen padi.

Transformasi Peran Gender

Pertanian padi menjadi mata pencaharian utama masyarakat perdesaan di
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pertanian padi merupakan kegiatan turun
temurun di desa ini. Meskipun demikian pendapatan rumah tangga tidak bergantung
pada produktivitas padi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga ditopang
pendapatan yang dikirimkan para TKI yang bekerja di Malaysia. “Kalau saya tidak
kuliah, saya juga pasti pergi ke Malaysia selepas SMA,” kata Malin, seorang pemuda
yang berprofesi sebagai guru SMA di Tebas. Kedua kakak perempuannya memiliki
suami yang bekerja di Malaysia, demikian pula para suami tetangga sekitar rumahnya.
Ini menunjukkan lazimnya Kepala Keluarga laki-laki di daerah ini pergi ke Malaysia.

Hasil wawancara dan FGD menunjukkan peran petani perempuan yang cukup
besar dalam pekerjaan pertanian padi di sawah. Persiapan bertani dimulai sejak
penyemprotan rumput dengan racun rumput (herbisida) untuk membasmi rumput.
Menyemprot rumput biasanya dilakukan oleh laki-laki. Setelah menunggu sawah
tergenang oleh air hujan, dilanjutkan dengan menandur padi. Membuat tanggul
dengan cangkul juga biasanya dilakukan oleh laki-laki. Ketika lahan sudah siap,
pekerjaan menandur (menanam benih padi) dilakukan baik oleh laki-laki dan
perempuan. Dahulu, sebelum para suami ini menjadi TKI, pekerjaan perawatan
tanaman hingga panen dilakukan dengan kerja sama antara suami dan istri rumah
tangga petani. Dengan ketidakhadiran tenaga laki-laki, para petani perempuan
mengambil alih seluruh pekerjaan pertanian, mulai dari penyemprotan herbisida,
menandur, menyiangi, dan memberi pupuk. Sedangkan pada masa panen, para petani
biasanya menyewa mesin perontok padi untuk memotong sekaligus menghasilkan
gabah giling.

Tahap bertani di Desa Tebas Sungai dimulai penyemprotan herbisida untuk
mencegah pertumbuhan rumput yang menjadi gulma. Persiapan bibit dilakukan
dengan merendam bibit selama dua malam. Selanjutnya bibit ditanam dengan cara
nugal, yakni membuat lubang-lubang di tanah dengan jarak teratur dan menanam
benih di lubang tersebut. Pada musim tanam dan panen yang membutuhkan tenaga
fisik yang kuat, pengerjaan sawah dilakukan bergiliran. Setelah selesai mengerjakan
sawah milik petani yang satu, dilanjutkan dengan mengerjakan sawah milik petani
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yang lain. Pekerjaan gotong-royong pada musim tanam disebut dengan belalik,
sedangkan bekerja bersama-sama saat panen disebut belanyik.

Fenomena migrasi membawa perubahan pada kondisi ketenagakerjaan di
sektor pertanian di Desa Tebas Sungai selaku daerah asal pengirim TKI. Pada kasus
Desa Tebas Sungai di mana pelaku migrasi transnasional di desa pertanian
didominasi gender tertentu, menyebabkan pada pengambilalihan peran gender
tersebut oleh gender yang lain yang tinggal di daerah asal. Dalam hal ini pekerjaan
dalam pertanian yang sebelumnya terbagi pada pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-
laki, dan pekerjaan yang dikerjakan perempuan beralih menjadi tanggung jawab
perempuan.

Pekerjaan ke sawah dilakukan seusai para petani perempuan membereskan
pekerjaan rumah di pagi hari, dan menyiapkan keperluan anak-anak ke sekolah.
Mereka berangkat ke sawah pukul 06.30 pagi dan pulang pukul 09.15 pagi hari.
Pekerjaan di sawah tidak dilakukan sampai siang hari. “Kalau sampai siang, tidak kuat
panasnya (matahari),” kata Sanira. Jika cuaca mendung, pekerjaan di sawah
dilanjutkan hingga pukul 11.00 siang. Sampai di rumah, para petani perempuan
tersebut menyiapkan makan siang kemudian menjemput anak-anaknya pulang
sekolah, dan seterusnya mengerjakan urusan domestik hingga keesokan harinya.
Dilihat dari pola rutinitas ini, petani perempuan mencurahkan waktu kerjanya antara
2,25-4,25 jam per hari ke lahan pertanian. Seorang informan mengatakan, “Dari pada
diam di rumah, mending nanam padi.” Pernyataan ini mengesankan bahwa kegiatan
menanam padi merupakan aktivitas menyenangkan dan rekreatif bagi petani
perempuan. Hal ini terjadi karena keperluan rumah tangga lebih banyak dibiayai dari
pendapatan remitan suami yang di desa setempat setara dengan pekerjaan formal
seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melihat hasil pertanian tidak memiliki nilai ekonomi yang besar, tidak banyak
kaum muda perempuan yang turun ke sawabh. Istri-istri berusia di bawah 30 tahun yang
suaminya juga bekerja sebagai TKI lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Oleh
karenanya, ancaman sulitnya regenerasi petani perempuan di masa mendatang bisa
mengancam ketahanan pangan di desa pertanian pengirim tenaga kerja migran
transnasional. Tampak bahwa petani perempuan di Desa Tebas Sungai memiliki peran
ganda, di sektor domestik sebagai pengelola rumah tangga, serta di sektor publik
untuk membantu perekonomian keluarga.

Rasa senasib sepenanggungan sebagai istri yang dtinggal suami menjadi TKI di
Malaysia membuat para petani perempuan menjalin interaksi sosial yang erat dengan
sesamanya, saling mendukung satu sama lain. Mereka membentuk perkumpulan
informal, semacam paguyuban yang dilandasi rasa kekeluargaan untuk mengatasi
masalah bersama. Perkumpulan para petani perempuan ini memungkinkan mereka
saling berkomunikasi, bekerja sama mengerjakan sawah. Melalui organisasi informal
ini, para petani perempuan menjalankan peran sosial dalam melestarikan budaya
pertanian padi tanpa bantuan suami.

Terkait dengan budaya, hasil panen padi yang diusahakan petani perempuan di
Desa Tebas Sungai juga memiliki nilai sosial. Sebagian hasil panen padi tersebut
digunakan untuk sumbangan hajatan. Gotong royong untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama diwujudkan dalam arisan beras. Arisan merupakan budaya
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yang dikenal luas yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam sebuah kelompok
arisan, setiap anggota berkontribusi sejumlah uang. Setelah satu periode tertentu,
uang yang terkumpul akan diberikan kepada pemenang arisan yang ditentukan
dengan sistem undian bergilir. Cara yang sama diulang kembali sampai semua
anggota arisan mendapat giliran menjadi pemenang. Pada arisan beras yang
dilakukan para petani perempuan, setoran uang ini diganti beras dengan jumlah yang
ditentukan.

Kegiatan arisan beras yang diadakan para petani perempuan di Desa Tebas
Sungai merupakan bentuk modal sosial. Arisan beras merupakan upaya saling
membantu para anggota komunitasnya dengan cara menabung secara kolektif yang
hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Besar nilai arisan
antara 40-50 kilogram beras sesuai kesepakatan anggota yang kemudian dapat dijual
oleh pemenang arisan. Dalam arisan ini, disepakati berapa berat beras yang harus
disetorkan. Secara bergiliran beras tadi akan digunakan oleh anggota arisan yang
akan menyelenggarakan acara selamatan, misalnya pernikahan anak. Setoran arisan
untuk persiapan menikahkan anak misalnya adalah 10 kilogram beras.

Migrasi transnasional tidak banyak mengubah sistem pertanian di Desa Tebas
Sungai. Pertanian padi sawah masih dikerjakan dengan teknologi sederhana
mengandalkan tenaga manusia. Namun, tenaga kerja perempuan yang lebih banyak
sebagai konsekuensi migrasi transnasional kaum laki-laki, ikut mendorong munculnya
jasa penyewaan alat pertanian yang meringankan pekerjaan petani perempuan, antara
lain traktor dan mesin pemotong padi.

Migrasi transnasional atau melintasi batas negara memberikan dampak
ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan keluarga dari remitan yang diterima istri
yang ditinggalkan suami bekerja di luar negeri. Budaya pertanian yang terjaga,
membuat perempuan keluarga petani yang diberi otoritas mengelola keuangan rumah
tangga, mengalokasikan sebagian remitan sebagai modal pertanian, seperti membeli
lahan, maupun biaya pertanian lainnya seperti pupuk, pestisida dan ongkos panen.

Bertani juga memiliki fungsi sosial bagi perempuan-perempuan petani di Desa
Tebas Sungai. Pernyataan bahwa pergi ke ladang merupakan kebiasaan, seperti
merawat anak sendiri menunjukkan kebiasaan atau rutinitas kegiatan seorang
perempuan dalam rumah tangga petani. Sifat-sifat motherhood atau perindukan yang
berasosiasi dengan dorongan untuk merawat dan memelihara semakin erat
dilekatkan pada perempuan dalam kasus petani perempuan di Desa Tebas Sungai.
Sawah bagaikan anak yang dipelihara, sekaligus diharapkan untuk menghidupi
keluarga.

Peran domestik dalam hal ini berurusan dengan fungsi-fungsi reproduksi, yaitu
penyediaan pangan keluarga menjadi sepenuhnya tanggung jawab perempuan.
Namun, dalam konteks penelitian, peran-peran domestik petani perempuan akibat
migrasi transnasional suaminya meluas hingga kepada pekerjaan pertanian.
Meluasnya ruang domestik peran perempuan di Desa Tebas Sungai diperkuat
argumen bahwa pertanian yang bersifat subsisten serta peran petani perempuan
sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar bagi keluarganya. Sementara itu, bagi laki-laki,
peran di sektor publik sebagai pencari nafkah menjadi tugas utama. Peran ini semakin
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diperkuat dengan fenomena bahwa kepergian suami ke luar negeri dianggap sebagai
hal yang lumrah di masyarakat setempat.

Abdillah, dkk. (2021: 43) menemukan bahwa keterlibatan istri dalam bekerja
merupakan sesuatu yang wajar. Dalam rumah tangga petani, ditemukan pembagian
kerja perempuan yaitu aktivitas produktif, aktivitas reproduktif, dan aktivitas sosial.
Dengan merujuk pada kategori tersebut, peneliti menemukan bahwa petani
perempuan di Desa Tebas Sungai mengambil peran sebagai KK sementara suami
bekerja di luar negeri. Para petani perempuan tersebut melakukan peran produktif
melalui produksi pangan keluarga; melakukan peran reproduktif dengan mengelola
rumah tangga seperti merawat anak, memasak, membersihkan rumah; serta peran
sosial dengan ikut membentuk jaringan sosial, membantu memberdayakan sesama
petani perempuan, mempertahankan budaya bertani, dan menyumbang bagi
lingkungan sekitar dari penghasilan panen yang diperoleh.

Pada dikotomi peran gender dalam budaya patriarki, terdapat pembagian tugas
antara laki-laki dan perempuan yang sangat jelas. Perempuan diposisikan pada peran-
peran domestik, yaitu mengurus keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar
anggota keluarga, seperti makanan, kebersihan rumah, pengelolaan keuangan rumah
tangga, pengasuhan anak dan semua pekerjaan lain di sekitar rumah tempat
tinggalnya. Sementara laki-laki berperan di sektor publik dengan tugas utama mencari
nafkah. Posisi laki-laki ini memberi kesempatan yang luas bagi laki-laki untuk bekerja
jauh dari rumah, bahkan meninggalkan kampung halamannya bermigrasi melintasi
perbatasan, seperti yang dilakukan TKI laki-laki asal Desa Tebas Sungai.

Melihat bahwa pekerjaan bertani masih merupakan kepanjangan dari tugas
petani perempuan dalam mengurus rumah tangganya, maka ruang peran domestik
petani perempuan meluas. Sebelumnya hanya di dalam rumah dan sekitarnya, saat
ditinggal suami menjadi TKI, ruang domestik tersebut kemudian mencakup juga lahan
pertanian. Sementara itu, peran publik para laki-laki yang bermigrasi transnasional
semakin menjauh dari rumah. Sulitnya untuk kembali ke rumah, membuat para TKI ini
semakin sedikit perannya dalam urusan rumah tangga. Ruang peran publik laki-laki
pun semakin luas, dan dikotomi peran gender antara laki-laki dan perempuan semakin
kuat pada rumah tangga petani pascamigrasi transnasional laki-laki.

Kesimpulan

Migrasi transnasional para laki-laki dewasa menyebabkan perubahan dalam sistem
pertanian di desa yang ditinggalkan. Perubahan tersebut mencakup perubahan
pembagian kerja, dengan peran petani perempuan yang lebih besar dan mendominasi
seluruh kerja di lahan dan rumah tangga.

Suami yang bekerja di luar negeri menyebabkan hilangnya peran laki-laki dalam
pekerjaan pertanian di rumah tangga. Meskipun tanpa tenaga kerja laki-laki, budaya
pertanian di Desa Tebas Sungai tetap bertahan dengan nilai lahan yang penting bagi
petani perempuan, yaitu aset keluarga, modal usaha pertanian produktif, dan menjaga
ketahanan pangan keluarga.

Pengakuan terhadap kemampuan pengelolaan pertanian para petani
perempuan tampak pada otoritas yang dimiliki terhadap sumberdaya pertanian.
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Dalam hal ini petani perempuan yang memiliki suami TKI di Malaysia memiliki otoritas
pengelolaan modal usaha tani dari remitan yang diterima, akses terhadap lahan, alat
pertanian, pengelolaan pertanian hingga memutuskan pemanfaatan hasil panen bagi
kebutuhan rumah tangga, dan fungsi sosial di masyarakat, seperti sumbangan sosial.
Petani perempuan di Desa Tebas Sungai mengambil peran sebagai KK
sementara suami bekerja di luar negeri. Para petani perempuan tersebut melakukan
peran produktif melalui produksi pangan keluarga, melakukan peran reproduktif
dengan mengelola rumah tangga seperti merawat anak, memasak, membersihkan
rumah; serta peran sosial dengan ikut membentuk jaringan sosial, membantu
memberdayakan sesama petani perempuan, mempertahankan budaya bertani, dan
menyumbang bagi lingkungan sekitar dari penghasilan panen yang diperoleh.
Migrasi transnasional semakin mempertegas dikotomi peran domestik dan
publik antara laki-laki dan perempuan. Ruang peran domestik petani perempuan
meluas tidak hanya rumah dan sekitarnya, namun juga mencakup lahan pertanian
yang digarapnya. Sebaliknya, ruang peran publik para laki-laki yang bermigrasi
transnasional semakin menjauh dari rumah hingga melintasi batas negara.
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Mobilitas Transnasional, Dinamika
Motherhood, dan Praktik Keluarga
Baru di Indonesia: PRT Migran
Indonesia dan “Transformasi dari
Bawah”

Diah Irawaty

Latar Belakang dan Konteks

Mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) migran Indonesia merupakan seorang ibu.
Mereka bekerja di negara-negara industrialis Asia, seperti Hong Kong, Taiwan,
Singapura, dan Korea Selatan. Negara-negara itu membutuhkan tenaga kerja
domestik untuk menopang keluarga yang anggotanya bekerja di luar rumah. Arab
Saudi juga menjadi tujuan utama para PRT transnasional Indonesia. Selain merupakan
satu-satunya pilihan saat mereka mendaftar kerja atau direkrut penyalur tenaga kerja,
dengan bekerja di Arab Saudi, mereka mendapatkan “bonus” bisa menunaikan ibadah
haji. Dengan menjadi PRT migran, para perempuan itu bisa merasakan tinggal di luar
negeri dan jadi bagian komunitas internasional atau perempuan global.

Para PRT transnasional yang sudah menikah dan memiliki anak harus
meninggalkan keluarga dan anak mereka di kampung halaman. Migrasi transnasional
yang melibatkan para PRT itu mendorong munculnya fenomena ibu jarak jauh (long-
distance mothers/mothers across borders). Berada di bawah bayang-bayang norma
sosial mainstream tentang “ibu yang baik dan bertanggung jawab” dan “ibu sejati”
yang diharapkan untuk selalu berada di dekat anak-anak mereka secara fisik, menjaga,
merawat, dan memerhatikan tumbuh kembang dan pendidikannya, pergeseran
mothering (menjaga dan merawat) dan motherhood (hal-hal terkait keibuan atau
menjadi/sebagai ibu) menyebabkan kerumitan bagi para perempuan itu. Penulis
menggunakan motherhood dalam bahasa Inggris karena tidak menemukan istilah
yang tepat dan ringkas dalam bahasa Indonesia. Pergeseran motherhood dan

TRANSFORMASI| FEMINISME INDONESIA

85



86

mothering masih jarang menjadi tema dalam studi tentang PRT transnasional
Indonesia.

Banyak narasi tentang PRT transnasional Indonesia menjadi hegemonik,
diterima tanpa kritik, dan mengalami naturalisasi atau normalisasi. Meski tidak
semuanya akurat, narasi-narasi itu dilestarikan tanpa validasi dari para PRT. Efek
paling kentara dan kuat dari narasi tersebut adalah penyeragaman, generalisasi, dan
esensialisasi konstruksi PRT migran Indonesia. Pertama, PRT merupakan korban diam
dan tak berdaya (silent and powerless victim) dari globalisasi, neoliberalisme,
kapitalisme, rezim migrasi, serta struktur dan kekuatan global besar. Mereka
dieksploitasi dan dimanipulasi, tidak berdaya, selalu menderita, rentan, tidak punya
daya tawar, tanpa kekuatan, kemampuan negosiasi dan resistansi, dan tanpa
dukungan apapun untuk bersuara. Dalam studi antropologi, pengalaman PRT
transnasional ini menjadi contoh studi bad anthropology atau dark anthropology yang
menitikberatkan pada penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, dan ketidakberdayaan
kelompok ma